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WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG

S[STEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

Menimbang

Mengingat

KEUANGAN DAERAH

DERNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Magelang nomor
&0 Tahun 2016 tentang Sistemn dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah telsh diatur mekanisme permintaan
pembayaran;

nahwa dalam rangka optimalisasi pengendalian
penggunaan dana  UAng persediaan, gant uang
persediaan, dan tambahan uang persediaan, Peraturan
Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
disempurnakan,

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, perl: menetapkan
Peraturan  Walikota tentang Sistem dan Prosedur

Penatausahaan Pengeluaran keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota Kecil dalam
lingkungan Propinst Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa

Barat;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4288);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tehun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nemor 13 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor &2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3494);
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Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemmerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657},

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 1981 tentang
Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai
Negeri  Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712},

Peraturan Pemerintah Nomeor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawabean Kepala Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomoer 209,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang
Subsidi dan Turan Pemerintah dalam Penyvelenggaraan
Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4294);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Momor 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintgh Nemor 23 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Finjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574},

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20035 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Pergturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578},
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Peraturan Pemerintah Nomor 635 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyvusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minima! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4583);
Peraturan Pemerntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan cdan Kinerja Instansi Pemenntah
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor &3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Srandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
Peraturan Pemerintah Momeor 80 Tahun 2010 tentang
Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Atas Penghasilan vang Menjadi Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemer 3272);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
SH33);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2017 Momor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomeor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20156 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Magelang Nomaor 33);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5§ Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Gant Rug;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 20086 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belania Penunjang Operasional Pimpinan Rakyat Dacrah
serta Tata Cara Pengembalian Tujungan Komunikasi
Insentif dan Dana Operasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausshaan dan Penyusunan
Laporan Pertangsungjawaban Bendahara serta

Penyampaiannya;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah;
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36. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12

Tahun 2011 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka dan

Bantuan Sebagian Biava Membangun bagi Pegawai Negeri
Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menctapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENATALUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

9. Pemerintah Dacrah adalah Walikola sebagal unsur
penvelenggara Pemerintahan Dacrah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang rmenjadi
kewenangan daecrah otonom.

Walikota adalah Walikota Magelang.

4 [ewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah,

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya di singkat
SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
sclaku pengguna anggaran/pengguna barang,

7. Keuanpan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah vang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekaysan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
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Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah dacrah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah kepala daerah yang karena jabatannya
mempunyal kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjuinya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyal
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daecrah.

Bendahara Umum Daersh vang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendshara umum daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjuinya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Perangkatl Daerah yang dipimpinnya,

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah,

Kuasa Bendahara Umum Daerah vang selanjuinva
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa Penggune Anggaran yvang selanjuinya disingkat
KPA adalah pejabat wang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian  kewcnangan PA  dalam
melaksanakan scbagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.
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Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  SKPD  yang
selanjutnva disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata wusaha keuangan pada
Perangkai Daerah,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat
Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada Perangkat Daerah.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah  pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menenma, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja
Perangkat Daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk  menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, damn
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja
Perangkat Daerah,

Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

Kas Umum Dacrah adalah tempat penyimpanan uang
daerah vang ditentukan oleh kepala daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daersh dan digunakan

untuk membayar scluruh pengeluaran daerah.
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Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank vang ditetapkan,

Penerimaan Daersh adalah uang yang masuk ke kas
daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemenntah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yvang memerlukan dana relatil besar
vang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, rovalt,
manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daecrah vang selanjutnva disingkat DPA-SKPD adalah
dokumen vang memuat pendapatan, belanja, dan
pembiayvaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh PA.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah vang sclanjutnya disingkat DPA-PPKD
adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas
/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Dacrah.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
Anggaran.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas
masuk yang bersumber dari pencrimaan dan perkiraan
arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang
cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu

periode.
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Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menvatakan tersedianya dana
untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan
SPP.

Surat Perintah Pencairan Dana vang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen vang digunakan scbagai
dasar pencairan dana  vang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan SPM.

Surat Permintaan Pembayaran vang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran  untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yvang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen vang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan uang muka kKerja yang
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung,.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendsahara
pengeluaran  untuk  permintasn  pengganti  uang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembavaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang seclanjutnya
digingkat SPP-TU adglah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan
uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat
Daerah vang bersifat mendesak dan tidak dapat
digunakan untuk pembayaran fangsung dan uang
persediaan.

SPP Langsung vang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen vang diajukan olch bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan
jumiah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran

tertenty yang dokumennya di siapkan cleh PPTE.
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Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen vang digunakan/diterbitkan oleh
pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran untuk
penerbatan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKFPD.
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanai kegiatan.
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnva disingkat 3PM-GU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D  atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan
untuk mengganti wang perscdigan vang  telah
dibelanjakan.
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan
vang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dekumen
vang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya
melebihi batas pagu uang persediaan yvang 1elah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Surat Perintah Membayar Langsung vang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
penigguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
kepada pihalk ketiga,
Barang Milik Dacrah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolchan lainnya yang sah.



o

48,

49

22

) 1 40

Tunjangan Profesi Guru Pegawal Negeri Sipil Daerah
selanjutnyva disingkat TP Guru PN3D adalah tumangan
profesi vang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah vang memiliki sertifikat pendidik dan telah
memenuhi persyaratan sesual  dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dana Tambahan Penphasilan Guru Pegawai Negert Sipil
Daerah vang selanjutnya disingkat DTP Guru PNSD
adaiah tambahan penghasilan yang diberikan kepada
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum
mendapatkan tunjangan profesi Guru Pegawai Negeni
Sipil Daerah =sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Biayva Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah vang selanjutmya disingkat BPO
KDH/WKDH  adalah biaya untuk  mendukung
pelaksanaan tupas Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan vang

selanjutnya disingkat BPO Pimpinan adalah dana yang
digediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk
menunjang kegiatan operasional yvang berkaitan denpgan
representasi, pelayanan dan  kebutuhan lain guna
meclaksanakan tugas pimpinan DPRD schari-han.

. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi wvang

selanjutnya  disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan scbagai penghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pajak dan retribusi
daerah.

Badan Lavanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah /Unit kerja
pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah dacrah
vang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyvarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
vang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada

prinsip chsiensi dan produktivitas.
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53. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disinglkat

o,

BOS adalah program pemerintah yvang pada dasarnya
adalah untuk menyvediakan pendanaan biava operasi
nonpersonal bag  satuan  pendidikan  dasar  sebagan
pelaksana program wajib belajar.

Dana BOS adalah dana hibah dari provinsi yang diterima
dan digunakan langsung yang tidak melalui REKUD oleh
sekolah neger: vang merupakan Unit dari Perangkat
Daerah Dinas Pendidikan Kota Magelang.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang linglkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini
meliputi:
a. kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah,
b. asas umum dan struktur APBD;
c. pengelolaan kas;
d. penatausahaan Keuangan Dacrah;
e. mekanisme permintaan pembayaran;
f. pengelolaan keuangan BLUD,

L

pengelolaan keuangan dana bantuan operasional,

BAB 111
ASAS UMUM PENGELOLAAN REUANGAN DAERAH

Pasal 3

Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keuangan

Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
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Pasal 4
Secara tertib sebagammana dimaksud dalam Pasal 3
adalah bahwa keuangan dikelola secara tepat waktu dan
tepat guna vyang didukung dengan bukt-bukti
administrasi vang dapat dipertanggungjawabkarn.
Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 adalah bahwa pengelola
Keuangan Daerah harus berpedocman peda peraturan
perundang-undangan.
Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan
pencapaian hasil program dengan target vang tclah
ditetapkan, vaitu dengan cara membandingkan keluaran
dengan hasil.
Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan
pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan
tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk
mencapal keluaran tertentu.
Ekonomis scbapaimana dimaksud dalam Pasal 3
merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan
kuatintas tertentu pada tingkat harga terendah.
Transparan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
merupakan prinsip keterbukaan yvang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses
informasi seluas-luasnya tentang Kecuangan Dacrah,
Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 merupakan perwujudan, kewajiban seseocrang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber dava dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan vang telah ditetapkan.
Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah
keseimbangan distnbusi kewenangan dan pendanaannya
dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewsajiban
berdasarkan pertimbangan yvang objektil.
Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah
tindakan atau suatu sikap vang dilakukan dengan wajar

dan proposional.
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(10) Manfaat untuk masyarakat scbagaimana dimaksud

(1)

(<]

{3)

dalam Pasal 3 adalah bahwa Keuangan Daerah
dintamakan uniuk pemenuhan kebutuhan masvarakat.

BADB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemepang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daergh

Pasal 5

Walikota selaku kepala Pemerintah Daerah  adalah

Femegang Kekuasaan Pengelolaan Kcuangan Daerah dan

mewakili  Pemerintah  Daerah  dalam  kepemilikan

kekayaan Dacrah yang dipisahkan.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang
Milik Daerah:

€. menctapkan — PA/Pengguna Barang  dan/atau
KPA/kuasa Pengguna Barang;

d. menetapkan  Bendahara Penerimaan /Bendahara
Penerimasan Pembaniu dan/atau Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu;

. menctapkan pejabat vang  bertugas melakukan
pemungutan Penerimaan Daerah;

. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan utang dan Piutang Dacrah;

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

h. menectapkan pejabat yvang  bertugas  melakukan
pengujian  atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran.

Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh

kchuasaannya kepada:



(4)

(1)

12)

- 1F =

a. Sekretaris Daerah sclaku koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

c. Kepala  Perangkat Daerah selaku Pejabat
PA /Pengguna Barang.

Pelimpahan scbagaimana dimaksud pada ayat (3]

ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan

prinsip pemisahan Kewenangan antara VANE

memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau

mengeluarkan uang.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

avat (3] huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya

dalam membantu Walikota menyusun kebijakan dan
mengoordinasikan penyelenggaraan urusan
pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Sekretaris Daersh seclaku  koordinator Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas koordinasi di bidang:

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolasn
APBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
Barang Milik Daerah;

c. penyusunan rancangan APBD  dan rancangan
perubahan APBD;

d. penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD,
perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan AFPBD:

e. lugas-tugas pejabat perencana Daerah, PPEKD, dan
pejabatl pengawas Keuangan Daerah;
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[, penvusunan laporan Keuangan Daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain mempunyai tugas koordinasi scbagaimana

dimaksud pada ayat (2) Sckretaris Daerah bertugas:

a. memimpin TAPD;

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

. menyiapkan pedoman pengelolaan Barang Milik
Daerah;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-
SKPD /DPPA-SKPD;

e. melaksanalkan tugas-tugas koordinasi Pengelolaan
Keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Walikota.

Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan

Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugas scbagaimana dimaksud pada avat (2) dan ayat (3)

kepada Walikota,

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Paszal 7

Kepala SHKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b bertugas:

4., menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

b, menyusun rancangan APBD dan rancangan
perubahan APBD;

¢. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah
yvang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

d. melaksanakan fungs: BUD;

e. menyusun laporan Keuangan Daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa
vang dilimpahkan oleh Walikota,

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD

berwenang:
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menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan
APBD;

mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD,

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,
memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
menetapkan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pembenan
jaminan atas nama Pemerintah Dacrah;
melaksanakan sistern akuntansi dan pelaporan
Keuangan Daerah;

menyvajikan informasi Keuangan Daerah;
melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan
serta penghapusan Barang Milik Daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan
SKPKD selaku Kuasa BUD,

EPKD bertanggung jewab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Walikota melalui Sekretans Daerah,

Pagal B

Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat [1)

bertugas:

a. menyiapkan Anggaran Kas;

b. menyiapkan 3PD;

¢. menerbitkan SP2D;

d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan
Daerah;

e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengecluaran
APBD cleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
vang ditunjuk;

f, mengusazhakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;

g. menyimpan uang Daerah;



- 40 -
h. melaksanakan penempatan uang Daerah dan
mengelola/menatausahakan Investasi Daerah;
i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
pejabat PA atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama
Pemenntah Daerah;
k. melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;
. melakukan penagihan piutang Daerah.
(3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan
tupasnva kepada BUD.

Pasal 9

Dalam hal PPKD/ pejsbat yang ditunjuk berhalangan

melaksanakan fungsinya selaku BUD/Kuasa BUD maka:

a. apabila melebthi 7 (tujuh) hari sampai dengan paling
lama 1 (satu] bulan, BUD/Kuasa BUD wajib memberikan
surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melalukan tugas BUD atas tanggung jawab BUD /Kuasa
BUD yang bersangkutan dengan persetujuan Walikota,

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan, harus ditunjuk pejabat
BUD/Kuasa BUD dan diadakan berita acara secrah

lerima.

Pasal 10

PFKD dapat melimpahkan kepada pejabat lammnya di

lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas:

g, menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBD;

b. melakukan pengendalian pelaksansan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pajak dacrah;

d. menyiapkan pelaksanaan  pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama Pemerintah Daerah;

c. melaksanakan  sistem akuntansi dan  pelaporan
Keuangan Daerah;

I. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan

g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan Barang Milik Daerah.
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Pasal 11

Pelaksanaan  kebijakan, pedoman  pengelolaan, dan
penghapusan Barang Milik Daerah serta menyimpan seluruh
bukth ash kepemilikan kekayvaan dacrah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 avat (2) huruf j, Pasal 8 avat (2]
huruf d, dan Pasal 10 hurul g dapat dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah lain sesuai dengan susunan organisasi dan
tata kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kecmpat
Pejabat PA/Pengguna Barang

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat PA/Pengguna Barang

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3] huruf c

bertugas:

a. menyusun REA-SKPD;

b. menyusun DPA-SKFPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belan;a;

d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah vang
dipimpinnya;

e, melakukan pengujian atas kebenaran material dokumen
pendukung taginan dan memerintahkan pembayaran;

i melaksanakan pemungulan penerimasan bukan pajak;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

1. mengelola utang dan piutang vang menjadi ltanggung
jawah Perangkat Dacrah vang dipimpinnya;

j.  mengelola Barang Milik Daerah/kekavaan Daerah vang
menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah vang
dipimpinnya;

k. menvusun dan menvampaikan laporan  kKeuangan
Perangkat Daerah yvang dipimpinnya,;
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mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah
vang dipimpinnyva;
melaksanakan tugas-tugas PA/Pengguna Barang lainnva
berdasarkan kuasa vang dilimpahkan oleh Walikota:

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Walikota melalui Sckretaris Daerah.

Bagian Kelima
Pejabat KPA /Kuasa Pengguna Barang

Pasal 13
Pejabat PA/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas
scbagaimana  dimaksud dalam Pasal 12  dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala
Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku KPA/kuasa
Pengguna Barang.
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] berdasarkan pertimbangan
tingkatan dacrah, besaran Perangkat Daerah, besaran
jumlah wuang vang dikelola, beban kerja, lokasi,
kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan
objektif lainnya.
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) ditetapkan ocleh Walikota atas
usul Kepala Perangkat Daerah.
Pelimpahan sebagian kewenangan sehagaimana
dimaksud pada avat (1) meliputi:
a. melakukan tindakan vang mengakibatkan
pengeluaran atas beban angparan belanja;
b. melaksanakan ANEgaran Unit Kerja VENE
dipimpinnya,
c. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran wvang telah

ditetapkan;



(3]

_ R

¢. menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, dan
SPM-LS,;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran Unit Kerja vang
dipimpinnya;

g. melaksanakan tupgas-tugas KPA lainnva berdasarkan
kuasza vang dilimpahkan cleh pejabat PA.

KPA /kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

pada avat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugasnya kepada PA/Pengguna Barang.

Pasal 14

PA /Pengpuna Barang dan/atau KPA/kuasa Pengguna Barang

dapat bertindak scbagai pejabat pembuat komitmen dengan

ketentuan sebagai berikur:

= 1

PA/KPA vang bertindak schagai pecjabat pembuat
komitmen dapat dikecualikan untuk tidak memiliki
sertifikasi keahlian pengadaan barang/ jasa.

PA/KPA wang bertindak sebagai pejabat pembuat
komitmen juga dapat bertindak sebapai pejabat yang
menandatangani SPM,

Fasal 15

Dalam hal PA/Pengpuna Barang dan KPA/kuasa Pengguna

Barang berhalangan, maka:

d.

apabila melebthi 7 (twyuah] han sampen dengan paling
lama 1 (satu} bulan, PA/Pengpguna Barang dan KPA/
Pengguna Barang tersebut wajib memberikan surat
kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
tugas PA/Pengguna Barang dan KPA/kuasa pengguna
Barang atas tanggung jawab PA/Penggpuna Barang dan
KPA/kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan dengan
Persetyjuan Walikota;

apabila melebihi 1 (satu) bulan, harus ditunjuk PA/
Pengguna Barang dan KPA/kuasa Pengguna Barang dan
diadakan berita acara serah terima.

Bagian Keenam
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Pazal 16
Pejabat PA/Pengguna Barang dan KPA/kuasa Pengguna
Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan
dapat menunjuk pejabat pada Perangkat Daerah selaku
PPTE.
Penunjukan pejabat sebagai PPTK  berdasarkan
pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegatan,
beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.
PPTK vyang ditunjuk oleh pejabat PA/Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada PA/Pengguna Barang.
PPTK yang ditunjuk oleh KPA/kuasa Pengguna Barang
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
KPA/kuasa Pengguna Barang.
PPTK bertugas:
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. menviapkan dokumen anggaran atas bcban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan,

Dalam hal PPTK berhalangan sementara, ditunjuk
pejabat sementara yang diberi kewenangan scbagai PPTK,
Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ mencakup dokumen administrasi yang terkait
dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian ketujuh
PPK-SKPD

Pasal 17

Untuk melaksanakan anggaran yvang dimuat dalam DPA-

SKPD, Kepala Perangkat Daerah menunjuk pejabat vang

melaksanakan fungsi tata usaha  keuangan pada

Perangkat Daerah sebagai PPK-SKPD wvang ditctapkan

dengan Keputusan Walikota.

FPPE-SKPD bertugas:

a. meneliti kelengkapan SPP-L3 pengadaan barang dan
jasa vang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan

SPP-L3 gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta

penghasilan lainnya yvang ditetapkan secsual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang
digjukan oleh Bendahara Pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;

menviapkan 3PM;

melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah;

| ™0 oaop

menyiapkan laporan keuangan Peranghkat Daerah.
PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabatl yang
bertugas melakukan pemungutan Penerimaan Daecrah,
Bendahara dan/atau PPTK.

PPK-SKPD dalam menjalankan fungsi taa usaha
keuangan dapat dibantu oleh pembantu PPK-SKFD yang
melaksanakan fungsi verifilkasi, melaksanakan
alkuntansi, dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah
serta penyajian dokumen dengan ditetapkan oleh Kepala
Peranglat Daerah.
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Pasal 18

~PK-SKPD dapat dibantu oleh Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) pembantu dengan mempertimbangkan

rentang kendali, besaran jumlah uang yang dikeiola, atau

beban kerja Perangkat Dacrah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pembantu

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditunjuk jika pejabat PA/Pengguna Barang telah

melimpahkan sebagian kewenangannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK] pembantu

bertugas:

a. menerima pengajuan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan
SPP-LS vyang diajukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu,

b. memverifikasi dan meregister SPP-UP, 8PP-GL, SPP-
TU, dan SPP-L% vang telah ditandatangani olch
KPA/kuasa Pengguna Barang sesual dengan
pembukuan administrasi keuangan yang berlaku;

¢, meneliti kelengkapan dokumen Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) untuk pengajuan SPP dan
diberi paraf sebagai bukti sudah diteliti;

d. imenerbitkan SPM;
melakukan pengecekan atas penerimaan  dan
Bendahara Penerimaan Pembantu;

f, melaksanakan pencatatan akuntansi atas pencrimsan
dan pengeluaran;

menvusun laporan keuangan yang dikelola;

oo

h. dalam rangka konsolidasi peyusunan laporan
keuangan Perangkat Daerah, Pejabal Penatausahaan
Keuangan (PPK)] pembantu wajib menyampailkan
laporan keuangan kepada PPE-SKPD.
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Dalam hal PPK-SKPD berhalangan, maka:

a. apabila melebihi 7 {tujuh) hari sampai dengan paling
lama 1 ({satu] bulan, PPK-SKPD tersebut wajib
memberikan surat kuasa kepada pejabat vang
ditunjuk dengan diketahui PK/KPA untuk melakukan
tugas PPK-SKPD atas tanggung jawab PPR-SKPL);

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan, harus ditunjuk PPK-
SKPD dan diadakan berita acara serah terima.

Bagian Kedelapan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 19
Walikota atas usul PPKD menetapkan Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah.
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
adalah pejabat fungsional.
Pejabat fungsional schagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pegawai negeri sipil.
Dalam hal pejabat fungsional sebagaimana dimaksud
pada avat (2] belum memadai atau sangat terbatas maka
bendahara dapat dijabat oleh calon pegawal negeri sipil
dengan persetujuan dari Walikota.
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik
secara langsung maupun tidak langsung dilarang
melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan, dan penjuslan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta
membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada
suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama
pribadi.
Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara
Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat
dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau

Bendahara Pengeluaran Pembantu.
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Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnva kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 20

Bendahara Pengeluaran Perangkat Dacrah dapat dibantu
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan
mempertimbangkan rentang kendali, besaran jumlah
uang yvang dikelola, atau beban kerja Perangkat Daerah,
Wewenang Bendahara Penpeluaran Pembantu disamakan
dengan wewenang Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan
laporan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat
Daerah dalam rangka konsolidasi laporan Bendahara

Pengeluaran Peranghkat Daerah.

Pasal 21
Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan,
Bendahara Pengeluaran dapat dibantu cleh pembantu
Bendahara Pengeluaran.
Pembantu  Bendahara  Pengeluaran  schagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kcpala Perangkat
Daerah.

Pasal 22

Dalam hal Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu berhalangan, maka:

.

apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama
1 (satu) bulan, Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu tersebut wajib memberikan surat
kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
penyetoran dan tugas-tugas Bendahara
Penerimaan/Penerimaan Pembantu atas tanggung jawab
Bendsahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu yang bersangkutan dengan diketahui pejabat
PA/Pengguna Barang;



-

apabila melebihi 1 (satu} bulan sampai paling lama 3
[tiga) bulan harus ditunjuk pejabat  Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan
diadakan berita acara serah terima,

apabila Bendahara Penerimaan/Bendahara Penernimaan
Pembantu sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yvang bersangkutan
telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan
schagai Bendahara Pencrimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dan oleh karena itu  segera diusulkan
penggantinya.

Pasgal 23

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu berhalangan, maka:

a.

apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama
1 (satu] bulan, Bendahara Pengeluaran,/Bendahara
Pengeluaran Pembantu wajib memberikan surat kuasa
kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
pembayvaran dan tugas-tugas Bendahara
Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu atas langgung
jawab Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu
vang bersangkutan dengan diketahui pejabat PA/
Pengguna Barang;

apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3
(tiga) bulan harus ditunjuk Pejabat Bendahara
Pengeluaran,/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
diadakan berita acara serah terima;

apabila Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu sesudah 3 (dega) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan scbagai
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu dan oleh karena itu segera dusulkan

penggantinya.



(1)
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(3)
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Pasal 24

Pada Perangkat Dacrah hanyva terdapat 1 (satu]

Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran vang melaksanakan tugas

kebendaharaan sebelum ada ketetapan lebih lanjut

mengenal  jabatan  funpsional Bendahara untuk
pelaksanaan penatausahaan keuangan Bendahara

Pengeluaran wajib membuka rekening bank dan nomor

pokok wajib pajak atas nama Perangkat Daerah.

Bendahara Pengeluaran berwenang:

a, mengajukan permintaan pembayaran baik melalui
mekanisme uang persediaan/ganti uang/tambah
uang maupun langsung;

b. menerima dan menyimpan uang persediaan/ganti
uang/tambah vang;

e. melakukan pembayaran dari uang persediaan yang
dikelolanva;

d. menolak perintah bayar;

e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung Langsung
(L3},

. mengembalikan dokumen pendukung Langsung (L3).

Bagian Kesembilan

Kekuasaan Penatausahasn Pengeluaran Keuangan Daerah

(1]

Pagal 25
Untuk melaksanakan APBD, Walikota menetapkan:
a. pecjabat yang diberi wewenang menandatangani SPL;
. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
c. pejabat vang diberi wewenang mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban [SPJ);
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

=. Bendahsra Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;



(2]

(3

4

15]

e

i Bendahara Pengcluaran vang mengelola belanja
bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belama
bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan, belanja tdak terduga, dan pengeluaran
pembiavaan Perangkat Daerah;

g. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah; dan

h. pejabat lainnva dalam rengka pelaksanaan APBD.

Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA/kuasa

Pengpuna Barang sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2].

Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada

avat (1) huruf h, didelegasikan oleh Walikota kepada

Kepala Perangkat Daerah.

Pejabat lainnyva schbagaimana dimaksud pada ayat (3)

mencakup:

a. pembantu  PPK-SKPD yang diberi wewenang
membantu  melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Perangkat Daerah;

b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program scslai dengan
bidang tugasnya;

c, pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat
bukti pemungutan Pendapatan Daerah;

d. pejabat vang diberi wewenang menandatangani buku
penerimaan kas dan buki penerimaan lainnyva yang
sah; dan

e. pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau
pembantu Bendahara Pengeluaran.

Penetapan pejabat schagaimana dimaksud pada ayat {2)

dan avat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun

anggaran berkenaan.
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Pasal 26
Untuk mendukung kelancaran tugas perbéndaharaan,
Bendshara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai
kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada aval (1] melaksanakan fungsi sebagai
kaszir, pembuat dokumen pengeluaran uang, atau
Pengurusan gajl.

BAB V
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Baman Kesatu
Asas Umum APBD

Paaal 27
APED disusun sesuai dengan kebutuhan
penvelenggaraan  pemerintahan dan  kemampuan
Pendapatan Daerah.
Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman kepada Rencana Kerja Pemenntah Daerah
(RKPD| dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada
masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
APBD berfungsi:
a. olorisasi;
b. perencanaan;
C. pengawasan;
d. alokasi;
&=, distribusi; dan
f. stabilisasi,
APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sctiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
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Pasal 28
Funigsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3] huruf a mengandung arti bahwa anggaran
Daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belanja pada tahun vang bersangkutan,
Fungsi perencansan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat {3} huruf b mengandung arti bahwa anggaran
Daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yvang bersangkutan,
Funpgsi pengawasan sebagsimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat [3) hurul ¢ mengandung arti bahwa anggaran
Daerah menjadi pedoman untuk menilal kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan
ketentuan yang telah ditctapkan.
Fungsi alokasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3] huruf d mengandung arti bahwa anggaran
Daerah harus diarahkan untuk mencipiakan lapangan
kerja/ mengurangl  pengangguran dan  pemborosan
sumber daya, serta meningkatkan efisicnsi dan
efektivitas perekonomian.,
Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat {3} hurul e mengandung arti bahwa kebijakan
anggaran Daerah harus memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3] huruf { mengandung arti bahwa anggaran
Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian Daerah,

Pasal 29
Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan
penerimaan Pembiayaan Daerah.
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
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Penerimaan pembiavaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali baik padas tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 30
Pengeluaran Daerah terdiri atas Belanja Daerah dan
pengeluaran Pembiayaan Dacrah,
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perkiraan beban Pengeluaran Daerah yang
dialokasikan secara adil dan merata agar relatilf dapat
dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa
digkriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan
LLITILATTL,
Pengeluaran pembiavaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali
baik pada tahun anggaran vang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya,

Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 31
Srruktur APBD merupakan satu kesatuan yang lerdin
atas;
a. Pendapatan Daerah;
b. belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah,
Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah
dan organisasi vang bertanggung jawab melaksanakan
Urusan Pemerintahan sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan dan
organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat
disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan

vang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 32

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 avat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang
melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah
ekuitas dana vang merupakan hak Pemerintah Daerah
dalam 1 {satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh Daerah,
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
avat (1) huruf b meliputi semua pengehaaran dan
Rekening Kas Umum Dacrah yvang mengurangi ekuitas
dana, merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun
anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali cleh Daerak.
Pembiavaan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1) huruf ¢ meliputi semua transaksi keuangan
untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan
surplus.

Pasal 33
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 avat {1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan
Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian
nbjek pendapatan,
Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31
ayat (1) huruf b dirinei menurut urusan pemerintahan
Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis,
abijek, dan rincian objek belanja.
Pembiavaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal
21 avat (1) huruf ¢ dirinel menurut urusan pemerintahan
Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan nncian
objek pembiayaan.
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Bagian Ketiga
Pendapatan Daerash

Pasal 34

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (1) hurul a dikelompokkan atas:

a.
b.

.

(1)

2]

13

pendapatan asli daerah;
dana perimbangan; dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 35
Kelompok pendapatan asli daecrah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dibagi menurut jenis
pendapatan yang terdiri atas:
a. pajak daesrah,
b. retribusi daerah;
¢, hasil penpgelolaan kekayaan dacrah vang dipisahkan;
dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Jenis pajak dacrah dan retribusi dacrah scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl a dan huruf b dirinci
menurut objek pendapatan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah
dan retribusi dacrah.
Jenis hasil pengelolaan  kekayaan daerah yang
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dirinci menurut objek pendapatan yvang melipuat:
a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan
milik daerah/badan usaha milik daerah;
b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan
milik pemerintah /badan usaha milik negara; dan
bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan

f

milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
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Jenis lain-lain  pendapatan asli daerah yang sah

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disediakan

untuk menganggarkan Penerimaan Daerah vang tidak
termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan

hasil pengelolaan kckayaan daerah vang dipisahkan,

dirinci menurut objek pendapatan vang meliputi;

a.

hasi! penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;

jasa giro;

pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian dacrah;
penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain
scbagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan
barang dan/atau jasa olch Daerah;

penerimaan keuntungan dari seclisth nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

pendapatan denda pajak;

pendapatan denda retribusi;

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

pecndapatan dari pengembalian;

fasilitas sosial dan fasihtas umum:

. pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatthan; dan
pendapatan dari BLUD.

Pasal 36

Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut

jenis pendapatan yang terdiri atas:

a. dana bagi hasil;

b, dana alokasi umum; dan

.

dana alokasi khusus,

Jenis dana bagl hasil dinnci menurut objek pendapatan

yvang mencakup:

a,

bag! hasil pajak; dan

b. bag hasil bukan pajak.
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(3) Jenis dana alokasi umum hanva terdiri atas objek

(4]

pendapatan dana alokasi umum.
Jenis dana alokasi khusus dirinei menurut objek
pendapatan  menurut kegiatan yang ditetapkan oleh

pemerintah.

Pasal 37

Kelompok lain-lain pendapatan daerah vang sah dibagi

menurut jenis pendapatan yvang meliputi:

.

(1)

(2]

hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah
lainnva, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri,
kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar
negeri yang tidak mengikat;

dana daruarat dari pemernintah dalam  mangka
penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana
alam;

dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Pemerintah
Daerah;

dana penvesuaian dan dana otonomi khusus yang
ditetapkan oleh pemerintah;

bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah

daerah lainnva.

Pasal 38

Pajak daerah, hasil pengelolaan kekavaan dacrah yang
dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah vang sah
yvang ditransfer langsung ke kas daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah vang sah
dianggarkan pada SKPKD,

Retribuisi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih
nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyeclenggaraan
pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan
daerah yvang tidak dipisahkan, dan hasil pemanfaatan
atay pendavagunaan kekavaan daerah yang tidak
dipisahkan vang di bawah penguasaan PA/Pengguna
Barang dianggarkan pada Perangkat Daerah.



.58 .
Pazal 78

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksansan penerimaan

kepada Perangkat Daerah atau masvarakat, BUD dapat

membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran

pada bank vang ditetapkan oleh Walikota.

(1)

121

(1)

(2)

(]

(1)

12]

Pasal 79
Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (2] digunakan untuk menampung
Penerimaan Daerah setiap han.
Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) setiap akhir hart kerja wajib disetorkan

seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 80
BUD wajib menyampaikan laporan atas pengelolaan uang
yvang terdapat dalam kewenangannva.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. laporan posisi kas harian;
b. rekonsiliasi bank.
Laporan schbagaimana dimaksud pada avat (2] dibuat
setiap hari dan disampaikan kepada Walikota minggu

pertama setiap bulannya.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non-Anggaran

Pasal 81
Pengelolaan kas nonanggaran mencerminkan penerimaan
dan pengeluaran kas yang tidale mempengaruhi anggaran
pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah
Daerah.
Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berupa:
a. potongan tabungan dan asuransi pensiun;
b. potongan badan penvelenggara jaminan sosial

kesehatan:
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potongan pajak penghasilan;

& 0

potongan pajak pertambahan nilai;

e. penerimaan titipan uang muka;

. penerimaan uang jaminan; dan

g. penerimaan lainnyva yvang scjenis.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

a. penyetoran tabungan dan asuransi pensiun;

b. penyetoran badan penyelenggara jaminan sosial
keschatan;

c. penyeloran pajak penghasilan;

d. penyctoran pajak pertambahan mlai;

e. pengembalian titipan uang muka;

f. pengembalian vang jaminan; dan

g. pengeluaran lainnyva yvang sejenis,

Penerimaan kas scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan sebagal penernimaan perhitungan pihak ketiga.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan sebagai penerimaan perhitungan pithak ketiga.

BAB VII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 82
PA /Pengguna Barang atau KPA/Kuasa Pengguna Barang,
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan orang atau
badan vyang menerima atau  menguasal  uang/
barang/kekayvaan Daerah  wajib  menyelenggarakan
penatausshaan sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen vang berkaitan dengan surat bukti vang
menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas
pelaksanaan APBD  bertanggung jawab  terhadap
kebenaran material dan akibat wvang timbul dar

penggunaan surat dimaksud.

Bagian Kedua
Penatausahaan Penpeluaran Perangkat Daecrah

Pasal 83
SPD disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangami
oleh PPKD.
SPD belanja tidak langsung diterbitkan 2 (dua] kali dalam
1 (satu] tahun anggaran sctelah penetapan APBD dan
perubahan APBD.
SPD belanja langsung diterbitkan 4 {empat) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran setelah penetapan AFBD, pada
awal semester kedua, pada waktu ada penggeseran
Anggaran Kas dan perubahan AFBD.
SPD di buat rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk
PA/KPA vang dipakai sebagai dasar pengajuan SPP dan
lembar kedua untuk arsip PPKD.

Pasal 84
Pengeluaran kas atas beban APBD dapat dilakukan
setelah diterbitkan SPD oleh PPKD atau dokumen lain
vang dipersamakan dengan SPD.
Dalam hal APBD tahun berikutnya ditetapkan pada akhir
tahun anggaran atau minggu ke empat bulan Desember
dan sambil menunggu proses verifikasi rancangan DPA-
SKPD. maka terhadap pengeluaran belanja pada awal
tahun berikutnva dapat dilakukan untuk belanja vang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
Belanja vang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib sebagaimana dimaksud pada avat (2] meliput
belanja pegawsai dan belanja barang/jasa
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Belanja pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdin atas:

a. belanja gaji dan tumangan;

b. honorarium pegawai honorer/tidak tetap;

c. belanja penerimaan lamnya pimpinan dan anggota

DPED serta Walikota/Wakil Walikata.

Belanja barang jasa sebhagaimana dimaksud pada avat (3]

terdird atas:

H.

o

Bon

BOm o
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belanja bahan bakar dan gas;

belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas;
belanja obat-obatan;

belanja bahan kimia dan pupuk;

belanja telepon, air, listrik;

belarnja asuransi kesehatan untuk masyarakat;

belanmja makan dan minum pasien;

. belanja makan dan minum harian pegawai;

belanja perjalanan dinas, khusus untuk perjalanan
dinas menghadiri undangan instansi pemerintah yang
tidak hisa ditunda pelaksanaannya.

Pengeluaran belanja sebagimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (5] berlaku sampai dengan diterbitkannya

pengesahan dan persetujuan DPA-SKPD.

Format SPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
MEKANISME PERMINTAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

FPasal 83

Permintaan pembayaran suatu kegiatan terdiri atas:

&
b.

L=

pembavaran melalui uang persediaan;

pembayaran melalul gant vang persediaan;

pembayaran melalui tambahan uang persediaan; dan
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pembayvaran langsung.
Pasal 86
Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayal
(1}, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dapat mengajukan SPP kepada pejabat
PA /KPA melalui PPK-SKPD.
SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas:
SPP-UP; SPP-GU; SFP TU; SPP-LS.
Dalam hal DPA-SKPD sebagammana dimaksud pada pada
pasal 84 ayat (B) memuat urajan Tincian, penggunaan
dalam rincian cbjek belanja berdasarkan jenis belanjanya
vaitu untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa,
penggunaannya disesuailkan dengan kebutuhan seclama
tidak melebihi jumlah dari plafon anggaran rincian objek
belanja berkenaan.
Terhadap alokasi belanja modal pelaksanaannya
disesuaikan dengan jenis kebutuhan dan volume yang
telah direncanakan yang tertuang dalam DPA.
Bagian Kedua
Uang Persediaan
Pasal 87

Uang persediaan digunakan untuk keperluan membiayai
kegiatan opcrasional sehari-harl Perangkat Daerah dan
membiayal pengeluaran vang tidak dapat dilakukan
melalui mekanisme pembayvaran langsung.
Uang persediaan merupakan uang muka kerja dan BUD
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu vang dapat diisi kembali atau dimintakan
penggantinya.
Uang persediaan dapat diberikan paling besar 1/12 (satu
per dua belas) dart pagu DPA-SKPD di luar yang
dimintakan untuk pembayaran secara beban tetap (L5).
Besarnya pagu uang persediaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] ditetapkan dalam Peraturan Walikota bagi
masing-masing Perangkat Daerah pada sctiap awal tahun

anggaran.
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Bagian Ketiga
Pengajuan SPP-UP

Pasal B8

Sebelum adanva penetapan besarnya uang persediaan

yang ditetapkan dalam Peraturan Waliketa bagi setiap

Perangkat Daerah, maka uang persediaan sebagm uang

muka hanya diberikan sesuai dengan kebutuhan riil vang

ditetapkan dengan memperhatikan lhikuditas kas Daerah,

Uang persediaan dapat di berikan lebih dari satu kali

pengajuan, pengajuan uang yang kedua dapat di berikan

sopanjang uang persediaan pertama gudah
dipertanggungjawabkan paling kecil 50 % (lima puluh
persen).

Dalam hal besarnya uang persediaan tepat waktu dalam

penetapannya, maka uang persediaan hanya diberikan

sekali dalam awal tahun anggaran.

Berdasarkan penetapan pagu uang  persediasn

schagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Perangkat Daerah dapat menerbitkan

dan mengajukan Dokumen SPP-UP kepada PA/EPA

melalui PPR-SKPD.

Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

terdiri atas:

a. -surat pengantar SPP-UF,

b. ringkasan SPP-UP;

c. rincian penggunaan SPP-UP;
salinan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD;

e. lampiran lain yang diperlukan mencakup lapeoran
pengesahan Surat Pertanggungjawaban (3PJ), laporan
fungsional bulan sebelumnya dan bukti setor sisa kas
tahun sebelumnva ke kas Daerah.

Kelengkapan Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) diteliti oleh PPK-8KPD.
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Dalam hal dokumen dinyatakan Ilengkap PA/KPA
menerbitkan SPM-UP atas permintaan Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang <
bebankan pada uang persediaan.

Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung
sejak diterimanya dokumen SPP yang lengkap dan sah.

Bagian Keempat
Pengajuan 3PP-GU

Pasal 89

Untuk meclaksanakan pengeluaran pada bulan vang
bersangkutan dan bulan berikutnya dapat diajukan 3PP-
GU.
Pengajuan SPP-GU pertama dapat dilakukan apabila
uang persediaan telah dipergunakan dan
dipertanggungjawabkan paling sedikit 30 % (lima puluh
persen) dan penggantian SPP-GU selanjutnya diberikan
sama scbesar 50 % (lima puluh persen).
Pengajuan SPP-GU dalam 1 (satu) bulan dapat dibenkan
lebih dari 1 (satu) kali dengan melakukan buka dan
tutup kas sesuai dengan perjalanan kas yvang dikelola.
Pengisian kembali wang perscdiaan diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dengan menerbitkan SPP-GU.
SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1] beserta
dokumennya digjukan kepada PA/KPA meclalui PPK-
SKPD untuk dilakukan wverifikasi sesusi  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen SPP-GU secbagaimana dimaksud pada ayat (3]
terdir atas:
a. surat pengantar SPP-GU;
b. ringkasan SPP-GU;
C. Tincian penggunaan dana sP2D uang

persediaan/ganti uang persediaan yang lalu;
d. bukt transaksi vang sah dan lengkap;

e. =alinan surat penyediaan dana;
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f. surat pernyataan yang ditandatangam oleh PA/KPA
vang menvatekan bahwa uang vang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang
persediaan pada saat pengajuan SP2D kepada Kuasa
BUD;

2. laporan pertanggungawaban vang persediaan;

h. laporan pertanggungjawaban administratif;

i. laperan mutasi barang bulan sebelumnya.

Untuk pembayaran pengadaan belanja barang/jasa dan

belanja modal paling tinggi Rp 3,000.000,00 (lima juta

rupiah) harus dilaksanakan dengan menggunalkan uang
persediaan /ganti uang persediaan.

Dalam hal untuk pembayaran pengadaan belanja barang

Jjasa dan belanja modal yvang melebihi Rp 5.000.000,00

[lima juta rupiah), samp=ail paling besar Rp 20.000.000,00

(dua puluh juta rupiah} per rincian objek belanja, maka

pembavarannya dapat dilakukan dengan menggunakan

uang persediaan /ganti uang persediaan atau dengan LS
murni kepada pihak ketiga.

Dikecualikan untuk belanja barang/jasa vang berkaitan

dengan asct (belanja modal) pengadaan di atas

Rp 10.000.000,00 [sepuluh juta rupiah| dilaksanakan

dengan Langsung (L8] murni kepada pihak ketiga.

Bagian Kelima
Pengajuan SPP-TU

Pasal 20

PA/KPA dapat mengajukan tambahan uang persediaan
kepada Walikota, dalam hal sisa uang persediaan pada
Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu tidak culkup tersedia untuk membiayai satu
atau beberapa kegiatan vang sifetnya mendesak/tidak
dapat ditunda.

Pengajuan tambahan uang persediaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Ketentuan
sebagail berilkat
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a, tambahan uvang persediaan vang diberikan harus
digunakan dan dipertanggungjawabken paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal 3P2D diterbitkan;

b. dalam hal tambahan uang persediaan tidak habis
digunakan dalam 1 (satu} bulan, maka tambahan
uang persediaan vang diberikan disetor ke Rekening
Kas Umum Daerah;

c. tidak digunskan untuk kegiatan yang harus
dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran
langsung;

d. PA/KPA dapat mengajukan permohonan tambahan
uang persedisan kepada Walikota dengan dilampini
rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;

c. pengajuan tambahan vang persediaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf c© besarannya tidak di
perkenankan melebihi plafon wang persediaan yang
diterima.

Tambahan uang persedinan dapat diberikan sectelah

mendapat persetujuan dari Walikota.,

Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud

pada avat (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu menerbitkan dan pengajuan

dolkkumen SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKFPD

untuk diterbitkan SPM-TU.

Kelengkapan Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud

pada ayat (2] terdiri atas:

a. surat pengantar SPP-TU;

b. ringkasan SFP-TU,
rincian rencana penggunaan SPP-TU;
forokopi/ salinan SPD;

¢, fotokopi surat persetujuan tambah uang dan
Walikkota,

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang

schagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk

hal-hal sebagai berikut:

a, keglatan yang pelaksanaannva melebihi 1 (satu)

bulan;
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b. kegiatan yang mengzlami penundaan dari jadwal vang

telah ditetapkan vang diakibatkan oleh peristiwa di
luar kendali PA/KPA.

Bapian Keenam
Pengajuan SPP-L3

Pasal 91
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk
pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan
lainniva sesiai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran guna
memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD.
SPP-LS terdiri atas SPP-LS atas pihak ketiga dan SPP-LS
atas Bendahara.
Belanja vang diajukan SPP-LS dilaksanakan pada belanja
tidak langsung dan belanja langsung.

Pasal 92

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

pada Perangka! Daerah dapat menerbitkan dan mengajukan
Dokumen SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD untuk:

a.
b.

L S Y = R =
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gaji dan tunjangan,

tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnyva berupa tunjangan kesejahteraan pegawal;
TP Guru PNSD;

DTP Guru PN3D;

belanja penunjang operasional;

Insentif;

penyertaan modal;

penyediaan Dana Cadangan;

belanja hibah;

belanja bantuan sosial;

belanja bantuan keuangan kepada partai politik;

belanja tidak terduga;

belanja barang dan jasa,
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Pazal 93
Dokumen SPP-LS untuk gaji dan tunjangan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 huruf a terdin atas;
a. lembar kontrol;
b. surat pengantar SPP-L5:
ringkasan SPP-L5;
rincian penggunaan dana SPP-LS;
sural pernvataan pengajuan SPP-LS;

S - R

surat pernvataan tanggung jawab belanja pengajuan SFP-
L5;
daftar pengajuan SPM;

o

h., jumlah pegawai negeri sipil daerah penerima tunjangan
jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan
umum;

i. dafrar jumlah pegawal negeri sipil dacrah, jumlah jiwa
dan besarnya jumlah belanja per golongan;

j. daftar jumlah pegawsl negeri sipil daerah per golongan
per jabatan;

k. rekapitulasi gaji;

l. daftar gaji;

m. kuitansi A2,

Pazal 94
Dokumen SPP-LS untuk tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif  lainnya berupa tunjangan
kesejahteraan kepada pogawai scbagaimana dimaksud dalam
Paszal 92 huruf b terdiri atas:

a. lembar kontrol;

o

surat pengantar SPP-L5;

ringkasan SPP-LS;

rincian penggunaan dana SPP-L3;
surat pernyataan pengajuan SPF-L3;

o S T < T

surat pernyvataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-
L5;

daftar pengajuan SPM;

h. kuitansi AZ2;

=
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rekapitulasi pemberian tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objekil lainnyva berupa
tunjangan kesejahteraan kepada pegawas;

daftar penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objekul lamnya berupa tumjangan
kesejahteraan kepada pegawai;

surat setoran pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Pasgal 95

Dokumen SPP-L8 untuk TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c dan huruf d

terdiri atas:

a
b
-
d.
e
I.

T

(1)

lembar kontrol;

surat pengantar SPP-LS;

ringkasan SPP-LS;

rincian penggunaan dana SPP-LS;

surat pernyataan pengajuan 3PP-L3;

surat pernvataan tanggung jawahb belanja pengajuan SPP-
Li;

daftar pengajuan 3PM;

perincian penggunaan anggaran TP Guru PNSD dan DTP
Guru PNSD;

rekapitulasi per golongan dengan jumiah pajaknya;
rekapitulasi jumlah guruy;

rekapitulasi penyaluran ke kas daerah;

réekapitulasi sisa dana;

daftar rencana pemotongan pajak penghasilan (PPh Pasal
21);

relcapitulasi jumlah gura vang berhak namun belum
menerima tunjangan profesi guru;

surat setoran pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Pasal 96
Dokumen SPP-LS untuk BPO Pimpinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 hurul e terdiri atas:
a. lembar kontrol;

b. ringkasan SPP-LS;
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rincian penggunaan dana SPP-LS;

surat pernyataan pengajuan SPP-LS;

surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan
SPP-L3;

daftar pengajuan SPM;

pakta integritas masing-masing penerima BPO

Pimpinan;

. kuitansi A2;

perintah pengeluaran, disposisi Kelua DPRD/Walkil
Ketua DPRD;

rincian penggunaan dana BPO Pimpinan bulan lalu;
fotokopi kartu tanda penduduk;

proposal pengajuan dana; dan

m. kuitansi bermecterai.
Dokumen SPP-LS unmk BPO KDH/WEKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e terdini atas:

El.
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lembar kontrol;

surat pengantar SPP-LS;

ringkasan SPP-LS;

rincian penggunaan dana SPP-L3;

surai pernyataan pengajuan SPP-LS,

surat pernyvataan tanggung jawab belanja pengajuan
SPP-L3;

daftar pengajuan 3PM;

kuitansi A2;

perintah pengeluaran /disposisi Walikota / Wakil
Walikota,

Pasal 97

Dokumen SPP-LS untuk Insentif sebagaimans dimaksud

dalam Pasal 92 huruf [ terdir atas:

£l

b
c.
d

i

lemmbar kontraol;

surat pengantar SPP-L3;
ringkasan SPP-LS;
rincian penggunaan dana SPP-L5;

surat pernyataan pengajuan SPP-LS;
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f. surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-
L5,

g. daftar pengajuan SPM;

h. |lkuitansi A2

i. ikhtisar target dan realisasi penerimaan retribusi/pajak
daerah;

j.  peraturan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan
insentif retribusi/ pajak daerah;

k. Keputusan Walikota tentang penerima dan besaran
pembayvaran insentifl retribusi/ pajak daerah;

1. rekapitulasi penerimaan Insentif per bulan;

rekapitulasi penerimaan Insentifl per triwulan;

=

daftar tanda terima penerimaan Insentif.

Pasgal 98
Dokumen SPP-L8 untuk penyertaan modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 huruf g terdin atas:

a. lembar kontrol;

b. surat pengantar pengajuan SPP-L3;

¢. ringkasan SPP-L5;

d. rincian SPP-LS;

¢. fotokopi/salinan SPD;

f. register SPM-LS;

g. surat permohonan pencairan dana;

h. kuitansi A2;

i.  kuitansi pihak ketiga bermeterai;

j.  forokopi keputusan pengangkatan direktur,

k. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);

L. fotokopi rekening bank;

m. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP;

n. salinan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Medal;
o. nota dinas dari Perangkat Daerah terkait vang menangani

penyertaan moal,

Pasal 99
Dokumen SPP-LS untuk penyedia Dana Cadangan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf h terdiri atas:
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Dokumen SPP-LS untuk belanja hibah sebagaimana

- P

lembar kontrol;

surat pengantar pengajuan SPP-LS;
ringkasan SPP-L5;

rincian SPP-LS;

surat pecrmohonan permohonan pencairan dana;
fotokopi/ salinan SPD;

kuitansi A2;

kuitansi pihak ketiga bermeterai;

fotokopi keputusan pengangkatan direlctur;
fotokopi kartu tanda penduduk (KTP};
fotokop rekening bank;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWT);

salinan Peraturan Daerah tentang Penempatan Dana

Cadangan;

fotokopi Keputusan Walikota tentang penunjukan bank

sebagai penyimpan Dana Cadangan,

fotokopi perjanjian kerja sama antara Pemetintah Daerah

dengan penyimpan Dana Cadangan.

Pasal 100

dimaksud Pasal 92 huruf i terdin atas:

a.
b.

o
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surat pengantar pengajuan SPP-L3;
ringkasan SPP-LS;
rincian penggunaan SPP-LS;

fotokopi/ salinan SPD pada saat awal pengajuan kegiatan

tersebut;
kuitansi A2;

kuitansi bermeterai;

Keputusan Wallkota tentang daftar penerima hibah;

naskah perjanjian hibah daerah;
permohonan pencairan;

fotokopi kartu tanda penduduk (KTF);
fotokopi rekening bank penerima,
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Pasal 101
Dokumen SPP-LS untuk belanja bantuan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 huruf | terdin atas:
a. =surat pengantar pengajuan SPP-L5;
b. ringkasan S8FPP-L5;
c. rincian penggunaan SPP-L3,
d. fotokopi/salinan SPD saat awal pengajuan kegiatan
tersebut;
kuitansi AZ;
kuitansi bermeterat;

Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan;

ooom

permohonan pencairan,

-y
+

fotokopi kartu tanda penduduk;
j.  fowkopi rekening bank penerima.

Pasal 102
Dokumen SPP-L8 untuk belanja bantuan sosial tidak
direncanakan untuk santunan kematian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 huruf k terdiri atas:
a. surat pengantar pengajuan SPP-L3;
b. ringkasan SPP-L3;
c, rincian penggunaan SPP-LS;
d. fotokopi/salinan SPD pada saat awal pengajuan kegiatan

tersebut;
e,  kuitansi A2;
f.  kuitansi bermeterai;
g. rekomendasi dan hasil evaluasi;
h. permohonan pencairan,

i. fotokopi rencana penggunaan bantuan;

j»  surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan
tempat domisili pemohon;

k. fotokopi kartu penduduk (KTP) dan kartu keluarga ahl
WHTIS;

1. fotokopi kartu tanda penduduk dan kart keluarga orang
vang meninggal;

m., fotokopi surat keterangan kematian dari kelurahan

tempat dormigili;
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forokopl surat pernvataan sebagai ahli waris diatas
meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) vang diketahui
oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, lurah,
dan camal;

fotokopi surat keterangan/pernvataan kelahiran dari
rumah sakit/bidan untuk bavi vang barua lahir;

fotokopi rekening bank penerima santunan.

Pasal 103

Dokumen 3FP-L8 untuk belanja bantuan keusngan kepada
partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf k

terdiri atas:

a.

b
c.
d

a

surat pengantar 3PP-LS;

ringkasan SPP-LS;

rincian penggunaan SPP-LS;

fotokopi/salinan 8PD pada saat awal pengajuan kegiatan
tersebut;

kuitansi dinas (A2},

kuitansi bermeterai;

salinan  Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Penghitungan dan Besarnya Bantuan Keuangan kepada
Partai Poliuk;

rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masvarakat;

Keputusan Walikota tentang pemberian bantuan kepada
partai politik;

surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partal
politik vang menetapkan susunan kepengurusan Dewan
Pimpinan Cabang (DPC) partai politik tingkat kota yang
dilegalisir oleh ketua umum atau sekretaris jenderal
Dewan Pimpinan Pusat (DFP| partai politik atau sebutan
lain;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF);

surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolchan
kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum
DPRD vang dilegalisir ketua atau sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Daerah;
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m. nomor rekening kas umum partail politik yang dibuktikan
dengan pernyatzan pembukaan rekening dari bank yang
bersanghkutan;

n. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai
politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit
60% (enam puluh persen) dam jumlah bantuan yang
diterima untuk pendidikan politik;

o. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan
keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK];

p. surat pernyatzsan partel politik vang menyatakan
bersedia dituntut sesuai dengan kefentuan peraturan
perundang-undangan apabila memberikan keterangan
tidak benar yvang ditandantangani ketua dan sekretaris
Dewan Pimpinan Cabang |DPC) atau sebutan lainnya
dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 104
Kelengkapan dokumen 3PP-LS untuk belanja tidak terduga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 hurul 1 terdiri atas:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian penggunaan SPP-Li3;
d. fotokopi/salinan SPD pada saat awal pengajuan kegiatan

tersebut;

i

kuitansi dinas [AZ2);

2. kuitansi bermeterai;
g. permohonan pencairan;
h. nota dinas dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Daerah untuk pendanaan bencana dan/atau tanggap
darurat dan/atau nota dinas dari Perangkat Daerah lain
vang mengampu kegiatan yang didanai dar belanja tudak
rerduga;

i, surat pernyatsan bencana dari  Walikota untuk
pendanaan bencana alam;

j.  Keputusan Walikota tentang besaran alokasi yang
didanai dari belanja tidak terduga,
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k. surat pemberitahuan kepada DPRD tentang belanja tidak
terduga;

l. forokopi rekening bank;

m. deokumen lain =sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 105
Kelenghkapan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf | terdin
atas;
a. surat pengantar SPP-L5;

b. ringkasan SPP-L3

¢c. rincian penggunaan SPP-LS;

d. fotokopi/salinan S8PD pada saat awal pengajuan kegiatan;
e. kuitansi AZ;

f. kelengkapan lain sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
Pemerintah Daerah.

Pasal 106
Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan
pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan
dengan menerbitkan SPP-L8 yang diajukan kepada PPED
melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan {PPK} pada SKPED.

Pasal 107
(1) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran
delam  menatausahakan  pengeluaran  permintaan
pembayaran mencakup:
a. bulku kas umum,;

b. buku simpanan/bank;

c. buku pajak:

d. buku panjar,

e, bulku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek; dan
f. register SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU/SPP-LS.
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Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan
pembayvaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu
kendali kegiatan.
Buku scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf § dapat dikerjakan cleh pembantu
Bendahara Pengeluaran.
Dokumen yang digunakan oleh PPR-SKPD dalam
menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-
UP/SPP-GU /SPP-TU/SPP-LS.
Kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} tercantum dalam Lampiran yang merupalkan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sampai dengan huraf f dan ayat (4) tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Walikota ini.

Pasal 108
PA/KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
Penelitian Kelengkapan dokumen SPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-
SKPD mengembalikan dokumen SPP-L8 kepada
Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.

Bagian Ketujuh
Perintah Membayar

Pasal 109
Dalam hal dokumen 3PP dinyatakan lengkap dan sah,
PA/KPA menerbitkan SPM.
Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung
sejak diterimanya dokumen SPP yang lengkap dan sah.
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(3] SPM wvang tclah diterbitkan oleh PA/KPA beserta
dokumen yang dipersyaratkan diajukan kepada BUD

untuk penerbitan SP2D.

Pasal 110
(1) Penerbitan 3PM paling lama 2 [dua) har kerja terhitung
scjak diterimanya dokumen S5PP yvang lengkap dan sah.
(2] SPM yvang telah diterbitkan oleh PA/KPA diajukan kepada
BUD untuk penerbitan SP2D,

Pasal 111

{1} Dokumen-dokumen yang digunakan oleh PA/KPA dalam
menatausahakan  pengeluaran perintah  membayar
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
mencakup:
a. register SPM-LS; dan
b. register surat penolakan penerbitan SPM.

(2] Penatausshaan  pengeluaran  perintah  membayar
sebagaimana dimaksud pada ayal (1} dilaksanakan oleh
PPE-SKPD.

Pasal 112
Setelah  tahun  anggaran  berakhir, PA/KPA dilarang
menerbitkan SPM vang membebani tahun anggaran

berkenaan,

Pasal 113
Belanja barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.
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Bagian Kedelapan
Pencairan Uang Persediaan

Pasal 114

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP vang
diajukan oleh PA/KPA agar pengeluaran vang diajukan
tidak melampaui pagu dan memenuhi persvaratan vang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
PA/KPA menerbitkan SPM-UP sebagai kelengkapan
dokumen untuk penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.
Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D
terdiri atas:

fotokom SPD,

surat perintah penerbitan SP2D;

surat pernyataan tanggung jawab belanja;

SFM;

-

B
b
o
d. surat pernvataan pengajuan SMP-UP
L o
£,

buku kas umum dan laporan fungsional akhir tahun;
dan
g bukti zetor sisa kas tahun sebelumnya.
Berdasarkan SPM-UP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Kuasa BUD menerbitkan surat penntah pencairan
dana untuk rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk dalam SPM-UP.

Bagian Kesembilan

Pembayaran dengan Uang Persediaan

Pasal 115
Uang persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran
pada kelompok belanja langsung:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja modal.
Uang persediaan untuk pembayaran sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dapat dilaksanakan untuk

pembayaran secara tunai dan nontunai,
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Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 39

Belanja Daerah sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 31
ayvat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah vang terdiri atas urusan
wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya
dalam bagian atau bidang {tfertentu yang dapat
dilaksanakan  bersama antara pemerintah  dan
Pemerintah Dacrah atau antar pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan Ketentuan perundang-undangan.
Belanja Penyelenggaraan wurusan wajib sebagaimana
dimaksud pada avat (1] diprioritaskan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam
upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwgjudkan
dalam bentuk peningkatan Pelayanan Dasar, pendidikan,
keschatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum vang laval
serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
scbagaimana dimaksud pada ayat (2} diwujudkan melalui
prestast kerja dalam pencapalan standar pelayanan
minimal sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 40

Belanja: Daerah meliputi semua  pengeluaran dan
Rekening Kas Umum Dacrah vang mengurang ckuitas
dana lancar, vang merupakan kewajban Daerah dalam
satu  tahun anggaran dan tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Daerah.

Belanja Daerah disusun  berdasarkan pendekatan
prestasi kerja vang berorientasi pada pencapaian hasil

dari input yang direncanakan.
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Pendekatan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
bernujuan untuk meningkatkan akuntahbilitas
peTEncanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan
efisiens) penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja Dacrah  diprioritaskan  untuk
menunjang efektlivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan

pemerintahan Daerah vang menjadi tanggung jawabnyva.

Pazal 41

Klasifikasi  belanja menurut Urusan  Pemerintahan

schagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri atas:

a.
b.

1]

{2)

(3]

belanja urusan wajib; dan
belanja urusan pilihan.

Pasal 42

Urusan pemerintahan wajib  scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 huraf a terdiri atas:

a. urusan pemerintahan yang berkaitan  dengan
pelayanan dasar; dan

b. urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan
pelavanan dasar.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a mencakup:

a. pendidikan;

b. keschatan;

¢. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketentereman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat, dan

f. sosial

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b mencakup:

a. tenaga kerja;

b. pcmberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
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pangar,
pertanahan;
lingkungan hidup;

=~ 0 B0

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
pemberdayaan masyvarakat dan Desa;

0

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
komurnikasi dan informatika;

| Y
1

. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

penanaman modal;

p

. kepemudaan dan olah raga;
statistik;
persandian;
kebudayaan;

perpustakaan; dan

4w 8 B3

kearsipan.

Pasal 43
Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 41 huruf b mencakup:

a. kelautan dan perilkkanan;

&

pariwisata,
pertanian;
kehutanan;

dan sumber daya mineral;

e B0

perdagangan;
perindustrian; dan

T

transmigrasi.

Pasal 44
Belanja menurut urusan pemerintahan yang penangananiya
dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan
dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang

diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
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Pasal 45
Klasifikasi belanja menurut fungs: vang digunakan untuik
tyjuan keselarasan dan keterpaduan  Pengelolaan
Keuangan Daerah terdiri atas:
pelayanan umum;
ketertiban dan ketentraman;
ekonomi;
lingkungan hidup;
perumahnan dan fasilitas umum,

B RO - T ¢ R -

kesehatan;
pariwisata dan budaya;
pendidikan; dan

= m

i, perlindungan sosial,

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 33 ayat (2) disesuaikan dengan
susunan organisasi pada Pemerintah Dacrah.

Klasifikasi belanja menurut Program dan Keglatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2]
disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi

kewcnangan Daerah.

Pasal 46
Klasifikasi belanja menurut kelompok  belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2] terdin
atas:
a. belanja tidak langsung; dan
b. belanja langsung.
Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf a merupakan belanja yang
disnggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.
Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul b merupakan belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanasn program

dan kegiatan.
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Paragraf 1
Belanja Tidak Langsung

Paszal 47

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja

yang terdin atas:

a.
b.

c
d.

bz ST 1

(1)

(2

(1}

belanja pegawadi;

bunga;

subsidi;

hibah;

bantuan sosial;

belanja bagi hasil,
bantuan keuangan; dan
belanja tidak terduga.

Pasal 48

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
huruf & merupakan belanja kompensasi dalam bentuk
gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang
diberikan kepada pegawal negeri sipil vang ditetapkan
sesuai dengan ketenmtuan  peraturan  perundang-
undangar.

Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota
DPRD serta gaii dan tunjangan kepala daerah dan wakil
kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya
yvang ditetapkan scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  dianggarkan dalam  belanja
pegawai.

Pasal 49
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan
pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan
kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh
persctujuan DPRD sesual dengan ketenituan peraturan

perundang-undangan.
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{2) Persetujuan DPRD schagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(2

(3]

14

(3]

1)

dilakukan pada pembahasan KUA.

Pasal 50

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 avat (1) diberikan dalam rangka peningkatan
kescjahteraan pegawai berdasarkan:

beban kerja;
b. kondisi kerja;
c. kelangkaan profest;
d. prestasi kerja; dan/atau
s, pertimbangan objekdf lainnya.
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
kepada pegawal negeri sipil yang dibcbani pekerjaan
untuk menyciesaikan tugas vang dinilai melampaul
beban kerja normal.
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi  kerja
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan
kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan
tugasnya berada pada lingkungan kerja vang memuliki
risiko tinggl.
‘Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ diberikan
kepada pegawal negeri sipil yang dalam mengemban
tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d diberikan
kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan
tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja yang  tinggl
dan/atau inovasi.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
nuruf e dalam rangks peningkatan kesejahteraan umum
pegawal.
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(7] Ketentuan mengenai pemberian tambahan penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 51
Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b
digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang
yvang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal
outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jengka pendck,
jangka menengah, dan jangka panjang,

Pasal 52
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huaruf
¢ digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi
kepada perusahasn/lembaga terieniu agar harga jual
produksi jasa (pelayanan umum masyarakat] yang dihasilkan
dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Pasal 53
(1) Belanja hibah scbagaimena dimaksud dalam Pasal 47
huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian
hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
(2) Beclanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
huruf d dapat diberikan kepada:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah lain;
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik
dacrah; dan/atau
d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia.
(3] Ketentuan mengenai hibah yang hersumber dari APBID
diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri,
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Ketentuan mengenai hibah yang bersumber dan
pemerintah danjatau pemerintah provinsi dilaksanakan
sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan,

Pasal 54

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf e digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan
dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok
/anggota masyarakat.

Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif, ndak
rerus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan
peruniukan penggunaannya dengan mempertimbangkan
kemampuan Keuangan Dacrah, setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan dan ditetapkan dengan
Keputusan Walikota,

Ketentuan mengenai bantuan sosial yang bersumber dari
APBD diatur dengan Peraturan Waliketa tersendin.

Pasal 55

Belanja bagi hasil scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47

huruf  digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil

yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Daerah kepada

pemerintah daerah lainnya sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

i1

Pasal 56
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan
keuangan vang bersifat umum atdu khusus dan
Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya
dalam rangka pemerataan dan/atau  peningkatan
kemampuan keuangan dan kepada partai politik.



(2]

(3]

()

(1]

(2]

(3}

(4)

T -

Bantuan keuangan yang bersifat umum scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya
diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah
lainnva sebagai penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang besifat khusus, schagaimana
dimaksud pada ayat {2) peruntukan dan pengelolaannya
diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan bersifat
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dapat
mensvaratkan penyediaan dana pendamping dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah pemermtah
daerah lainnya selaku penerima bantuan.

Pasal 57
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan
yveng sifatnva tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang.
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa penanggulangan bencana alam dan
hencana sosial vang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan Penenmaan
Dacrah tahun-tahun scbelumnya yvang telah ditatap.
Kegiatan vang bersifar  tidak biasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) vaitu untuk tanggap darurat
dalam rangks pencegahan gangguan terhadap stabilitas
penvelenggaraan  pemerintahan  demi  terciptanya
keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di
Dacrah,
Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-
tahun sebelumnya vang telah ditutup sebagaimana
dimaksud pada avat (2) harus didukung dengan bulkti-
bukti yvang sah.
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Pasal 58

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
huruf a dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah
berkenaan sesuai  dengan  ketentuan — peraturan
perundang-undangan.

(2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belamja
bantuan sosial, belanja bagt hasil, belanja bantuan
keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 huruf b sampai dengan huruf
h hanyva dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.

Paragraf 2
Belanja Langsung

Pasal 39
Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 avat (1) huruf b dibagi menurut
jenis belanja yang meliputy:
a. belanja pegawai;
k. belanja barang dan jasa; dan

. belanja modal.

Pasal 60
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf
a digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam
melaksanakan Program dan Kegiatan pemerintahan Daerah,

Pasal 61
{1] Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 huruf b digunakan untuk mengeanggarkan
perigadaan barang dan jasa yang nilai manfaatmya
kurang dari 12 [dua belas) bulan dalam melaksanakan
program dan kegiatan pemerintahan Daerah, termasuk
barang vang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat atau pihak ketiga.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
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belanja harang pakai habis;
bahan material,
jasa Kantor;
premi asuranst;

perawatan kendaraan bermotor;

e Ah 8 O &

cetak/ pengpandaan;

sewa rumah/ gedung/ gudang / parkir,

5 =

sewa sarana mobilitas;

sewa alat berat;

-

sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

ks

malkanan dan minuman;

—
Bl

pakaian dinas dan atributnya,
. pakaian kerja;
pakaian khusus dan hari-hari tertentu;

perjalanan dinas;

G2 L O

perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan
pegawail,
pemeliharaan;

£

jasa konsuliasi, lain-lain pengadaan barang/jasa dan
belanja lainmya vang sejenis serta pengadaan
barang/jasa, dan belanja lainnya yvang sejenis;

s, pengadaan barang vyang dimaksudkan untuk
diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak
ketiga.

Pasal 62

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
hurul ¢ digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pengadaan asct tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada
avat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar
harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja
vang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset
sampai aset tersebut siap digunakan.
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(3] Walikota menetapkan batas minimal kapitalisasi
jcapitalization threshold] sebagai dasar pembebanan
belanja modal.

Pasal 63
Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja
barang, dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan
program dan kegiatan pemerintahan Daecrah dianggarkan
pada belanja Perangkat Dacrah berkenaan.

Pasal 64

(1) Kegiatan schagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat
mengikat dana anggaran:

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. lebih dari 1 [satu)] tahun anggaran dalam bentuk
kegiatan tahun jamak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b harus memenuhi Kriteria paling kurang;

a. pekerjaan kontruksi atas pelaksanaan kegiatan yang
secara teknis merupaken sata  kesatuan untuk
menghasilkan satu output yang memeriukan waktu
penvelesaian lebih dar 12 [dua belas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada penggantian
tahun anggaran.

{3) Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung
pada  penggantian tahun anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. penanaman benih /bibat;

b, penghijauan;

¢. pelavanan perintis laut/udara;

d

makanan dan obat di rumah sakit;

L

lavanan pembuangan sampah; dan

pengadaan jasa cleaning service.
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Penganggaran kegiatan tahun jamak s¢bagaimana
dimaksud pada ayat(2) berdasarkan atas persetujuan
DPRD vang dituangkan dalam nota kescpakatan bersama
antara Walikota dan DPRD.

Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat 4] ditandatangani bersamaan dengan
penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada
tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun
jamak.

Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada
avat (3] paling kurang memuat nama kegiatan, jangka
waktu, pelaksanaan kegiatan, jumlah anggaran, dan
alokasi anggaran pertahun,

Jangka  waktu  penganggaran  kegiatan tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui
akhir tahun masa jabatan Walikota berakhir.

Bapgian Kelima

Pembiayaan Daerah

Pasal 65

Pembiayaan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayvat (1) huruf c terdirl atas penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan.

(1)

(2)

Pasal 66
Pembiayvaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup
defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran, yang
dirinci  menurur  urusan  pemerintahan  Daerah,
organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek
pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan meliputi:
a. SILPA;
b, pencairan Dana Cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan Daerah vang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman Daerah;
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e. pencrimaan kembali pemberian pinjaman; dan

f. penerimaan piutang Dacrah.
(3] Pengeluaran pembiayaan mencakup:

a, pembentukan Dana Cadangan,

b. penvertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
¢. pembayaran pokok utang; dan
d

pemberian pinjaman Daerah,

Pasal 67
(1) Pembiavaan netto merupakan selisih antara penerimaan
pembiayvaan dengan pengeluaran pembiayaan,
{2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit

anggaran, apabila anggaran diperkirakan mengalami
defisit.

Paragraf 1
SiLPA

Pasal 68
SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a
mencakup:
a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
b, pelampauan penerimaan dana perimbangan;
¢, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah
vang sah;
d. pelampauan penerimaan pembiayaan;
penghematan belanja;
kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan; dan

g sisa dana kegiatan lanjutan.
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Paragraf 2
Dana Cadangan

Pasal &9

Pemerintah Dacrah dapat membentuk Dana Cadangan

guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan

sarana Daerah vang tidak dapat dibebankan dalam 1

[satu] tahun anggaran.

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada

pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang

berkenaan.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mencakup:

a. penctapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
program dan kegiatan yang aken dibiayai dari Dana
Cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang
harus dianggarkan dan ditransfer ke rekenming Dana
Cadangan,;

d. sumber Dana Cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

Penetapan rancangan Peraturan Daerah  tentang

pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4] ditetapkan oleh Walikota bersamaan dengan
penetapan rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD.
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Pasal 70
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayvat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas
Penerimsean Daerah, kecuali darl dana alokasi Khusus,
pinjaman  Daerah, dan penerimaan lain yang
penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran
menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun
anggaran yang bersangkutan,
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
ditempatkan pada rekening tersendiri dalam Rekening
Kas Umum Daerah,
Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannys,
dana tersebut dapat ditempatkan dalam pertofolio yang
memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
Penerimaan  hasil bunga/deviden rekening Dana
Cadangan dan penempatan dalam portofolio
dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan
berkenaan dalam daftar Dana Cadangan pada lampiran
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 71
Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 ayat (2] huraf b digunakan untuk penganggaran
pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan

ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran

berkenaan.

Jumlah Dana Cadangan vang dianggarkan sebagaimnana
dimaksud pada avat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
pembentukan Dana Cadangan berkenaan.
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Pasal 72

Penggunaan atas Dana Cadangan vang dicairkan dan
rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Dacrah
sehapaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dianggarkan
dalam belanja langsung pengguna Dana Cadangan berkenaan,
kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-
undangan.

Pasal 73
Hasil penjualan kelkayaan Daerah vyang dipisahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2] huruf ¢
digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan
milik daerah/badan usaha milik daerah dan hasil Investasi

penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 74

(1) Investasijangka pendek merupakan Investasi yang dapat
segera  diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam
ranghka manajemen leas dan berisiko rendah serta dimiliki
selama kurang dari 12 {dua belas} bulan.

(2) Investasi jangka pendek scbagaimana dimaksud
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito
berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampail dengan 12 (dua
belas] bulan vang dapat diperpanjang secara otomatis,
pembelian surat utang negara, Sertifikat Bank Indonesia
(SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara [SPN|.

Pasal 75

(1) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung
penganggaran  Investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 [dua belas) bulan yang terdiri atas:
a, Investasi permanen; dan
h. Invesatasi nonpermanen.

(2) Investamsi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] dapat berupa surat berharga yang dibeli
Pemerintah Daerah dalam ranghka mengendalikan suatu

badan 1sahs.
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Surat berharga vyang dibeli Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada avat (4) dapat berupa:

¢. pembelian surat berharga untuk menambah
kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;

d. surat berharga vang dibeli Pemerintah Daerah untuk
juan menjaga hubungan baik dalam dan luar
negeri;

e, surat berharga vang tdak dimaksudkan untuk

dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka
pendek.

Investasi permanen sébagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan

tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik
kembali, meliputi:

a. kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk
pengeunausahaan/pemanfaatan aset daerah;

b. penvertagen modal dacrah pada Badan Usaha Milik
Daerah dan/atau badan usaha lainnya; dan

¢, Investasi permanen lainnyva vang dimiliki Pemerintah
Daerah wuntuk menghasilkan pendapatan atau
meningkatkan pelavanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) huraf b bertujuan untuk dimiliki secara tidak

berkelanjutan atau ada nial untuk diperjualbelikan atau

ditarik kembali dapat berupa:

a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang
vang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan
tanggal jatuh tempo;

k. dana vyang disisihkan Pemerintah Daerah dalam
rangka pelayanan/pemberdayaan masvarakat dapat
berupa bantuan meodal kerja;

c. pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok
masvarakat;

d. pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro

dan menengah.
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Pasal 76

Investasi jangka panjang pemeriniah dapat dianggarkan
jika jumlah vang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang penyertagn modal dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban
yvang telah tercantum dalam Peraturan Daerah
penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak
diterbitkan Peraturan Dacrah tersendiri  sepanjang
jumlah anggaran penyertaan medal tersebut belum
melebihi jumlah penyertaan modal vang ditetapkan pada
Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah
penvertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal
vang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
penyertaan modal, dilakukan perubashan Peraturan
Daerah tentang penvertaan moedal vang berkenaan,

BAB V]
PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 77
BUD  bertanggung jawab terhadap  pengelolaan
penerimaan dan pengeluaran kas Daerah.
Untuk mengelola kas Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BUD membuka Rekening Kas Umum
Daerah pada bank yvang sehat.
Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan
diberitahukan kepada DPRD.
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Untuk pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1] sampar dengan REp 500000000 dapat
dilaksanakan secara tunal

Untuk pembavaran belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
sampai dengan Ep 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
dilakukan pembayaran dengan cara nontunai melalui
pemindahbukuan dari rekening bendahara Perangkat
Daerah ke rekening penerima,/ penvedia barang/jasa.
Implementasi nontunal scbagaimana dimaksud pada ayat
(3} dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota

tersendin.

Bagian Kesepuluh

Pencairan Ganti Uang Persediaan

Pazal 116
PA/KPA mengajuan pengisian kembali uang persediaan
|revaluing melalud SPM-GU  beserta  dokumen
kelengkapannya kepada Kuasa BUD,.
Besaran SPM-GLU vang digjukan sebesar uang persediaan
vang telah dibelanjakan.
Dokumen SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. surat perintah penerbitan SP2D-GU;
surat pernyataan tanggung jawab belanja PA/KPA;
surat permyataan pengajuan SPM-GU;
SPM-GLU;

N L

lembar kontrol penggunaan ganti uang/tambah uang;
buku kas umum dan register penutupan kas;

laporan penggunaan uang persediaan [/ tambah uang

- T T

. pengesahan pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran,/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
i. laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
fungsional;
j. laporan mutasi barang bulan sebelumnya yang telah
diteliti oleh pejabat penatausahaan Pengguna Barang.
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Berdasarkan pengajuan SPM-GU dan Dokumen
sebagaimana dimaksud pada avat (1), Kuasa BUD
melakukan penelitian kelengkapan dokumen dengan
daftar kelengkapan dokumen.
Berdasarkan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud
pada avat (3] Kuasa BUD menerbitkan SP2D gant uang
persediaan dan melakukan pemindahbukuan ke rekening
bendahara Perangkat Daerah,

Baman Kescbelas
Pencairan Tambahan Uang Persediaan

Pasal 117
PA/KPA mengajukan pengisian @ambahan uang
persediaan tmelalus aPM-TLU beserta dokumen
kelengkapannya kepada Kuasa BUD.
Dokumen SPM-TU scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. surat perintah PAJKPA untuk penerbitan SP2D
tambahan uang persediaan;
surat pernyataan tanggung jawab belanja PA/KPA;
surat keterangan pengajuan SPM-TL,
surat pernyataan pengajuan SPM-TU;

n T p o

surat perseftujuan Walikota unftuk pencairan
tambahan uang persediaan,

Berdasarkan penpgajuan SPM-TU dan  dokumen
sechagaimana dimaksud pada avat (1), Kuasa BUD
melakukan penelitian kelengkapan dokumen dengan
daftar kelengkapan dokumen.

Berdasarkan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D tambahan
uang persediaan dan melakukan pemindahbukuan ke
rekening bendahara Peranglkat Daerah.
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Bagian Keduabelas
Pencairan Belanja Langsung.

Pasal 118

Kuasa BUD menechti kelengkapan dokumen SPM-LS yang

diajukan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D agar

pengeluaran yvang digjukan tidak melampaui pagu dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangarn.

Penerbitan SPM-LS atas beban APBD kepada Bendahara

terdiri atas belanja:

a. gaji dan tunjangan,

b. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektilf lainnya berupa tunjangan kesejahterazan
pegawal;

c. TP Guru PNSD;

d. DTP (Guru PN3D;

e. belanja penunjang operasional;

f.  Insentif.

Penerbitan SPM-LS atas beban APBD kepada pihak

ketiga terdiri atas belanja:

a. penyertaan modal;

k. penyediaan Dana Cadangan;

c. belanja hibah;

d. belanja bantuan sosial;

&. belanja bantuan sosial tidalk direncanakan;

. belanja bantuan keuangan kepada partai politik;

belanja tdak terduga;

Fom

belanja barang dan jasa,

Pasal 119
SPM-LS diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Bendahara.
Kelengkapan dokumen 3PM-LS secbagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat (2] huruf a, untuk penerbitan 3P2D
gajl dan tunjangan terdirl atas:
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surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D
Langsung (LS});

surat pernyataan tanggung jawab belanja dari
PA/KPA;

SPM-LS, kertas berwarna biru:

- DPerimcian penggunaan anggaran gaji dan manjangan

[SP2D jalan};

daftar pengajuan SPM;

jumlah pegawai negeri sipil penerima tunjangan
jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan
umum;

daftar jumlah pegawal neperi sipil daecrah, jumlah
Jiwa, dan besarnya jumlah belanja per golongan;
daftar jumlah pegawai negeri sipil per golongan per
jabatan;

rekapitulasi bukti potong peajak penghasilan (PPh
Pasal 21);

kuitansi AZ;

rekapitulasi gaji;

daftar gaji.

Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat (2) hurufl b, untuk penerbitan SP2D

tambahan penghasilan terdiri atas;

a.

surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D
Langsung (L3};

surat pernyataan tanggung jawab belanja dari
PA/KPA,

SPM-LE, kertas berwarna biru:

perincian penggunaan anggaran tambahan
penghasilan (SP2D jalan);

kuitansi A2 yvang telah diverifikasi cleh PPK-SKPD;
Peraturan Walikota tentang tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa
tunjangan Kescjahteraan kepada pegawai;
rekapitulasi pemberian tambahan penghasilan ;
daftar penerimaan tambahan penghasilan;

surat setoran pajak (PPh Pasal 21).
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Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat {2) huruf c untuk penerbitan SP2D
TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD terdiri atas:

8.

surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D
Langsung (LS);

. SUrat pernyataan tanggung jawab belanja darn

PA/KPA;
SPM-L3, kertas berwarna biru;

d. perincian penggunaan anggaran TP Guru PNSD dan

-

—_.

1.

Fm D

DTP Guru PNSD [SP2D jalan);

kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
rekapitulasi per golongan dengan jumlah pajaknya;
rekapitulasi jumlah gury;

rekapitulasi penyvaluran ke kas daerah:;

rekapitulasi sisa dana;

daftar rencana pemotongan PPh Pasal 21;
rekapitulasi jumlah guru yvang berhak namun belum
mencrima tunjangan profesi gury;

surat setoran pajak (PPh Pasal 21).

Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat (2) huruf e, untuk penerbitan SP2D
BPO Pimpiman terdiri atas:

.
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e

surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D
Langsung {L5};

surat pernyataan tanggung jawab belanja dari
PA / KPA:

fotokop / salinan SPD,

SPM-LS, kertas berwarna biru;

perincian penggunaan anggaran BPO Pimpinan,
kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
perintah pengeluaran, disposisi Ketua DPRD/Walkil
Eetua DPRD:

pakta integritas masing-masing penerima BPO
Pimpinan;

rincian penggunaan BPO Pimpinan bulan laly;
fotokopi kartu tanda penduduk;

fotokopi proposal;
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l. fotokopi kuitansi bermetersi.

Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 118 avat {2) huruf ¢, untuk penerbitan SP2D

BPFO KDH/WKDH terdiri atas:

a. surat perintah PA/KPA wuntuk penerbitan SP2D
Langsung (LS};

k. surat pernvataan tanggung jawab belanja dari
PA /KPA;

c. SPM-L3, kertas berwarna biru;

d. kuitansi A2 vang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

e, perintah pengeluaran /disposisi Walikota / Wakil
Walikota.

Relengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 118 ayat (2) huruf {, untuk penerbitan SP2D

Insentif terdiri atas:

a. surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D
Langsung (LS|;

b. sural pernyalaan tanggung jawab belanja dari PA/

KPA;

fotokopi/salinan SFD;

SPM-LS, kertas berwarna biru;

kuitansi A2 vang telah diverifikasi oleh PPK;

- o p N

PErncian penggunaan anggaran insentif pemungutan

retribusi fpajak daerah (8P2D jalan);

g. realisasi retribusi/ pajak dacrah;

h. Peraturan Walikota tentang tata cara pemberian dan
pemanifaatan insentif pajak daerah/retribusi daerah;

1. Keputusan Walikota tentang penerima besaran
insentif pemungutan pajak daerah /retribusi dacrah;

j. rekapitulasi penerimaan Insentif per bulan;

k. rekapitulasi penerimaan Insentif per trivulan;

l. daftar randa terima Insentif:

m. surat setoran pajak (PPh Pasal 21).

Pasal 120
SPM-LS diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
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Kelengkapan dokumen SPM-LS scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 118 gvat (3) huruf a untuk penerbitan SP2D

penyertaan modal terdin atas:

&,

=3

B | oD

[
4

js

k.

1.

surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D-LS;
surat pernyvataan tanggung jawab belanja PA/ KPA;
fotokopi/salinan SPD;

SPM-L5;

surat permohonan pencairan dana;

kuitansi A2;

kutansi pihak ketiga bermeterai;

fotokopl keputusan pengangkatan direktur;
fotokopi kartu tanda penduduk (KTF);

fotokopi rekening bank;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP);

salinan Peraturan Daerah tentang penvertaan modal;

m. nota dinas dari Perangkat Daerah terkait yang

menangani penyertaan modal.

Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 avat (3) huruf b untuk penerbitan SP2D
Penyediaan Dana Cadangan terdiri atas:

&,

=

=

- T - R

surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D
Langsung (L3);

surat pernvataan tanggung jawab belanja PA/KPA;
SPM-L3;

surat permohonan permohonan pencairan dana;
fotokopi /salinan SPD;

kuitansi AZ;

kuitansi pihak ketiga bermeterai,

fotokopt keputusan pengangkatan direktur;

fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);

fotokopi rekening bank;

forokopt Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

salinan Peraturan Daerah tentang penempatan dana
cadangan,

fotokopi Keputusan Walikota tentang penunjukan

bank sebagai penyimpan Dana Cadangan;



(4]

{3)

n.

- 87 -
fotokopi perjanjian kerja sama antara Pemerintah
Daerah dengan penyimpan Dana Cadangan.

Kelengkapan Dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat (3] huruf ¢ untuk penerbitan
belarja hibah terdiri atas:

e I

F®R oo

=
]

J:

k.

surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D
Langsung (LS):

surat pernyataan tanggung jawab belanja PA/KPA;
SPM-L5;

fotokopi/salinan SPD pada sast awal pengajuan
kegiatan tersebut;

kuitansi A2,

kuitansi bermeterai:

Keputusan Walikota tentang daftar penerima hibah:
naskah perjanjian hibah daerah:

permohonan pencairan;

fotokopi kartu tanda penduduk (KTP):

fotokopi rekening bank penerima;

Kelengkapan Dokumen SPM-LS  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat (3] huruf 4 untk penerbitan SP2D

belanja bantuan sosial terdiri atas:

.

surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D
Langsung (L3);

surat pernvataan tanggung jawab belanja PA /KPA;
SPM-LS;

- fotokopi/salinan 8PD saat awal pengajuan kegiatan

tersebut;

kuitansi AZ;

kuitans: bermeterai;

Keputusan Walikota tentang daftar penerima

bantuan:

. permohonan pencairan;

fotokopi kartu tanda penduduk;
fotokopi rekening bank penerima.
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Dokumen SPM-LS untuk scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 118 ayat {3} huruf e untuk belanja bantuan sosial

tidak direncanakan untuk santunan kematian terdiri

aLas:

El;

e

o

'r—ll

[
.

P.

surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D
Langsung (LS];

surat pernyataan tanggung jawab belanja PA/KPA;
SPM-LE;

fotokopi/salinan SPD pada saat awal pengajuan
kegiatan tersebut:

kuitansi A2;

kuitansi bermeterai;

relkkomendasi dan hasil evaluasi;

permohonan pencairan;

fotokopi rencana pengeunaan bantuan;

surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan
tempat domisih pemohon;

fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu
keluarga ahli waris;

forokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluargs
orang vang meninggal:

fotokopi surat keterangan kematian dari kelurahan
tempat domisili;

fatokopl surat pernvataan sebagai ahli waris di atas
meterai Bp 600000 (enam rbu rapiah) yang
diketahui oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun
warga, lurah, dan camat;

fotokopi surat keterangan/pernyataan kelahiran dari
rumah sakit/bidan untuk bayi yvang baru lahir;

fotokopi rekening bank penerima santunan.

Kelengkapan Dokumen SPM-LS schagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 avat (3) huruf { untuk penerbitan SP2D

Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik terdiri

atas;

.

b.

surat  perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D
Langsung (LS);
surat pernyataan tanggung jawab belanja PA/SKPA;
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SPM-LS;
fotokopi/salinan SPD pada saat awal pengajuan
kegiatan tersebut;
kuitansi dinas (A2);
kuitansi bermeterai;
salinan Peraturan Walikota tentang tata cara
penghitungan dan besarnva bantuan keuangan
kepada partal politik;
rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masvarakat;
Keputusan Walikota tentang pemberian bantuan
kepada parta: pohitik;
surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai
politik yang menetapkan susunan kepengunasan
Dewan Pimpinan Cabang (DPC| pariai politik tingkat
kota yang dilegalisir oleh ketua umum atau sekretaris
jenderal dewan pimpinan pusat [DPP) partai politik
atau sebutan lain;
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
surat keterangan autentifikasi hasil penctapan
perolehan kursi dan suara partai politik hasil
pemilthan umum DPRD vang dilegalisasi ketua atau
sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
. nomor tekening kas umum  partai politik yvang
dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening
dar bank vang bersangkutan;
rencana penggunaan dana bantuan keuangan partal
politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit
60% f{enam puluh persen) dari jumlah bantuan vang
diterima untuk pendidikan politik;
laporan realisasi penerimaan dan  penggunaan
bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya vang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPE];
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p. surat pernyataan partal politik yang menyatakan

bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan apabila memberikan
keterangan tidak benar yang ditandantangani ketua
dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau
sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat
partai politik.

Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 118 ayat (3] huruf g untuk belanja tidak

terduga terdiri atas:

-

o

o -

surat perintah PA/KPA untuk penerbitan 3P2D
Langsung (LS5};

surat pernyataan tangung jawab belanja PA/KPA;
SPM-LS;

fotokopi/salinan SPD pada saat awal pengajuan
kegiatan tersebut;

kuitans: dinas (A2);

kuitans: bermeterai;

permononan pencairan,

nota dinas dari Bagian Kesejahteraan Ralyat
Sekretariat Daerah untuk pendanaan bencana
dan/atau tanggap darurat danfatau nota dinas dari
Perangkat Daerah lain yang mengampu kegiatan
vang didanai dari belanja tidak terduga;

surat pernyataan bencana dari Walikota wuntuk
pendanasn bencana alam;

Keputusan Walikota tentang besaran alokasi vang
didanai dari belanja tidak terduga;

surat pemberitahuan kepada DPRD tentang belanja
tidak terduga;

fotokopi rekening bank;

. dokumen lain sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kelengkapan dokumen SPM-LE untuk Pengadaan barang
dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3)

huruf h terdiri atas:
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a. surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D
Langsung (LS};

b. surat pernyatsan tanggung jawab belanja PA/KPA
fotokopi  bukti-bukti pengeluaran yang sah dan
lengkap sesual dengan persyaratan yang telah
ditetapkan dan telah diverifikasi oleh PPK-SKPD:

d. fotokopi rekening bank vang dimiliki;
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP)
surat setoran pajak yang di punpgut berupa e-billing,
dan

g. fotokopi dokumen lain vang dipersyvaratkan secsual
dengan pengedaan barang dan jasa Pemerintah
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota int,

Bagian Ketigabelas
Penerbitan SP2D

Pasal 121
Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP,
SPM-GU, SPM-TU, dan SPM-L3 wang diajukkan oleh
PA/KPA/PPKD agar pengeluaran vang diajukan tidak
melampaul pagu dan memenuhi persyaratan yang di
tetapkan dalam perundang-undangan.
Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1} dinyatakan lengkap Kuasa BUD menerbitkan
SP2D.
Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinvatakan kurang lengkap atau tidak divakini
kebenaranyva Kuasa BUD akan mengembalikan dokumen
untuk dilengkapi.
Kuasa BUD menyerahkan SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-TU,
dan SP2D Langsung (L3} vang telah diterbitkan kepada
pihak ketiga melalui bank yang telah ditunjuk untuk
mencairkan/memindahbukukan sesuali dengan nomor

rekening vang tercantum dalam SP2D.
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Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak pengajuan dokumen diterima dan dinvatakan
sudah lengkap dan benar.

Bagian Keempatbelas
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 1232

Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan

pertanggungiawaban atas pengelolaan uang  vang

terdapat dalam kewenangannya, terdiri atas:

a. pertanggungiawabat penggunaan vuang persediaan;

b. pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang
persediaan;

¢. pertangrungawaban admmistratif;

d. pertanggungjawaban fungsional.

Pertangoungiawaban penggunaan wang persediaan

melipati:

a. Bendahara Pengeluaran melakukan
pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan
setiap akan mengajukan gantd uang persediaan
dengan melampirkan fungsional;

b. dokumen vyang disampaikan adalah laporan
pertanggungiawaban uang persédiaan dan dilampin
dengan bukti belama vang sah.

Pertanggungjawaban  penggunaan  tambahan uang

persediaan melipubs:

. Bendahara Pengeluaran melakulean
pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang
perscdiaan sctelah kegiaten selesai dilaksanalkan;

k. dokumen wvang disampaikan adalah laporan
pertanggungjawaban tambahan uang persediaan dan
dilampiri dengan bukti-bukti belanja yvang sah dan
lengkap;
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apabila terdapat tambzhan uang persediaan vang
tdak digunakan maka Bendashara Pengeluaran
melakukan setoran ke Kas Umum Daerah dan surat
tanda setoran atas penyetoran dilampirkan sebagai

lampiran laporan pertanggungjawaban tambahan
uang;

. berdasarkan bukti-bukti belanja yang sudah

diverifikasi PPK-SKPD, PA/KPA menandatangani
laporan  pertanggungjawaban tambahan uang
persediaan scbagai bentuk pengesahan.

(4) Pertanggungjawaban administratif meliputi:

[

pertanggungjawaban  administratif dibuat  olch
Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada PA
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
pertanggungjawaban administratifl tersebut berupa
Surat Pertangpungjawaban (SPJ) yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi, dan sisa
pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per
kegiatan;

perltanggunmeawaban  administratif berupa  surat
pertanggungjawaban dan dilampiri dengan Buku Kas
Umum (BKU) laporan penutupan kas bulanan,
register penutupan kas, dan surat
pertanggungawaban Bendahara Pengeluaran
Pembantu (jika ada);

dokumen surat pertanggungjawaban beserta Bulku
Kas Umum (BKU), laporan penutupan kas, dan surat
pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Pembantu diberikan kepada PPK-SKPD paling lambat
tanggal 5  bulan berikutnya untuk dilakukan
verifikasi;

setelah mendapatkan verifikasi, PA menandatangani
scbagael bentuk pengesahan;
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pertanggungiawaban administratif pada bulan
terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat
hari kerja terakhir bulan berkenaan,

pertanggungjawaban tersebut dilampiri dengan bukti

setoran sisa uang persediaan.

{91 Pertanggungjawaban fungsional meliputi:

&,

pertangsungjawaban fungsional  dibuat oleh
Bendahara Pengeluaran dan disampaiken kepada
PPKD selaku BUD bersamaan dengan pengajuan
SPM-GLU,

pertanggunpjawaban [ungsional tersebut berupa
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan
penggabungan dengan surat pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Pembantu;

surat pertanggungjawaban dilampini dengan laporan
penutupan kas bulanan, register penutupan kas, dan
surat pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Pembantu (jika ada);

pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir
tahun anggaran disampailkan paling lambat hari kerja
terakhir bulan berkenaan, dilampiri bukti sctoran

515& Uang persediaan.

BAB IX
PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Pasal 123

Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah diatur

dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

Pasal 124

Pelaksanaan Penatausahsan Keuangan Dana Bantuan

Operasional Sekolah di atur dengan Peraturan Walikota

tersendir.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2018.

Agar  sctiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal/ 2p Pesember 2017

WALIKOTA MAGELANG,

LY

SIGIT WIDYONINDITO

rPFEJM;!_J e

[Lesos 11

2 Ko BAGAN |
3, BCHETARS.

Diundangkan di Magelang 4 WABD

pada tanggal 2o Desember 3817 B 1A 558,00 | |
- |

SEKRET. AERAH

KOTA NG,
3
SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN WVNOMOR 72



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
KEUANGAN DAERAH

PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH

A. PENATAUSAHAAN
1. DASAR PERMINTAAN PEMBAYARAN

a, berdasarkan DPA-SKPD yang twelah disahkan oleh Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daecrah dan telah mendapatkan
persetujuan dari Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah dapat
menvelenggarakan kegiatannya sesuai dengan rencana kerja yang
telah ditetapkan dalam DPA-SKPD.

b. SPD disiapkan oleh Kuasa BUD untuk disahkan oleh PPKD.

¢. SPD belanja tidak langsung diterbitkan dua kali dalam satu tahun
anggaran, pada waktu penetapan APBD dan Perubahan APBD.

d. SPD Belanja Langsung diterbitkan setiap 6 (enam) bulan sekali
dengan memuat informasi vang menunjukan secara jelas alokasi
pada kegiatan.

¢. SPD dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk PA/KPA vang
dipakai sebagai dasar pengajuan SPP dan lembar kedua unmk
arsip PPKD.

f, Pengeluaran atas beban APBD dapat dilakukan setelah diterbitkan
SPD oleh PPKD.

2. PEMGELOLAAN KAS DAN TATA CARA PEMBAYARAN
a  kas tunai sehari-hari yang boleh dipegang oleh Bendahara
Pengeluaran diatur berjenjang sesual dengan nilai anggaran yang
dikelola dengan perincian sebagai berilout:
1) di bawah nilai anggaran Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) kas tunai yang boleh dipegang adalah sebesar Rp
30.000.000,00 (tiga puluh juta rumah);
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nilai anggaran Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai
dengan Rp 10.000.000.000,00 {sepuluh miliar rupiah) kas
tunai yang boleh dipegang adalah scbesar Rp 40.000.000,00
fempat puluh juta rupiah);

nilai anggaran Rp 10.000.000.000,00 {(sepuluh miliar rupiahj} ke
atas, kas tunai yang boleh dipegang adalah sebesar Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiahj,

b. Tatacara pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilaksanakan

secara tunai dan nontunai dengan ketentuan sebagai berikut:

1)

2

Pembayaran kepada pihak ketiga vang nilainva lebih dari Rp
2.000.000,00 (ima juta rumah) per nilai tagihan kepada pihak
ketiga pembayarannya harus dilaksanakan sccara nontunai
dari uang persediaan yang ada dengan memindahbukukan dari
rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu ke rekening rekanan;

Pembayaran di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat
dibayarkan secara tunai untuk belanja yvang dikecualikan dan
diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri;

Pembayaran kecpada pihak ketiga yvang nilainya di bawah Rp
5.000.000,00 (lma juata rupiah) pembayarannva dapat

dilaksanakan secara tunai.

3. KETENTUAN PENGAJUAN SPP
a. SPP-UP
1) Pengajuan SPP-UP oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

2)

=

Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari
PA/KPA melalui PKK-SKPD hanva dilakukan sekali dalam sam
tahun, selanjutnya wuntuk mengisi kembali saldo uang
persediaan (UP) digunakan SPP-GL,

Besaran uang persediaan (UP) vang diajukan adalah setinggi-
tingginya 1,12 dari jumlah anggaran sctelah dikurangi belanja
tidak langsung dan ©belanja yang direncanakan skan
dircalisasikan melalui permintaan pembayaran Langsung (3PP-
LE).

BUD menerbitkan SPD sebagai dasar pengajuan SPP-UP.
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Uang persediaan (UP] dapat digunakan untuk pembayaran
kepada pihak ketiga per nilal kontrak untuk belanja barang
dan jasa tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 {dua puluh juta
rupiah) sedangkan untuk belanja barang dan jasa berupa
modal tidak lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Besarnya uang persediaan (UP)] di setiap Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Walikota pada sctiap awal tahun
ATERATALL

SPP-GU

1}

2)

3)

4

SPP-GU digjukan untuk mengganti uang persediaan (revelving)
yvang telah digunakan.

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dan
PA/KPA melalui PPK-SKPD dapat diajukan apabila Surat
Pertanggungjawaban [SPJ) uang persedisan maupun ganti
uang persediaan s udah mencapai pal ing sedikit 30 % {lima
puluh persen).

Pengajuan ganti uang persediaan dalam satu bulan dapat i
ajukan lebih dari satu kali dengan membuka dan menutup
Buku Kasa Umum (BKU).

Batas tanggal pengajuan SPP-GU kepada BUD pada bulan
Desember diatur dengan Surat Edaran Walikota.

SPP-TU

Pemberian tambahan uang persediaan diatur sebagai berilout:

1)

2)

3

4

3

permintaan tambahan uang persediaan harus mendapatkan
persctujuan dari Walikota;

untuk memenuhi kebutuhan vang sangat mendesak/tidak
dapat ditunda;

dana tambahan uang perscdiaan dapat dimintakan apabila
dana vang dibutuhkan melebihi plafon uang persediaan/ganti
uang persediaan;

dipertanggungjawabkan paling lambat satu bulan sejak tanggal
SP2D diterbitkan;

apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana
vang ada pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu harus disetor ke rekening kas daerah;
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6) ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang
persediaan dikecualikah untuk hal-hal sebagai berikut;

a) kegiatan vang pelaksanaannya melebihi 1 (sat) bulan;

b} kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal vang telah
ditetapkan vang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali
PA/KPA,

SPP-L&

SPP-LS dilakukan untuk;

1] belanja gajt dan tunjangan;

2]} tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya berupa kesejahteraan pegawai;

3] TP Guru PNSD;

4} DPT Guru PNSD;

3) belanja penunjang operasional/dana operasional;

6} Insentfl pemungutan retribusi/ pajak daerrah;

7} penyertaan modal;

B} penvediaan Dana Cadangan;

9) belanja hibah;

10] belanja bantuan sosial;

11] belanja bantuan sosial tdak dircncanakan;

12] belanja bantuan keuangan kepada partai politik;

13] belanja tidak terduga;

14) pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pihak ketiga vang
nilainya di atas Rp 20.000.000,00 {dua puluh juta rupiah);

15] pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa modal kepada
pihak ketiga vang nilainva di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah);

16) bukti-bukti pengeluaran  asli  sebagai  lampiran  SPP-LS
merupakan Arsip vang di simpan oleh PA/KPA,

4. UANG PANJAR

d.

PPTK dalam melaksanakan |kegiatan dapat mengajukan
permohonan uang muka (panjar) kegiatan kepada PA/KPA,

Setelah PA/KPA menvetujui maka diteruskan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pemnbantu.



¥

.

uang panjar yang diberikan kepada PPTK, oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dibukukan di
BEL,

bukti-bukti  pertanggungjawaban penggunaan uang panjar
disampaikan kepada bendahara paling lambat 2 (dua) minggu atau
10 {sepuluh) hari kerja.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencatat bukti-buktli  pertanggungjawaban penggunaan uang
panjar yang sudah memenuhi syarat dan sah ke dalam BKU.

TEKNIS PENCAJUAN SPP

Berdasarkan dokumen SPD yang telah ditetapkan dan ditandatangani
oleh PPKD selaku BUD Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mengajukan permintaan pembayaran kepada
PA /KPA melalul PPE-SKPD,

L.

kelengkapan SPP-UP untuk penerbitan SPM

l) surat pengantar SPP-UP,

2} ringkasan SPP-UP;

3} rincian penggunaan SPP-UP,

4] salinan 3PD atau dokumen lain vang dipersamakan dengan
SFD; lampiran lain yang diperlukan mencakup Buku Kas
Umum, register penutupan kas, laperan fungsional dan bukt
setor sisa kas tahun sebelumnya ke kas daerah:

2] SPP-UP yang diajukan di buat rangkap 2 (dua) terdiri atas:

a) lembar I untuk PPK-SKPD;
b) lembar ke II untuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.,

6) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-UP vyang diajukan
kedalam register SPP.

Kelengkapan SPP-GU untuk Penerbitan SPM

1) surat pengantar SPP-GU:

2) ringkasan SPP-GU;

3) rincian penggunaan dana SP2D-UP/GU yang lalu;

4) bukti transaksi yang sah dan lengkap;

5) salinan SPD;

6) surat pernyataan pengajuan SPM-GU oleh PA/KPa:

7) laporan pertanggungjawaban uang persediaan;
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8] laporan pertanggungjawaban administratif;

8] laporan mutasi barang bulan sebelumnya;

10} SPP-GU vang diajukan dibuat rangkap 2 [dua) terdiri atas:
al lembar I untuk PPR-SKPD,

b) lembar ke Il untuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

11) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-GU yang diajukan
kedalam register SPP.

SPP-TU untuk penerbitan tambahan uang persediaan

Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan SPP-TU kepada PA/

KPA melalui PPE-SKPD.

Kelengkapan Dokumen SPP-TU untuk penerbitan SPM:

1] surat pengantar SPP-TL!;

2} ringkasan SPP-TLU;

3) rincian rencana penggunaan SPP-TU;

4) SALINAN SPD;

5] surat persetujuan tambah uang persediaan dar Walikota.

6] SPP-TU yang diajukan dibuat rangkap 2 (dua) terdiri atas:
al lembar [ untuk PPK-SKPD,

b) lembar ke Il untuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

7] Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-TU yang diajukan
kedalam register SPP.

pengajuan SPP-LS Barang/Jasa

1] SPPE-LS terdiri atas SPP-LS murni atas nama pihak ketiga dan
SPP-L8 bendahara kepada pihak ketiga vang pembayarannya
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

2] SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan Perangkat
Daerah yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga
dapat dibayar oleh Bendahara Fengeluaran dari uang
persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan
untuk pembayaran sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah), untuk belanja modal pembayaran sampai
dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



3)

4)

=l

6]

Untuk pembayaran belanja barang/jasa di atas Rp

2.000,000,00 (lima jura rupiah}) sampai dengan Rp

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan belanja modal di

atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp

10.000.000.00 [sepuluh juta rupiah) dapat dibayvarkan kepada

pihak ketiga secara langsung atau dibavarkan secara nontunal

dengan  menggunakan  uang — persediaan/ganti  uang

persediaan/tambahan uang persediaan, dikecualikan untuk

beberapa belanja yang diatur dalam Peraturan Walikots

tentang implementasi nontunail dapat dibayarkan secara tunai.

Untuk pengadaan barang dan jasa dalam suatu kegiatan,

Perangkat Daecrah dapat menunjuk PPTK untuk menyiapkan

dokumen pengslueran SPP-LS barang dan  jasa dan

mengendalikan kegiatan vang dituangkan dalam kartu

pengendalian kegiatan.

Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan

jasa terdiri atas:

a] surat pengantar SPP-L5;

b) ringkasan SPP-LS;

¢} rincian rencana penggunaan SPP-LS;

d) fotokepi/salinan 8PD pada saat awal pengajuan kegiatan
tersebut;

¢) kuitansi dinas (A2);

fl] kelengkapan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan barang/ jasa
Pemerintah Daerah.

kelengkapan dokumen SPP-LS untuk gaji dan tunjangan terdiri

atas:

a)] lembar kontrol;

b) surat pengantar SPP-LS;

c) ringkasan SPP-LS;

d) rincian penggpunaan SPP-LS;

e] fotokopi/salinan SPD;

fj surat pernvataan pengajuan SPP-LS;

g) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan 3PP-
L3;
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h

b

k)
L
m|

1)

R

jumlah pegawai negeri sipil daerah penerima tunjangan
jabatan struktural, jabatan fungsional dan tunjangan
LI,

daftar jumlah pegawai negeri sipil daerah, jumlah jiwa dan
besarnva jumlah belanja per golongan;

daftar jumlah pegawai negerl sipil daerah per golongan per
jabatan;

rekapitulas gaji;

daftar gaj,;

rekap bukti potong PPh Pasal 21;

kuitans: Ad.

Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk tambahan penghasilan

berdasarkan pertimbangan objelktif lainnya terdin atas:

a)
bl
c)
d)
€}
i)
gl

hj

i

k)

lembar kontrol;

surat pengantar SPP-L5;

nngkasan SPP-L5;

rincian penggunaan SPP-L3;

fotokopi/salinan 8PD;

surat pernyataan pengajuan SPP-LS;

gurat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-
LS;

kuitansi AZ;

rekapitulasi pemberian tambahan penghasilan bersadarkan
pertimbangan  objektif lainnya  berupa tunjangan
kesejahteraan kepada pegawai;

daftar penerima tambahan penghasilan bersadarkan
pertimbangan objektif lainnya  berupa tunjangan
kesejahteraan kepada pegawai;

surat setoran pajak penghasilan (PPh pasal 21).

Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk TP Guru PNSD dan
DTP Guru PNSD terdiri atas:

&)
ol
)
dj
£)

f)

lembar kontrol;

gurat pengantar SPP-13;

ringkasan SPP-L3;

rincian penggunaan SPP-LS;
[otokopi/ salinan SPD;

sural pernvatean pengajuan SPP-LE;
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B

surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan 3PP-
LS;

kuitansi A2,

perincian penggunaan anggaran TP Guru PNSD dan DTP
Guru PNSD {SP2D jalanj,

rekapitulasi per golongan dengan jumlah pajaknya;
rekapitulasi jumlah guru;

rekapitulasi penvaluran ke kas daerah;

rekapitulas: sisa dana;

daftar pemotongan pajak penghasilan [PPh Pasal 21);
rekapitulasi jumlah guru vang berhak namun belum
mencrima tunjangan profesi gura,;

surat setoran pajak penghasilan (FPh Pasal 21).

Kelengkapan dokumen SPP-LE untuk BPO Pimpinan lerdiri
atas:

L
2
3)
4
5)
B)
7)

&)

9)

lembar kontrol;

surat pengantar SPP-LS;

ringkasan SPP-LS5;

rinclan penggunaan dana SPP-L3;

fotokopi/salinan SPD;

surat pernvataan pengajuan SPP-L5;

surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-
L5;

perintah pengeluaran/disposisi Ketua DPRD dan Wakil
Ketua DPRD;

pakta integritas masing-masing penerima BPO Pimpinan,

10} kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

11] perincian penggunaan BPO Pimpinan bulan lalw;

12) fatokopi kartu tanda penduduk;

13) fotokop proposal;

14} forokopi kuitansi bermaterat;
10} kelengkapan dokumen SPP-L8 untuk BPO KDH/WEDH

terdiri atas:

a] lembar kontrol;

bl surat pengantar SPP-LS;
¢] ringkasan SPP-L5;

d) fotokopi/salinan SPD;
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surat pernyataan pengajuan SPP-L3;

sural pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan
SPP-LS;

perintah pengeluaran/disposisi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah; dan

kuitansi A2,

11) Kelengkapan dokumen SPP-L8 untuk insentf pemungutan

retribusi/ pajak daerah terdiri atas:

a)
b

)

k)

l)

m]

lembar kontrol;

surat pengantar SPP-LS;

ringkasan SPP-L3;

rincian penggunaan dana SPP-L5;

fotokopi/ salinan SPLY,

surat pernvataan pengajuan SPP-LS;

surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan
SPP-LS;

kuitansi A2 yvang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
ikhtisar target dan realisasi penerimaan retribusi/pajak
daerah;

peraturan walikota tentang tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif retribusi/pajak daerah;

keputusan walikota tentang penerima dan besaran
pembayaran insentif retribusi/ pajak daerah;
rekapitulasi penerimaan insentif pemungutan retribusi
Jpajak daerah per bulan,

rekapitulasi penerimaan insentifl pemungutan retribusi
/pajak daerah per triwulan;

daftar tanda terima penerimaan insentif pemungutan
retribusi/pajak daerah.

6. PENERBITAN SPM

SPM dapat diterbitkan jika:

1) pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang
tersedia;

2| kebenaran pembebanan kergiatan dalam rekening belanja

.

sudah tepat; dan
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3} didukung dengan kelengkapan dokumen yvang lengkap dan sah
gesual dengan keteniuan peraturan perundang-undangan,

Waktu pelaksanaan pencrbitan SPM:

1) Diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sctelah SPP diterima;

2) Apabila dokumen tidak lengkap dan diwelak, maka
dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 [satu) har kerja sejak
diterimanya SPP.

PPK-SKPD memiliki tugas:

1] menguji SPP beserta Kelengkapannya;

2] menviapkan SPM atas SPP yvang telah diuji kelengkapanya dan
kebenaranya dengan membubuhkan paral pada dokumen,
untuk ditandatangani PA/ KPA;

3} menerbitkan surat penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD tidak lengkap atau tidak benar,

4y membuat register penolakan penerbitan SPM; dan

5] ‘membuat register SPM,

PA/ KPA memilila tugas:

1) menerbitlkan SPM;

2) mengolah SPM yang diterbitkan PPK-SKPD bila 8PP yang
diajukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu tidak lengkap atau benar.

SPM yg diterbitkan PA/KPA dikirim ke BUD dilengkapi dengan

dokumen tagihan sebagai berileut:

1} kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D
dilampiri dengan;

a) fotokopi SPD;

b} surat perintah PA/KPA untuk penerbitan 3P2D-UP,;

¢| surat pernyataan tanggung jawab belanja PA/KPA;

d) surat pernyataan pengajuan SPM-UP,

e} SPM-UP;

f) Buku Kas Umum dan laporan fungsional akhir tahun;
gl bukti setor sisa kas tahun sebelumnya.

2) SPM-GU adalah pengisian kembali uang persediaan yvang telah
dibelanjakan.
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Kelenghapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D
dilampiri dengan:

aj
b}
cl
d}

€

Pl

hj

1l

surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D-GU:

surat pernyataan tanggung jawab belanja PA/KPA:

surat pernyataan pengajuan SPM-GU:

SFM-GU;

lembar hkontrol penggunaan ganti uang perscdiaan/
tambahan vang persediaan:

BUK dan register penutupan kas:

laporan penggunaan uang persediaan/tambahan uang
persediaan;

surat  pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu;

laporan pertanggungjawaban fungsional;

laporan mutasi barang sebelumnya vang telah diteliti oleh
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang:

pengajuan  SPM-GU dalam bulan-bulan berikutnya dapat
diterbitkan SP2D apabila Perangkat Dacrah telah mengirinm
laporan fungsional bulan sebelumnya.

Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D

dilampiri dengan:

a)
b
c)
d)
e)

fl

surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D-TU:

sural permyataan tanggungjawab belanja PA/KPA:

surat Keterangan pengajuan SPM-TU:

SUrat pernyataan pengajuan SPM-TU:

SPM-TU;

surat persetujuan Walikota untuk pencairan Tambahan

Uang Persediaan.

Kelengkapan dokumen SPM-LS barang dan jasa untuk
penerbitan SP2D dilampiri dengan:

a)

bj
c)

d)

surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D Langsung
(Las}:

surat pernyataan tanggung jawab belanja PA/KPA:

SPM-LS;

foto bukti-bukti pengeluaran vang sah dan lengkap sesuai
dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan telah
diverifikasi oleh PPK-SKPD;
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fotokopi rekening bank vang dimiliki dan masih berlaku
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP:

Surat Sctoran Pajak (S5P) vang telah ditandatangani oleh
wajib pajak dan wajib pungut;

fotokopi dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan
ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah.

Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk gaji dan tunjangan
untuk diterbitkan SP2D-LS dilampiri dengan:

a)

=]
c)
dj
€]

f)

gl

bl

i)

il

k)
1)

surat pengantar pencrbitan SP2D Langsung (LS) paji dan
tunjangamn;

surat pernyataan tanggung jawahb belanja dari PA/KPA:
fotokopi /salinan SPD;

SPM-LS, kertas berwarna biru;

kuitansi A2 vang telah diverifikasi oleh PPK:

perincian penggunaan anggaran gajl dan tunjangan (SP2D
jalan);

daftar pengajuan SPM;

jumlah pegawai negeri sipil daerah penerima tunjangan
jabatan struktural, jabatan fungsional dan tunjangan
urmnum;

daftar jumlah pegawai negeri sipil daerah, jumlah jiwa, dan
besarnya jumlah belanja per golongan;

daftar jumlah pegawai negeri sipil daerah per polongan per
jabaran;

rekap bukt potong pajak penghasilan (PPh pasal 21};
rekapitulasi gaji;

m) daftar gaji.

Kelengkapan dokumen SPM-LS8 untuk tambahan penghasilan

bersadarkan pertimbangan objektif lainnya untuk diterbitkan
SP2D-LS dilampiri dengan:

a)

b)
<
d)
e}

fl

surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (L3} tambahan
penghasilan;

surat pernvataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
fotokopi/ salinan SPD;

SPM-L3, kertas berwarna biru;

rincian pengguniaan (SP2D jalan);

kuitansi A2 vang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD:
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peraturan  walikota tentang tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektf lainnva berupa
tunjangan kesejahteraan kepada pegawat;

rckapitulasi pemberian tambahan penghasilan;

daftar penerima tambahan penghasilan;

surat setoran pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk TP Guru PNSD dan
DTP Guru PNSD untuk diterbitkan SP2D Lanpgsung (LS)

dilampiri dengan:

)

b
<}
d]

el

i)
g
h
ij
i
k]

surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (L3) TP Guru
PNSD dan DTP Guru PNED;

surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
fotokopi/ salinan SPD;

SPM-LS, kertas berwarna birua;

Perincian penggunaan anggaran TP Guru PNSD dan DTP
Guru PNSD [8P2D jalan);

kuitansi A2 vang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
rekapitulas: per golongan dengan jumlah pajaknya;
rekapitulasi jumlah guruy;

rekapitulasi penyaluran ke kas dacrah;

rekapitulasi sisa dana;

daltar pemotongan pajak penghasilan (PPh Pasal 21);

) rekapitulasi jumlah guru yang berhak namun belum

menerima tunjangan profesi guruy;

) surat setoran pajak penghasilan (PPh Paszal 21).

Kelengkapan dokumen SPM-L3 untuk belanja penumjang
operasional DPRD untuk diterbitkan SP2D Langsung (LS
dilampin dengan:

al

b)
¢)
dj
&
fl

gl

surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (LS BPO
Pimpinan;

suUrat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
fotokopi/salinan SPD;

SPM-LS, kertas berwarna biru;

perincian pengpunaan BPO,

kuitansi A2 vang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD,

perintah pengeluaran/dispesisi Ketua DPRED dan Wakil
Ketua DPRD;
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pakta integritas masing-masing penerima BPO Pimpinan;
fotokopi kartu tanda pendudulk;
fotokom proposal;

fotokopt kuitans] bermaterar,

9) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk BPO KDH/Wakil
WKDH untuk diterbitkan 3P2D-LS dilampiri dengan:

a)
b)
c)
d)

€)

surat pengantar penerbitan 8P2D Langsung (LS) BPO;
surat pernyvataan tanggung jawab belanja dari PA/ KPA;
SPM-LS, kerlas berwarna biru,

kuitansi A2 yvang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
perintah pengeluaran/disposist Walikota /Wakil Walikota.

10] Kelengkapan dokumen SPM-LS Insentif pemungutan

retribusi/pajak dacrah untuk diterbitkan SP2D Langsung (L3S)
dilampiri dengan:

al
b
<]
d)

€|

f)

h)

1l

k)

I

surat pengantar SP2D Langsung (LS) insentf pemungutan
retribusi/ pajak daerah;

sural pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
fotokopi/ salinan 5PD;

SPM-LS, kertas berwarna biru;

kuitansi A2 yang telah diverifikas: oleh PPK-SKPD;

perincian  penggunean anggaran insentif pemungutan
retribusi/ pajak daerah (SP2D jalan);

realisasi retribusi) pajak daerah;

peraturan walikota tentang insentif pemungutan pajak
daerah /retribusi daerah;

rekapituzlasi penerimaan insentif pemungutan
retribuisi/ pajak daerah per bulan;

rekapitulasi penerimaan insentif peEmungutan
retribusi/ pajak daerah per triwulan;

daftar tanda terima pencrimasn insentii pemungutan
retribusi /pajak daerah;

surat setoran pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
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7. 8P2D

=18

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM vang diajukan

oleh PA/KPA agar pengeluaran vang digjukan tidak melampaui

pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen SPM, Kuasa

BUD melakukan:

1} Penerbitan SP2D, apabila SPM vang diajukan memenuhi
prrsyaratan; atau

2] Menolak penerbitan SP2D apabila SPM yang disjukan tidak
memenuhi persyaratan,

Penerbitan SP2D paling lama 2 [dua) hari kerja terhitung sejak

diterimanva pengajuan SPM,

Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1(satu) hari kerja

terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Setelah SPZD terbit, Kuasa BUD menyerahkan SP2D ke bank vang

ditunjuk kemudian bank akan mentransfer atau

memindahbukukan ke rekening atas nama penerima dan besaran

dana sesuai dengan vang tertera dalam SP2D.

8. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

B

Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembanru

menyampaikan laporan peértanggungjawaban kepada PA/KPA pada

setiap bulan.

Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang, dokumen

laporan pertanggungjawabkan vang disampaikan meliputi:

1} Buku Kas Umum dan register penutupan kas;

2) ringkasan  pengeluaran disertai  dengan bukti-bulkti
pengeluaran yang sah dan lengkap atas setiap pengeluaran.

3) Bukti atas penvetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak
Penghasilan (PPh).

Dalam melakukan wverifikasi atas laporan pertanggungjawaban

vang disampaikan, PPK-SKPD/Pejabat Penalausahaan Keuangan

[PPK} pembantu wajib:

1) meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban
dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran vang dilampirkan;



2]

3)

4]

3]

)

PR 1

menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian
objek vang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
meneliti kebenaran pembebanan belanja  belanja  sesuaj
kegiatan dan rekening belanja dalam DPA-SKPD;

menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak
Penghasilan [PPh) atas beban pengeluaran per rincian objek;
dan

menguji kebenaran realisasi belanja sesuai dengan SPM dan
SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas
pengelolaan uang vang menjadi langgung jawabnva dengan
menyampatkan laporan pertanggungiawaban pengeluaran
setiap bulan paling lambat tanggel 10 bulan berikutnya.

9. TANDA BUKTI PERJANJIAN SEBAGAL KELENGKAPAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pertangpungjawaban belanja, scbhagal berikut:
a. belanja tdak langsung

1

4

tambahan penghasilan bersadarkan pertimbangan objektif

lainnyva:

a) AZ/kuitansi dinas;

bl rekapitulasi;

c] daftar tanda terima:

d} keputusan walikota tentang pemberian  tambahan
penghasilan bersadarkan pertimbangan objektif lainnva;

e} bulkti setor pajak penghasilan (PPh Pasal 21) /Surat Setoran
Pajak (S8F),

TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD:

a} kuitansi A2 yvang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

b) rekapitulasi per golongan dengan jumiah pajaknya:

c] rekapitulasi jumlah guru;

d] rekapitulasi penyaluran ke kas daerah;

e] rekapitulas sisa dana;

fj daftar pemotongan pajak penghasilan (PPh Pasal 21};

gl rekapitulasi jumlah guru yang berhak namun belum

menerima tunjangan profesi gura;
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h) bukt setor pajak penghasilan (PPh Pasal 2 1}/Surat Setoran

Pajak (SSP)
3) BPO Pimpinan

a) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD:

b) perintah pengeluaran/disposisi Ketua dan Wakil Ketua
DPRD;

c] pakta integritas masing-masing penerima BPO Pimpinan;

d) rincian penggunaan BPO Pimpinan;

€) proposal;

f) fotokopi kartu tanda penduduk:

g) kuitansi bermaterai.

4] Insentif pemungutan retribusi/pajak daerah

a) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

b) realisasi retribusi/pajak daerah;

¢] peraturan walikota tentang insentif pemungutan  pajak
daerah /retribusi daerah;

d) keputusan walikota tentang penerima besaran insentif
pemungutan pajak daerah/retribusi daerah:

€] rekapitulasi penerimaan insentif pPemunguian
retribusi/pajak daerah per bulan;

f)] tanda terima penerimaan insentif  pemungutan
retribusi/pajak daerah;

g) bukti setor pajak penghasilan (PPh Pasal 21)/Surat Setoran
Pajak [S8P}.

b. Belanja langsung
1] Belanja pegawai
a)] Honorarium  panitia/tim  pelaksana  kegiatan  dan
honorarium pengelola keuangan daerah

{1) Keputusan pembentukan/ penetapan panitia/tim,
penigelola keuangan, dan keputusan penectapan
besaran honorarium.

(2] Tanda terima dari masing-masing vang bersangkutan
dengan mencantumkan nama, kedudukan/jabatan,
jumlah kotor, potongan Pajak Penghasilan [PPh), jumlah
bersih, tands tangan.
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{3) Bukti setor pajak penghasilan (PPh Pasal 21)/Surat
Setoran Pajak (S8P).

b) Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

(1} Tanda terima dari masing-masing vang bersangkutan
sesuai dengan keputusan tentang penunjukan yang
mencantumkan nama, kedudukan, jumlah kegiatan,
jumlah kotor, potongan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah
bersih, tanda tangan.

(2] Bukt setor pajak penghasilan (PPh Pasal 21) / Surat
Setoran Pajak (35P).

¢)] Heonorarium pegawai honorer/tidak tetap

Daftar hadir bulan sebelumntya, tanda terima honor dari

masing-masing yvang bersangkutan sesual dengan jenjang

pendidikan, fotokopi Keputusan Walikota sebagai pegawai
honorer/tidak  tetap vang dilampirkan pada surat
pertanggungiawaban awal tahun anggaran.

d) Lembur pegawai negeri sipil dan nonpegawal negeri sipil

(1) Surat perintah lembur memuat nama pecgawai yYang
diperintah, hari dan tangsal pelaksanaan lembur dan
jenis pekerjaan yang harus dilembur,

{2) Daftar hadir lembur dengan mencantumkan jam
lembur.

(3} Tanda terima daftar perhitungan uang lembur dan uang
makan dengan mencantumkan besaran uang lembur
dan jumlah uang makan, jumlah kotor, potongan Pajak
Penghasilan (PPh), jumlah bersih serta tanda tangan
vang bersanghkutan.

(4) Bukti setor pajak penghasilan (PPh Pasal 21),

2) Belanja barang dan jasa
a) Belanja jasa kantor

(1) Belanja telpon, air, listrik:

Kuitansi dinas/A2, rekening dar masing-masing
belanja.

(2) Untuk pembayaran kepada pihak ketiga: A2, kuitansi,
permohonan pembayaran dari rekanan,
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(4]

(]

(7]

()

(9

By

Belanja jasa pengaman (piket kantor) /penjaga malam:
kuitansi dinas/A2, surat perintah yang ditandatangani
PA/KPA, daftar hadir, jadwal, tanda terima uang, dan
bukt sctor pajak.
Belanja jasa pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah
tangea: kKuitansi dinas/A2, kuitansi pembayaran, nota
yvang dilengkapi dengan  jenis  kerusakannvya,
permohonan  pekerjaan yang akan dipclihara dari
pemakai alat-alat kantor yvang digunakan, bukt setor
pajak.

Belanja transportasi dan akomodasi: kuitansi dinas/A2,

bukti pembayaran pengegunaan kendaraan umum serta

bukti penginapan, surat tugas, daftar hadir.

Pengganti uang transpor/uang saku: kuitansi dinas/

AZ, tanda terima, daftar hadir,

Belanja jasa pemasangan iklan dan radio spot: kuitansi

dinas/A2, bukti pembayaran, contoh surat kabar/iklan

dari berita tersebut, bukti setor pajak.

Belanja jasa tenaga ahli/instruktur /narasumber

{a) surat permeohonan menjadi instruktur/ narasumber;

(b] jawaban kesediaan untuk menjadi narasumber;

(c) daftar hadir yvang dilengkapi dengan materi yvang
akan disampaikan;,

(d} tanda terima dari masing-masing yang bersangkutan
dengan mencantumkan nama, jumlah lkotor,
potongan Pejak Penghasilan (PPh), jumlah bersih,
tanda tangan.

Belanja perawatan kendaraan bermotor

(a) Belanja jasa service
Kuitansi dinas/A2, nota danjataun kuitansi
pembayaran dengan menyebutkan jenis kerusakan
dan momor polisi kendaraan yang bersangkutan,

bukti setor pajak.
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(b} Belanja penggantian suku cadang
Kuitansi dinas/A2, nota, dan/atau kuitansi
pembayaran dengan menyebutkan jenis/macam
suku cadang yang diperlukan dan nomor polisi
kendaraan vang bersangkutan, bukti setor pajak
apabila terdapat setoran pajak.

lc} Belanmja bahan bakar minyvak/gas dan pelumas
Kuitansi dinas/A2, nota, dan/atau kuitansi
pembayaran dan nota Bahan Bakar Minyak (BBM)
dengan identitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU).

Untuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang
digunakan untuk perjalanan dinas agar dilengkapi
SPPD.

(d) Belanja pengujian kendaraan bermotor
Kuitansi dinas/A2, nota, dan/atay kuitansi
pembayaran.

(] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
Kuitansi dinas/A2, nota dan/ atau Kuitansi
pembayaran  sesuai dengan  ketentuan, [otokom
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) vang
diperpanjang.

{fy Belanja perawatan kendaraan bermotor untuk
dilengkapi surat permochonan dari pemakai
kendaraan bermotor kepada pengampu kegiatan
pemeliharaan kendaraan bermotor.

(10) Belanja sewa rumah/gedung/gudang/ parkir

(a) Belanja sewa rumah /kantor/tempat
Kuitansi dinas /A2, kuitansi pembayvaran, bukt setor
pajak.

(b} Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
Kuitansi dinas/AZ2, kuitansi pembayvaran, bukti setor
pajak.

(11} Belanja makanan dan minuman

[a) Belanja makanan dan minuman harian pegawai’

Kuitansi dinas/A2, nota, dan/atau kuitansi

pembayaran
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(b} Belanja makanan dan minuman rapat
Kuitansi dinas/A2, undangan rapat, nota, dan/atau
kuitansi pembavaran, daftar hadir rapat, bukno setor
pajak.

(c) Belanja makanan dan muinuman tamu
Kuitansi dinas/A2, notsa, dan/atau kuitans|
pembayaran, bukti setor pajak.

(d) belanja makanan dan minuman petugas piket
Kuitangi dinas/AZ, nota, dan/ateu  Kuitansi
pembayaran, daftar hadir piket, surat perintah/
jadwal piket, bukt setor pajak.

(12] Belanja perjalanan dinas

{aj Mekanisme belanja perjalanan dinas mempedomani
Peraturan Walikota tentang standar biava.

(b] Dalam hal tambahan vang persediaan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Walikota tentang standar
biaya hanyva diperuntukkan untuk perjalanan dinas
yang dilabkukan dalam ranghka:

- pelaksanaan tugas dan fungs: vang melekat pada
jabatan;

- mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;

-  menempuh ujian dinas/ujian jabatan,

{c] Dalam hal pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan
pihak lain melasksanakan tgas pendampingan
bukan pelavanan pimpinan, maka penggunasn
fasilitas penginapan dan [asilitas transporiasi
menyesuaikan pejabat yang didampingl.

(d) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara
bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan
rapat, seminar dan sejenisnyva seluruh pelaksanan
Surat Perintah Perjalanan Dinas [SPPD) dapat
menggunakan transportasi yang sama.

(e} Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan
perjalanan  dinas, blaya pembatalan dapat
dibebankan pads DPA-SKPD.
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(i Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka
pembebanan  biaya  pembatalan  pelaksanaan
perjalanan dinas meliputi:

-  surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan
dinas dari atasan pelaksana SPD atau paling
rendah pejabat eselon I bagi pelaksana SPD di
bawah pejabat eselon 11l ke bawah yang dibuat
sesual dengan format terlampr

- pernyataan/tanda buku besaran pengembalian
biaya transpor/dan atau biaya penginapan darn
perusahesan  jasa transportas dan/atau
penginapan yvang disahkan oleh PA/KPA.

(13} Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-
SKPD sebagai berikut:

{a) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya
penginapan; atau

(b) sebagian atau seluruh bayva tket transportasi atau
biaya penginapan yang tidale dapat
dikembalikan [ refund.

(14) Pertanggungiawaban  biaya perjalanan dinas/
kelengkapan dokumen pengajuan penerbitan SP2D
untuk biaya perjalanan dinas meliputi:

{a} kuitansi dinas A2,

{b) surat tugas perjalanan dinas vang sah dari atasan;

(c] surat perintah perjalanan  dinas  yang di
tandatangani oleh pejabat vang menjadi tempat
tujuan perjalanan dinas dibubuhl tanda tangan,
nama terang dan stempel;

(d) tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi,
dan bukti pembayaran transportasi lainnya;

() bukti pembayaran yang sah untuk sewa Kendaraan
dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran
vang dikeluarkan oleh jasa penyewaan kendaraan

sesual dengan ketentuan;
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(f) bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan
lainnya atau apabila pemesanan melalui online,
bukti receipt dari biro perjalanan online;

(g} dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau
penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban
biaya pergalanan dinas dapat menggunakan daftar
pengeluaran riil, YVang dapat
dipertanggungjawablkan;

{h) tanda terima uang perjalanan.

(15) untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja
dan studi banding dilakukan secara selektif.

(16) Untuk kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan
dinas dilengkapi dengan laporan hasil perjalanan dinas
dimaksud.

{17) Bendahara Pengeluaran dapat memberilkan
pembayaran perjalanan dinas kepada pelaksana SPD
melalui uang panjar dengan menggunakan uang yang
ada di kas tunal maupun uang yvang ada di rekening
bank Bendahara Pengeluaran sebesar nilai belanja
bruto.

(18} Pada waktu memberikan uang panjar Bendahara
Pengeluaran mencatat pemberian uang panjar yang
diberikan pada:

- Buku Kas Umum pada kolom pengeluaran;

- buku pembantu  kas tunai  pada kolom
pengeluaran.

(19) Buku pembantu panjar pada kolom pengelaaran.

(20) Pembukuan pertanggungiawaban uang panjar adalah
sebagal berilourn:

- Pada waktu Bendahara Pengeluaran menenma
bukti pengeluaran Uang Panjar Bendahara
Pengeluaran mencatat pada:

» Buku Kas Umum pada kolom penerimaan.
=  buku pembantu panjar pada kolom

pEnermmaan,
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(23]
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- Bendahara Pengeluaran mencatat belama il
berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan
SPD dan dicarat pada:
= Buku Kas Umum pada kolom pengeluaran;
= buku pembantu rincian objek belanja.

Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil dan

pada belanja vang dilakukan pelaksana SPD,

Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan kepada

pelaksana SPD dan Bendahara Pengeluaran mencatat

pada buku kas/buku pembantu bank pada keolom
pengeluaran sebesar jumlah vang dibayarkan.

Uang pamgar vang diberikan oleh Bendahara

Pengeluaran wajib  dipertanggungjawabkan  oleh

pelaksana SPD setelah kembali dari perjalanan dinas,

apabila pada akhir bulan terdapat sisa kas di penerima
panjar, maka sisa kas perjalanan dinas tersebut harus
dikembalikan dan dicatat tetapi apabila penerima
panjar belum kembali dari perjalanan dinas dan belum
mempertanggungjawabkan biayva peralanan dinas,
maka dapat dicatar sesuai uang panjar yang belum
dipertanggungjawabkan pada akhir bulan dan
mengakibatkan selisth kas di Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) dan neraca, wajib dijelaskan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)] laporan

keuangan Perangkat Daerah.

Kelengkapan dokumen pertanggung  jawaban

pengadaan barang/jasa untuk pembayaran kepada

penvedia  barang/jasa, diatur ketentuan  sebagal
berikut:
- pembayaran pengadaan barang
* Pengadaan barang dengan nilai sampai dengan
Rp 100.000,00 [seratus ribu rupiah)
menggunakan nota/kuitansi atau  bukt
pembelian (delivery orden,

* Pengadaan barang dengan nila di atas Rp
1 00.000,00 seratus ribu rupiah) sampai
dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah):
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v nota/daftar kuantitas dan harga (dalam hal
kuitansi tidak dapat menampung seluruh
uraian pembayvaran);

v  Surat Setoran Pajak [E5P) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh}; dan

v kuitansi.

Pengadaan barang dengan nilai di atas Rp

5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan

Kp 10.000.000,00 (lima juta rupiah):

v nota/daftar kuantitas dan harga (dalam hal
kuitansi lidak dapat menampung seluruh
uraian pembayarany);

v Surat Sctoran Pajak (88P) Pajak
Pertambahan Nilai [PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh);
kuitansi;

SP;

v berita acara serah terima akhir pekerjaan;
dan

¥ surat tagihan pembayaran.

Pengadaan Barang dengan nilai di atas Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai

deéngan Rp 100.000.000,00 ([scratus juta
rupiah:

¥ kuiltansi dinas A2,

¥ kuitansi;

¥ [otokopi kontrak berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, berupa Surat Penintah
Kerja (S3PK);

v berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

v berita acara serah terima akhir pekerjaan;
bukt  setoran denda keterlambatan
pekenaan |apabila adaj;

¥ gurat tagithan pembayaran,
fotokopi referensi bank/rekening bank;
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
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surat tegihan pembayvaran; dan

Surat  Setoran  Pajak  [(S8P)  Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajsk
Penghasilan (PFh).

pengadaan barang dengan nilal di atas Rp

100.000,000,00 (seratus juta rapiah) sampai
dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiahj:

v kuitansi dinas AZ;

»  kuitansi;

¥ fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah
Kena (SPK);

v fowkopi Surat Pesanan (3P} berikut
adendumnya (jika ada);
berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
berita acara serah tenima akhir pekerjaan;

v bukt setoran denda keterlambatan
pekerjaan {apabila ada);

v surat tagihan pembayaran,

v fotokopi referensi bank /rekening bank;

v fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

o

Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN]) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh).

pengadaan barang dengan nilai di atas Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rumah):

'l
ol
v

kuitansi dinas AZ2;

kuitansi;

fotckopl kontrak tanpa lampiran (surat
perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak
(SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak
(SSKK];

fotokopi Surat Pesanan (SP) herilmat
adendumnya (jika ada);

berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
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berita acara serah terima kemajuan
pekerjaan [dalam hal pembavaran
dilaksanakan sebelum progres pekerjaan
mencapai 100%);

berita acara serah terima akhir peckerjaan
(dalam hal pembayaran dilaksanakan
sesudah progres pekerjaan mencapai 100%);
bukti setoran denda  keterlambatan
pekerjaan (apabila adal;

[otokom referensi bank/ rekening bank;
fotokopi Nomaor Pokek Wajib Pajak;

surat tagihan pembayvaran; dan

Surat  Setoran Pajak (S5P) Pajak
Pertambahan WNilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh).

dalam hal pengadaan barang terjadi pemutusan

kontrak:

¥ kuitansi dinas A2;

¥ kuitansi;

v [otokopt kontrak, berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, vang meliputi surat
perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak
(SSUK), dan Svarat-Syvarat Khusus Kontrak
[SSKK):

v fotokopi SP, berikut adendumnya (jika ada);

v berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

v berita acara serah terima akhir pekerjaan,

¥ bukt setoran denda keterlambatan
pekerjaan (apabila adal;
fotokopi referensi bank/ rekening banl:;
fotokopi Nomeor Pokok Wajib Pajak;

v Surat Setoran Pajak [(S5P Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan [PPh); dan

v surat tagihan pembayaran.



o

dalam hal pengadaan barang tidak terjadi

pemutusan kontrak, sedangkan penyelesaian

pekerjaan diperhitungkan akan melebihi batas

akhir tahun anggaran berjalan:

v

'l

o

i\.

v

kuitansi dinas AZ]

kuitansi;

fotokopi kontrak, berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat
perjanjian, Syarat-Syaral Umum Kontrak
(SSUK), dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak
(SSKEK),

fotokopi SP, berikut adendumnya (jika adaj;
berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
berita acara serah terima kemajuan
pekerjaan;

surat pernyataan kesanggupan
menyelesaikan pekerjaan;

bukti setoran denda  keterlambatan
pekerjaan;

fotokopi referensi bank/ rekening bank;
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

Surat  Setoran  Pajak  (S8P}  Pajak
Pertambahan Nilai (PPN] dan/atau Pajak
Penghasilan [PPh); dan

surat tagihan pembayaran.

~  pembayaran pengadaan pekerjaan kontruksi

pengadaan pekerjaan kontruksi dengan nilai

sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta

rupiah):

¥

v
v
W

kuitansi dinas Ad;

ku.itarls.i_;

daftar kuantitas dan harga; dan

Surat  Setoran Pajak  (S3P) Pajak
Pertambahan NMilai (PPN] dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh).
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pengadaan pekerjaan kontruksi dengan milai di
atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai
dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupizahj:

v
W
"
W
o

¥

kuitansi dinas AZ2;

kuitansi;

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK];

dafltar kuantitas dan harga;

Surat Setoran  Pajak  (SSP)  Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh); dan

surat tagihan pembayaran.

pengadaan pekerjaan kontruksi dengan nilai di
atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
sampai dengan Rp 100.000.000,00 {seratus juta
rupiah}:

v

v

W

kuitansi dinas AZ2;

kutansai;

fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah
Kerja [SPK);

berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
berita acara serah terima alchir pekerjaan;
bulctd Selnran denda  keterlambatan
pekerjaan (apabila ada);

fotokopl referensi bank/ rekening bank;

foto kemajuan pekerjaan;

surat tagihan pembayaran;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
Surat Setoran Pajak (35P) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh).

pengadaan pekerjaan kontruksi dengan nilai di
atas R p 100.000.000 ,00 (seratus juta rupiah)
sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah):

v

=

kuitansl dinas AZ2;

kuitanai:
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fotokopi kontrak berikut adendumnva (jika
ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah
Kena (SPK);

fotokopi 3urat Perintah Mulai Kerja [SPMEK)
berikut adendumnya (jika adal;

benta acara pencrimaan hasil pekerjaan;
berita acara serah terima akhir pekerjaan;
bulkti setoran denda keterlambatan
pekenaan {apabila ada);

fotokopi referensi bank/ rekening banlk;

foto kemejuan pekerjaan,

surat tagithan pembayaran;

totokopl Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
Surat Setoran Pajak 1S5P) Pajak
Pertambahan Nilai {PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh).

pengadaan pekerjaan kontruksi dengan nilai di
atas Rp 200.000.000,00 {(dua ratus juta rupiah):

v
v
¥

kuitansi dinas A2;

kuitansi;

fotokopi kontrak berikut adendumnyva (jika
ada) tanpa lampiran; vang meliputi surat
perjanjian, Syarat-Svarat Umum Kontrak
(3SUK), dan Svarat-Syvarat Khusus Kontrak
(SSKK];

fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMEK)
berikut adendumnya (jika adaj;

berita acara penerimaan hasil pekerjaan,
berita acara serah terima kemajuan
pckerjaan (dalam hal pembayaran
dilaksanakan sebelum progres pekerjaan
mencapai 100%);

berita acara serah terima pertama pekerjaan
{dalarn  hal pembayvaran dilaksanakan
sesudah progres pekerjaan mencapai 100%);
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fotokopi jaminan pemeliharaan (dalam hal
pembayaran sesudah progres pekerjaan
mencapal 100%:);

bukii  sctoran denda keterlambatan
pekerjaan (apabila ada);

fotokopi referensi bank [ rekening bank;

foto kemajuan pekerjaan

fotokopt Nomor Pokok Wajib Pajak;

Surat Setoran Pajak (S5F) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PFh); dan

surat tagihan pembayaran.

dalam hal pengadaan pekerjaan kontruks:

terjadi pemutusan kontrak:

"

W
¥

N K

L W N

kuitansi dinas AZ2:

kuitansi;

fotokopi kontrak, berikut adendumnva (jika
ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat
perjanjian, Svarat-3yvarat Umum Kontrak
[33UK], dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Syvarat-Syvarat Khusus Kontrak (SSKK);
fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMEK],
berikut adendumnya (jika ada);

berita acara pencrimaan hasil pekerjaan;
berita acara serah terima akhir pekerjaan;
bukti  sctoran  denda  keterlambatan
pekerjaan (apabila ada);

fotokopi referensi bank/ rekening bank;

foto kemajuan pekerjaan;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak,

Surat  Setoran Pajak [88P)  Pajak
Pertammbahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan {PPh}; dan

surat tagihan pembayaran.



38 -

dalam hal pengadaan pekerjaan kontruksi tidak

terjadi  pemutusan  kontrak, sedangkan

penyvelesalan  pekerjaan diperhitungkan akan
melebihi batas akhir tahun anggaran berjalan:

v kuitansi dinas A2;

«  lkuitansi;

v fotokopi kontrak, berikut adendumnya (jika
adal tanpa lampiran, yvang meliputi surat
perjanjian, Syarat-Svarat Umum Kontrak
(S3UK), dan Syarat-Syvarat Khusus Kontrak
(SSKEK];

v fotokopi Surat Perintah Mula: Kerja (SPMK),
berikut adendumnya (jika ada);
berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
berita acara serah terima  kemajuan
pekerjaan;

v surat pernyataan kesanggupan

menyelesaikan pekerjaan;

fotokopi jaminan pemeliharaan;

bukti setoran denda keterlambatan

pekerjaan;

fotoxopi referensi bank/rekening bank;

fotn kemajuan pekerjaan;

fotokopi Nomeor Pokok Wajib Pajak;

Surat  Setoran Pajak [SSP) Pejak

Pertambahan Nilai [PPN) dan/atau Pajak

Penghasilan (PPh); dan

¥ surat tagihan pembavaran.

LT S T

— Pembayaran pengadaan jasa lainnya

pengadaan jasa lainnya dengan nilal sampai
dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
menggunakan kuitansi atau bukt pembelian
(delivery orden.

pengadaan jasa lainnva dengan nilai di atas Rp
100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai
dengan REp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



v
v
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nota/daftar kuantitas dan harga (dalam hal
kuitansi tidak dapat menampung seluruh
uralan pembayaran);

Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN] dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh);

surat tagihan pembayaran; dan

kuitansi.

pengadaan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp

5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan
Rp 10.000.000,00 {gepuluh juta rupiah):

v

¥

nota/daftar kuantitas dan harga [dalam hal
kuitansi tidak dapat menampung seluruh
uraian pembayaran);

Surat  Setoran Pajak ([SSP} Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan {PPh);

kuitansi;

Surat Perintah Mulai Kega (SPME);

berita acara serah terima akhir pekerjaan;
dan

surat tagihan pembayaran.

Pengadaan jasa lainnya dengan nila: di atas Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai
dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta

rupah):

¥ kuitansi dinas A2

¥ kuitansi

v fotokopl kontrak berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah
Kerja (SPK);

¥"  berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
berita acara serah terima akhir pekerjaan;
bukti setoran denda  keterlambatan
pekerjaan [apabila ada);

v

fotokopi referens: bank/ rekening bank:
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
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Surat  Setoran Pajak (S8SP) Pajak
Pertambahan Nilal (PPN] dan/atau Pajak
Penghasilan (FPh).

pengadaan jasa lainnyva dengan nilai di atas Rp
100.000.000,00 (seratus juta Tupiah) sampal
dengan Rp 200.000.000,00 {dua ratus juta
rupiah):

v
v

v

L S S

leuitanel dinas AZ2;

kuitansi;

fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah
Kerja (BPE);

fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMEK)
berikut adendumnya (jika ada);

berita acara penerimaan hasil pckerjaan;
berita acara serah terima akhir pekerjaan;
bukti setoran denda | keterlambatan
pekerjaan (apabila ada);

surat tagihan pembayaran,

fotokopi referensi bank/rekening bank;
fotakopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
Surat  Setoran  Pajak  (38P) Pajek
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh).

pengadaan jasa lainnya dengan nilal di atas Rp
200.000.000,00 [dua ratus juta rupiah):

W

s

o

kuitansi dinas AZ2;

kuitansi;

fotokopi kontrak berikut adendumnya (iika
ada] tanpa lampiran, vang meliputi surat
perjanjian, Syarat-Syarat Umum  Kontrak
(SSUK) dan Svarat-Syvarat Khusus Kontrak
(SSKK);

fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMEK)
berikut adendumnya (jika ada);

berita acara penerimaan hasil pekerjaan;



v

- 36 -

berita acara serah terima kemajuan
pekerjaan [dalam hal pembayaran
dilaksanakan sebelum progres pekerjaan
mencapal 100%];

berite gcara serah terima akhir pekerjaan
(dalam hal pembayaran dilaksanakan
sesudah progres pekerjaan mencapai 100%);
bukti setoran denda  keterlambatan
pekerjaan (apabila ada);

fotokopi referensi bank/rekening bank:
forokopl Nomeor Pokok Wajib Pajak;

Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh); dan

surat tagihan pembayaran.

dalam hal pengadaan jasa lainnya terjadi

pemutusan kontrak:

¥
¥
v

kuitansi dinas A2;

kuitans;

fotokopi kontrak, berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, vang meliputi surat
perjanjian, Syarat-Syarat Umum Koentrak
(SSUK]), dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak
(SSKK];

fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja {SPMK),
berikut adendumnya (jika adal;

berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
berita acara serah terima akhir pekerjaan;
buki  setoran denda  keterlambatan
pekerjaan (apabila ada);

fotokopi referensi bank/rekening bank;
fotckopi Nomor Pokok Wajib Pajak:

Surat Sctoran Pajak  [8SP) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh); dan

surat tagihan pembayaran.
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dalam hal pengadaan jasa lainnya tidak terjadi

pemutusan kontrak, sedangkan penyelesaian

pekerjaan diperhitungkan akan melebihi batas

alkchir tahun anggaran berjalan:

v

v

v

¥

kuitans: dinas A2,

kuitansi;

fotokopi kentrak, berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat
perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak
[SSUK), dan Syvarat-Svarat Khusus Kontrak
[SSKK);

fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (3PME),
berikut adendumnya (jika aday);

berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
berita acara serah terima kemajuan
pekerjaan;

surat permyatasan kesanpEgupan
menyelesaikan pekerjaan;

bukti  setoran  denda  keterlambatan
pekerjaan;

fotokopi referensi bank [ rekening bank:
forokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

Surat Setoran Pajak [B3P) Pajak
Pertambahan Nilan (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan [PPh); dan

syurat tagihan pembayvaran.

- pembayaran pengadaan jasa konsultansi

nonkonstruksi bangunan

pengadaan jasa konsultansi dengan nilai

sampal dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta

rupiah):

v
W

"

kuitansi dinas A2;

kuitansi;

nota/dafltar kuantitas dan harga [(dalam hal
kuitansi tidak dapat menampung seluruh

uraian pembayaran); dan
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Surat Setoran Pajak (SEP) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh}.

pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas

Rp 1.000.000,00 (sama juta rupiah} sampai
dengan Rp 5.000.000,00 (ima juta rupmah):

v
v

v

kuitansi dinas A2;

kuitansi;

nota/daftar kuantitas dan harga ([dalam hal
kuitansi tidak dapat menampung seluruh
uraian pembavarani;

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

berita acara serah terima akhir pekerjaan;
dan

Surat Sctoran Pajak (BEP) Pajak
Pertambahan Nilai {PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh).

pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas

Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai
dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):

¥

W

W

kuitansi dinas AZ;

kuitansi;

fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah
Kerja (3PK];

berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
berita acara serah terima akhir pekerjaan;
bukti setoran  denda keterlambatan
pekerjaan {apabila ada);

fotokopi referensi bank/rekening bank;
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajalk;

Surat  Setoran  Pajak  (SSP|  Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan [PPh); dan

surat tagihan pembayaran,
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pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai
dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta

rupiah):

¥ kuitans: dinas A2

¥ kuitansi

v fotokopi kontrak berikut adendumnya [jika
ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah
Kerja (SPK);

v fotokopt Surat Perintah Mula: Kerja (SPMK)
berikut adendumnya (iika ada);

*  beriia scara penerimaan hasil pekerjaan;

¥ berita acara serah terima akhir pekeriaan;

¢ bukt setoran denda keterlambatan
pekerjaan {apabila ada);

v {otokopi referensi bank/rekening bank;

v fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

v Burat Sctoran Pajak  (SSP) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN} dan/fatau Pajak
Penghasilan (PPh);dan

v

surat tagihan pembayaran.

pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas
Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah);

v

v

e

1\.

kuitansi dinas AZ2;

kuitansi;

fotokopi Kontrak berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah
Kerja (SPK);

fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMEK)
berikut adendumnya (jika adaj;

berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
berita acara serah terima akhir pekenjaan;
bukti setoran  denda lketerlambatan
pekerjaan {apabila ada);

fotokopi referensi bank/ rekening bank;
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fotokopt Nomor Pokok Wajib Pajak

Surat Setoran Pajak (B3P Pajak
Pertambahan Nilai (PPN] dan/atau Pajak
Penghasilan (PFPh); dan

surat tegihan pembayaran.

» pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas

Rp 50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah):

»
V'

v

o

kuitansi Dinas AZ;

kuitansi;

fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat
perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak
(SSUK) dan Svarat-Svarat Khusus Kontrak
(SSKK];

fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMEK)
herikut adendumnya (jika ada);

berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
berita a@cara serah  terima kemajuan
pekerjaan idalam hal pembayaran
dilaksanakan secbelum progres pekerjaan
mencapai 100%]);

berita acara serah terimaakhir pekerjaan
{dalam hal pembayaran dilaksanakan
sesudah progres pekerjaan mencapal 100%);
bukti sectoran  denda  keterlambatan
pekerjaan (apabila ada);

fotokopi referensi bank/ rekening bank;
fotokapi Nomor Pokok Wajib Pajak;

Qurat  Setoran  Pajak  [SBP)  Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh); dan

gurat tagihan pembayaran.

- pembayaran pengadaan jasa konsuitansi unfuk

pekerjaan kunstruksi bangunan

pengadaan jasa konsultansi perencanaan
weknis dengan nilai sampai dengan Rp
1.000.000,00 {satu juta rupiah):



i G

¥  kuitansi dinas AZ2;

¥ kuitansi;

¥ nota/dafltar kuantitas dan harga (dalam
hal kuitansi tidak dapat menampung
seluruh uraian pembayaran);

v Surat Setoran Pajak (58P} FPajak
Pertambahan Nilai (PPN} dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh).

pengadaan jasa konsultansi perencanaan

teknis dengan nilai di atas Rp 1.000.000,00

(satu juta rupiah) sampai dengan Ep

5.000.000.00 (lima juta rupiah):

¥ kuitansi dinas AZ;

v kuitansi;

¥ nota/daftar kuantitas dan harga [dalam
hel kuitansi tidak dapat menampung
geluruh uraian pembayaranj;

¥ Siyrat Perintah Mulal Kerja (SPMEK);

v berita @cara serah terima  akhir
pekerjaan; dan

v Surat Setoran Pajak (88P) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh).

pengadaan jasa komsultansi perencanaan

reknis dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00

{ima juta rupiah) sampai dengan Rp

10.000.000,00 (sepulub juta rupiah):

v kuitansi dinas AZ;

v kuitansi,

v fotokopi kontrak berikut adendumnya
fjilka ada) tanpa lampiran, berupa Surat
Perintah Kerja (SPK];

v herita acara penerimaan hasil pekerjaan;

v berita acara serah terima  akhir
pekerjaan;

v bukti setoran denda keterlambatan

pekerjaan [apabila adal;
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v fotokopi referensi bank/ rekening bank;

v fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

¢ Surat Setoran Pajak [SSP) Pajak
Pertarmbahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh}; dan

v surat tagihan pembayaran.

pengadaan jasa konsultansi perencansan

telknis  dengan  nilai  di  atas  Ep

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai
dengan Rp 25.000.000,00 {dua puluh hima
juta rupiah):

v kuitansi dinas A2;

v kuitansi;

v fotokopi kontrak berikut adendumnya
[jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat
Perintah Kerja (SPK);

v fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) berikut adendumnya (jika ada);

¥ berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

v berita acara serah terima akhir
pekerjaan;

v bukti setoran denda keterlambatan
pekerjaan (apabila adal;

v surat pernvataan konsultan tentang
kesanggupan melakukan pengawasan
berkala dan menyampaikan laporan
akhir pekerjaan (dalam hal rencana
realisasi pembangunan fisik dilakukan
pada tahun anggaran berikutnyal;

¥ fotokopi referensi bank/ rekening banlg

¥ [otokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

¥ Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh); dan

v sural tagihan pembayaran.
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pengadaan jasa konsultansi perencanaan

teknis dengan nilai di atas Rp

25 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)]

sampai dengan Ep 50.000.000,00 (hma

puluh juta rupiah)-

v kuitansi dinas AZ2;

¥ kuitansi;

v fotokopi kontrak berikut adendumnya
(jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat
Perintah Kerja [SPR);

v fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja
(SPME) berikut adendumnya (jika ada);

v berita acara penierimaan hasil pekerjaan;

¥ berita acara serah terima pertama
pekerjaan  [dalam  hal pembayaran
dilaksanakan sesudah konsulitan
menyerahkan rancangan gambar teknis,
spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran
Belanja/ engineering estimate),

v herita acara serah terima  akhir
pekerjaan  (dalam hal pembayaran
dilaksanakan scsudah konsultan
menvelesaikan kewajiban pengawasan
berkala atas pclaksanaan pekerjaan fisik
di lapangan).

¢ bukti setoran denda keterlambatan
pekerjaan (apabila ada);

v =surat pernyvataen konsultan  tentang
kesanggupan melakukan Ppengawasan
berkala dan menyampaikan laporan
akhir pekerjaan (dalam hal rencana
realisasi pembangunan fisik dilakukan
pada tahun anggaran berikutnyal;
fotokopi referensi bank /rekening bank;

v fotokopl Nomor Pokok Wajib Pajak;
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Surat Setoran Pajak [SSP) Pajak
Pertambahan Nilai {(PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh); dan

surat tagihan pembayvaran.

pembeyvaran pengadaan jasa konsultansi

perencanaan teknis dengan nilal di atas Rp
50.000,000,00 (lima puluh juta rupiahj:

¥
¥
v

kuitansi dinas AZ;

kuitansi;

fotokopi kontrak berikut adendumnya
{jitka ada) tanpa lampiran, yang meliputi
surat perjanjian, Syvarat-Svarat Umum
Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat
Khusus Kontrak (SSKR),

fotokopi Surat Perintah Mulai Keria
(SPMEK]} berilnat adendumnya (jika ada);
berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
berita acara serah terima kemajuan
pekerjaan  (dalam  hal pembayaran
dilaksanakan sebelum konsultan
menverahkan gambar teknis, spesifikasi
teknis dan Rencana Anggaran
Belanja/engineering estimate),

berita acara serah terima pertama
pekerjaan  (dalam  hal pembayaran
dilaksanakan sesudah konsultan
menyerahkan gambar teknis, spesifikasi
teknis dan Rencana Anggaran
Belanja/engineering estimate};

berita acara secrsh terima  akhir
pekerjaan  (dalam  hal  pembayaran
dilaksanakan sesudah konsultan
menyelesaikan kewajiban pengawasan
berkala atas pelaksanaan pekerjaan fisik
dilapangan);

bukti setoran denda keterlambatan

pekeriaan (apabila ada);



¥ surat pernvataan konsultan tentang
kesanggupan melakukan pengawasan
berkala dan menvampaikan laporan
akhir pekerjaan (dalam hal rencana
realisasi pembangunan fisik dilakukan
pada tahun anggaran berikutnyal;
fotokopi referenst bank/rekening bank;

v forokopi Nomor Pokok Waiib Pajak;

v Burat Setoran Pajsk [S8P) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh); dan

¥ surat tagihan pembayaran.

- pembayaran pengadaan jasa konsultansi

pengawasan teknis,

pengadaan jasa konsullansi pengawasan teknis
dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000,00
[satu juta rupiah):

o
W

W

kuitansi dinas A2,

kuitansi,

nota/daftar kuantitas dan harga (dalam hal
kuitansi tidak dapat menampung seluruh
uralan pembayaran); dan

Surat Setoran  Pajak (55P) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN] dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh).

pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis

dengan nilai di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta

rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima

juta rupiah}:

¥

W'

W

kuitansi dinas A2:

kuitansi;

nota,/daftar kuantitas dan harga (dalam hal
kuitansi tidak dapat menampung scluruh
uraian pembayaran];

Syrat Perintah Mulai Kerja (SPME);

berita acara serah terima akhir pekerjaan;

dan



o

v Surat Setoran Pajak  [SSP Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) danjatau Pajak
Penghasilan {PPh}.

pengadaan jasa konsultans) pengawasan teknis

dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta

rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah}:

v kuitansi dinas AZ;

v rekaman kontrak berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah
Kerja [SPK];
berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

¥ berita acara serah terima akhir pekerjaan;
bukti  setoran denda keterlambatan
pekerjaan (apabila adal;

v rekaman referensi bank/rekening bank;
rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;

¥ SBurat Setoran Pajak  (S8P) Pajak
Pertambahan Nilai [PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan [PPh);

v Lkuitansi; dan

¥ surat tagihan pembayaran.

pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis

dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,00

(dua putuh lima juta rupiah):

v kuitansi dinas A2;

v rekaman kontrak berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah
Kerja (SPK);

¥ rekaman Surat Perintah Mulai Kerja (SPMEK)
berikut adendumnyva [(jika ada);

v berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

¥ ‘berita acara serah terima akhir pekerjaan;

¢ bukh setoTarn denda  keterlambatan
pekerjaan (apabila ada);

¢ rekaman referensi bank/rekening bank;



¥
v

o

rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;

Qural  Setoran Pajak  (SSP) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh);

kuitansi; dan

surat tagihan pembayaran,

pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis
dengan nilai di atas Rp 25.000.000,00 [dua

puluh lima juta rupish) sampai dengan Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

'
W

o
¥

kuitansi dinas AZ;

rekaman kontrak berikut adendumnya (jika
ada) tanpa lampiran, berupa Surat Penntah
Kerja (SPK];

rekaman Surat Perintah Mulai Kerja (SPME]
berikut adendumnya {jika adal;

berita acara penerimaan hasil pekerjaarn;
herita a@acara serah terima kemajuan
pekerjaan dalam hal pembayaran
dilaksanakan sebelum konsultan
menyvampaikan laporan akhir pengawasanj,
berita acara serah terima akhir pekerjaan
jdalam hal pembayaran dilaksanakan
sesudah  konsultan menyerahkan laporan
akhir pengawasan);

bukti  setoran denda  keteriambatan
pekerjaan (apabila ada);

rekaman referensi bank/ rekening banik;
rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak:

Surat  Setoran Pajak  (SSP) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan [PFPh);

kuitansi; dan

siirat tagihan pembayaran.

pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis
dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah):



¥
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kuitansi dinas A2;

rekaman kontrak berikut adendumnya (ika
ada) tanpa lampiran, yang meliputt surat
perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak
(3SUK) dan Swarat-Syarat Khusus Kontrak
[SSKK]);

rekaman Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK]
berikut adendumnya (jika adal);

berita acara penerimaan hasil pekerjaan,
berita acara serah tlerima kemajuan
pekerjaan {dalam hal pembayaran
dilaksanakan sebelum konsultan
menvampaikan laporan akkr pengawasany,
bukti setoran denda  keterlambatan
pekeriaan (apabila ada);

berita acara serah terima akhir pekerjaan
(dalam hal pembayaran dilaksanakan
sesudah konsultan menyerahkan laporan
alkhir pengawasan);

rekaman referensi bank/ rekening bank;
rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;

Surat Setoran Pajak (SBP) Pajak
Pertambahan Nilai [PPN) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh);

kuitans:; dan

surat tagihan pembayaran,

pembavaran  pengadaan barang/jasa  secara

swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana
swakelala:

kuitansi dinas AZ2;

fotokopi nota kesepahaman;

fotokopi kontrak berlout adendumnya (jika

ada), berupa surat perjanjian  kerjasama

pelaksanaan swakelola;

berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
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berita acara serah terima kemajuan pekerjaan
(dalam hal pembavaran dilaksanakan sebelum
progres pekerjaan mencapai 100%):

berita acara serah terima akhir pekerjaan
(dalam hal pembayaran dilaksanakan sesudah
progres pekerjaan mencapai 100%);

fotokopi referensi bank/ rekening bank;

kuitansi;

rekaman Nomor Pokok Wajib Pajalk;

Surat Setoran Pajak [SSP} Pajak Pertambahan
Nilai (FPN] dan/atau Pajak Penghasilan (PFh);
dan

surat permohonan pembayaran.

pembayaran  pengadaan barang/jasa  secara

swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana

swakelola.

pembayaran swakelola tahap pertama sebesar

40% (empat puluh persen) dari total nilai

kontrak:

v Lkuitans: dinas AZ;

v fotokopi surat keputusan  penetapan
kelompok masvarakat pelaksana swakelola;

v fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika
ada), berupa surat petjanjian kerjasama
pelaksanaan swakelola;

v surat pernyataan kesiapan kelompok
masyvarakat pelaksana swakelola untuk
melaksanakan pekerjaan swakelola;

v fotokopi referensi bank/rekening bank;

+ gurat permohonan pembayaran; dan

v loaitansl.

pembayaran swakelola tahap ketiga sebesar

30% (tlga puluh persen) dari total nilai kontrak :

v kuitansi dinas A2;
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laporan kemajuan pekerjaan dari kelompok
masvarakat pelaksana swakelola (dengan
persentase  sekurang-kurangnya — sama
dengan persentase pembayaran swakelola
tahap pertamay;

berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
berita acara serah terima kemajuan
pekerjaan;

fotokopi referensi bank/ rekening bank;
surat permohonan pembayaran; dan
lkuitansi.

pembavaran swakelola tahap kedua sebesar
30% (tiga puluh persen} dari total nilal kontrak:

¥

W

kuitansi dinas A2;

laporan kemajuan pekerjaan dari kelompok
masyarakat pelaksana swakelola (dengan
persentase paling kurang sama dengan total
persentase pcmbayaran swakelola tahap
pertama dan tahap keduayl;

berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
berita acara serah terima kemajuan
pekerjaan;

fotokopi referensi bank/ rekening bank;
surat permohonan pembayaran; dan

kuttansi.

pembavaran uang muka kerja dalam pengadaan

barang jasa

W

kuitansi dinas AZ2;

¥ fotokopi kentrak, yang meliputi surat

perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak
(8SUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak
[BBKK);

fotokopi Surat Perintah Mulal kerja (SPMK]);
surat permohonan pengajuan uang muka
kerja berikut perincian penggunaan Uang
muka kena;
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¥ surat persetujuan pemberian uang muka
kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen;

berita acara pembayaran uang muka kerja;
fotokopi jaminan uang muka kerja;

fotokopi Referensi Bank/Rekening Bank;
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

Surat Setoran  Pajak  (S3F) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penghasilan (FPh);

surat tagihan pembayaran; dan

v kuitansi.

O O SR T

Dalam hal SPP dinvatakan tidak lengkap dan tidak sah PA/KPA
menalak untuk menerhitkan SPM. Penérbitan SPM paling lama 2 (dua)

hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP yang lengkap dan

sah.

UANG PANJAR

H.

PPTE dalam melaksanakan kegiatan dapat mengajukan
permehonan uang muka (panjar) kegiatan kepada PA/KPA.

Serelah PA/KPA menyetujui maka diteruskan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Uang panjar yang diberikan kepada PPTK, cleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu  dibukukan di
BEU.

. Bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang panar

disampaikan kepada bendahara paling lambat 2 [dua) minggu atau
10 (sepuluh) hari kerja.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencatat bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan Uang
panjar yang sudah memenuhi syarat dan sah ke dalam BkU.

11. PENEREITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
a. Penerhitan gp2D oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah diterbitkan bilamana SPM yang diajukan oleh
PA/KPA sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
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 Penerbitan £P2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak

diterimanya pengajuan SPM yang lengkap, benar, dan sah.

Kuasa BUD menyerahkan SP2D untuk uang persediaan/ganti

uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada PA/KPA

untuk dicairkan olch Bendahara Pengeluaran pada bank.

SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran Langsung

(LS) diserahkan kepada pihak ketiga untuk dicairkan pada bank.

Dokumen SPM beserta lampirannya diajukan kepada PPED selaku

BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dibuat masing-masing

rangkap 2 [dua).

SP2D Hijau + untuk uang persediaan (UP).

SP2D Biru - untuk belanja tidak langsung (belanja gaji
dan tunjangan, tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya,
BPO, TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD,
uang duka, inseniif pemungutan
retribusi/ pajak daerah).

SP2D Kuning - untuk belanja langsung nonmodal (kegiatan
Jganti uang persediaan/tambahan uang
persediaan /langsung (LS].

SP2D Merah - untuk belanja langsung moedal/langsung
(LS}
SP2D Puth . untuk belanja bunga, subsidi, hibah,

hantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
keuargan, tak terduga, dan pembiayaan.

Dokumen SPM vang dinvatakan lengkap, PPKD selaku BUD
melalui Kuasa BUD menerbitkan SP2D,
Dokumen SPM vang tidak lengkap dan tidak sah atau melampaw
pagu anggaran PPKD selaky BUD/Kuasa BUD menolak
menerbitkan SP2D.
 Kuasa BUD menyerahkan SP2D untuk uang persediaan/gant
uang persedisan/tambahan uang persediaan kepada PA/KPA
untuk dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran pada bank.
SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran LS
(Langsung) diserahkan kepada pihak ketiga untuk dicairkan pada
bank.
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8P2D vang diterbitkan untuk keperluan pembayaran L3
diserahkan kepada bank wuntuk dicairkan oleh Bendahara
Pengeluaran pada Perangkat Daerzh atau pihak ketiga.

k. Tata cara pembayaran gaji dan tambahan penghasilan di bank

dilaksanakan perangkat daerah dengan cara sebagat berikul:

1] mengusulkan pembukaan rekening tabungan bagi pegawal
negeri gipil kepada bank:

2) menvampaikan daftar nominatif gaji bersih dan tambahan
pengasilan kepada bank berupa hasil cetakan dan data
elekironik dengan format yang sudah ditentukan pihak bank;

3) memberikan perintah kepada  bank untuk melakukan
pemindahbukuan gaji dan tambahan penghasilan sesuai
dengan daftar nominatif ke rekening tabungan masing-masing
pegawai negeri sipil.

12. PENGAMBILAN GAJ] DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

a.

Pengambilan gaji dan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil

dapat dilakukan melalui:

1] pengambilan tunai di bank;

2] pengambilan tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Pengambilan tunai di bank dapat dilakukan dengan cara:

1} perorangan;

2) dikuasakan.

Untuk pcngambilan secara peTorangan, masing-masing pegawail

negeri sipil datang sendiri untuk melakukan pengambilan uang ke

bank.

Untuk pengambilan vyang dikuasakan, dilakukan dengan

memberikan surat kuasa kepada bendahara gaji untuk melakukan

pengambilan uang ke bank,

Pengambilan melalui Anjungan Tunai Mandiri [(ATM) dapat

dilakukan pada:

1) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank;

2) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) lain yang bekerja sama dengan
bank,

Pengambilan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dilakukan

dengan menggunakan kartu pegawai elektronik yang dapat

berfungsi scbagai kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
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g. Bagi pegawai negeri sipil vang belum memiliki kartu pegawal

clektronik diberikan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM] oleh
banl.

h. kartu pegawai elektronik dapat dipergunakan sebagal karta

Apjungan Tunai Mandiri (ATM) setelah dilakukan registrasi dan
verifikasi oleh bank.

13 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

1. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungiawaban

atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya.

Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas:

£l

b.

G

d.

pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan;
pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang persediaan;
pertanggungjawaban administratif;

pertanggungjawaban ungsional.

2. Pertanggungjawaban penggunaan Uang perscdiaan

&,

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban
penggunaan uang perscoiaan setiap akan mengajukan ganti
uang persediaan tanpa menggunakan fungsional apabila
pengajuan ganti uang perscdiaan tersebut tidak pada akhir
bulan

Dokumen yang disampaikan adalah laporan
pertanggungjawaban uang persediaan dan dilampin dengan
bukti-bulkti belanja yang sah.

3. Pertanggungjawaban penggunaan tembahan uang persediaan

a.

Bendahara Pengeluaran meiakukan pertanggungjawaban
penggunaan tambahan uvang persediaan  setelah  kegiatan
selesal dilaksanakan.

Dokumen yang disampalkan adalah laporan
pertanggungjawaban tambahan vang persediaan dan dilampiri
dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap,

Apabila terdapat tambahan wuang persediaan yang tdak
digunakan maka Bendahara Pengeluaran melakukan setoran
ke Kas Umum Daerah. Surat tanda setoran atas penyetoran itu
dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban

tambahan uang persediaan,
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Berdasarkan bukti-bukti belanja vang sudah diverifikasi PPK-
SKPD, maka PA/KPA menandatangani laporan
pertanggungjawaban tambehan uang persediaan  sebagai
bentuk pengesahan.

4, Pertanggungjawaban administratif

a.

Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh Bendahara
Pengeluaran dan disampaikan kepada PA paling lambat tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya;

Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat
Pertanggungjawaban [(SPJ] yang menggambarkan jumlah
anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara
kurmulatil maupun per kegiatan;

Pertanggungjawaban administratif berupsa Surat
Pertanggungjawaban dan dilampiri dengan Buku Kas Umum
laporan penutupan kas bulanan, register penutupan kas dan
Surat Pertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu
(apabila ada);

Dolkumen surat pertanggungjawaban beserta Bulku Kas Umum,
laporan penutupan kas dan Surat Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan kepada PPK-SKFD
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk dilakukan
verifikasi,

Setelah mendapatkan verifikasi, PA menandatangani sebagai
bentuk pengesahan,

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun
anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan
berkenaan. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri dengan

bukti setoran sisa uang perscdiaan.

5. Pertanggungjawaban fungsional

B.

pertanggungjawaban  fungsional dibuat oleh Bendahara
Pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling
lambat tanggal 10 (sepuluh] bulan berikutnya.
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b. pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat
Pertanggungjawaban [SPJ}) yang merupakan penggabungan
dengan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

c. Surat Pertanggungjawaban tersebul dilampiri dengan laporan
permatupan kas bulanan, register pcnutupan kas dan Surat
Pertanggungjawaban  Bendahara Pengeluaran  Pembantu
{apabila adal.

d. Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun
anggaran disampaikan paling lambat han kerja terakhir bulan

berkenaan, dilampiri bukti setoran 8128 UANE persediaan.

6. Dokumen Vang digunakan dalam menatausahakan

Tie

pertanggungjawaban oleh PPK-SKPD

a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(BPJY;

b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ);

c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ);

d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ).

Sebelum laporan  pertanggungjiawaban  secara fungsional

disampaikan, PPK-SKPD agar melakukan verifikasi dengan:

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungiawaban
dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dibayarkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian
ochyvek vang tercanturm dalam ringkasan per rincian objek;

¢. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak
Penghasilan (PPh) atas beban pengeluaran per rincian objek;

d. menguji kebenaran sesuai dengen sPM dan SP2ZD yang
diterbitkan periode sebelumnya.

Laporat pﬂf[ﬂﬂg_g‘l.‘-lﬂ,gj&“’abaﬂ yang disampaikan berupa sural

pertanggungjawaban [ungsional, laporan penutupan kas, register

penutupan kas, Buku Kas Umum, gurat Pertanggungjawaban

(SPJ) Bendahara Pengeluaran Pembantu [apabila ada) sebanyak 1

(satu) berkas.
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9., PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran paling kurang 1 (satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

B. PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA
LANGSUNG

PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
1. Penatausahaan belanja tidak langsung gaji dan tunjangan

a. pengajuan SPP-L3 gaji dan tunjangan vntuk diterbitkan SPM-

LS dari Bendahara Pengeluaran kepada PPK-3KPD dilampiri:

1) lembar kontrol;

2) surat pengantar SPP-LS;

3) ringkasan SPP-L5;

4} fotokopi/salinan SPD,

5) surat pernyataan pengajuan SPP-L3;

B) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-
-5

7) jumlah pegawai negeri sipil penerima tunjangan jabatan
struktural, jabatan fungsional dan tunjangan Wimum;

R) daftar jumiah pegawsi negeri sipil daerah, jumilah jiwa dan
besarnya jumlah belanja per golongan;

9| daftar jumlah pegawai negeri sipil per golongan per jabatan;

10) rekapitulasi gaii;

11] rekapitulasi bukti potong FFh Fasal 21;

12) daftar gaj;

13) kuitansi A2,

b. pengajuan aPM-1L8 untuk diterbitkan SP2D Langsung (LS) gajl
dan tunjangan dari PA ke BUD (BPKAD) dibuat rangkap 2 (dua)
dilampiri:

1) surat pengantar penerbitan SP2D-LS gaji dan munjangan;

2} surat pernyataan anggung jawab belanja dari PA [ KPA,;

3) [otokopi/salinan SPD;

4) SPM-LS, kertas warna biru;

5) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKFD;

6] perincian penggunaan anggaran gaji dan tunjangan (SP2D
jalan);

7)1 daftar pengajaan SPM;
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8] jumlah pegawai negeri sipil penerima tunjangan jabatan
struktural, jabatan fungsional dan tunjangan umum;

9] daftar jumlah pegawai negeri sipil daerah, jumlah jiwa dan
hesarnya jumlah belanja per golongan;

10) daftar jumlah pegawal negeri sipil per golongan per jabatan;

11} rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 21;

12) rekapitulasi gaji;

13) daftar gaji.

5 Penatausahaan belanja langsung honorarium pegawai honorer:

.

pengajuan SPP-L3 honorarium  pegawal  honorer  untuk

diterbitkan SPM-LS dari Bendahara Pengeluaran kepada PPK-

SKPD dilampiri:

1} ecek list;

2) surat pengantar SPP-L3;

3} ringkasan SPP-LS;

4] rincian SPP-LS;

5) perincian penggunaan anggaran gaji dan tunjangan (SPF
jalan);

6] daftar pembayaran honorarium pegawal honorer.

pengajuan SPM-LS untuk diterbitkan SP2D-LS5 honorarium

pegawai honorer dari PA ke BUD (BPKAD) dilampiri:

1) surat pengantar penerbitan  SP2D Langsung (L&)
honorarium pegawai honorer;

2) surat pernyataan lANEEUNg jawab belanja dari PA [KPA;

3) SPM-LS, kertas berwarna biru;

4) perincian penggunaan Anggaran hoporarium  pegawal
honorer (SP2D jalan);

5) daftar pembayaran honorarium pegawal honorer.

3. Penatausahsan hbelanja tidak langsung tambahan penghasilan

berdasarkan pertimbangan ohjcktif lainnya berupa tunjangan

kesejahteraan kepada pegawal

.

pengajuan SPP-LS tambahan penghasilan untuk diterbitkan
SPM-LS dari Bendahara Pengeluaran kepada PPR-SKFD
dilampiri:

1) lembar kontrol;

2] surat pengantar pengajuan SPP-LS;

3} ringkasan SPP-LS;
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4) rincian penggunaan dana SPP-L5;

5] fotokopi/salinan SPLY,

A) surat pernyataan pengajuan SPP-LE;

7] surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-
LS,

&) kuitansi AZ;

9] rekapitulasi pemberian tambahan penghasilan berdasarkan
berdasarkan  pertimbangan objektif lainnya berupa
tunjangan kesejahteraan kepada pegawal;

10) daftar penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan  objekuf lainnya  berupa  tunjangan
kescjahteraan kepada pegawai;

11) Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 21).

pengajuan SPM-LS untuk diterbitkan SP2D Langsung (LS)

tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan ohjektif

lainnya berupa tunjangan kesejahieraan kepada pegawai darl

PA ke BUD (BPKAD) dibuat rangkap 2 (dua) dilampiri:

1] surat pengantar penerbitan SP20 Langsung (L3) tambahan
penghasilan;

2| surat pernyataan langeung jawah belanja dari PA/KPA;

3) fotokopi/salinan SPD;

4) SPM-LS, kertas berwarna biru;

5) perincian penggunaan anggaran tambahan penghasilan
(SP2D jalan);

6) kuitansi A2 yang telah diverifikasi aoleh PPK-SKPD;

7] peraturan walikola ientang tambahan  penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektf lainnya  berupa
tunjangan kesejahteraan ke pada pegawal;

8) rekapitulasi pemberian tambahan penghasilan ;

9] daftar pencrimaan lambahan penghasilan;

10} surat setoran pajak (PPh Pasal 21) bulan sebelumnya.

4. Penatausahaan belanja langsung (barang dan jasal

o

surat pernyataan pengajuan Spp-UP/SPP-GU/SPP-TU J3PP-15;
SPP;

penclitian kelengkapan dokumen SPP;

SPM;

sural pernyataan tanggung jawab belanja PA/KPA;
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surat penolakan penerbitan SPM;

register SPM-UP/SPM-TU /SPM-GU /SFM-LS;

register surat penolakan penerbitan SPM;

sSP2D;

surat penolakan penerbitan SP2Dy

register SP2D;

register surat penolakan penerbitan SP2D;

Buku Kas Umum;

bulku simpanan bank;

buku pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN}/Pajak Penghasilan
(PPh);

buku panjar;

buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek;

register penutupan kas;

laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (surat
pertanggungiawaban belanja);

berita acara pemeriksaan kas;

gurat pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
(surat pertanggungjawaban belanja);

kartu kendali kegiatan.

Penatausahaan belanja tidak langsung TP Guru PNSD dan DTF
Guru PNSD:

B.

pengajuan SPP-L8 untuk diterbitkan SPM-LS TP Guru PNSD

dan DTP Guru PNSD dari Bendahara Pengeluaran kepada PPK-

SKPD dilampiri:

1) lembar kontrol;

2) sural pengantar pengajuan SPP-LS;

3] ringkasan SPP-L5;

4] rincian penggunaan dana SPP-L5;

5) fotokopi/salinan SPD;

&) surat pernyataan pengajuan SPP-LS;

7) surat pernyataan [Bnggung jawab belanja pengajuan SPP-
LS

8) kuitansi A2;

0| perincian penggunaan Anggaran TP Guru PNSD dan DTP
Caru PNSD (SP2D jalan);
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10) rekapitulasi per golongan dengan jumlah pajaknya;

11) rekapitulasi jumlah guruy;

12) rekapitulasi penyaluran ke kas daerah;

13) rekapitulasi sisa dana;

14) daftar pemotongan PPh Pasal 21;

15) rekapitulasi jumlah gurd yang berhak namun beluom
menerima tunjangan profesi guru;

16) Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 21).

b. Pengajuan SPM-LS untuk diterbitkan SP2D-L3 TF Guru PNSD

dan DTP Guru PNSD dari PA ke BUD (BPKAD) dilampiri:

1) surat pengantar penerbitan SP2D-LS TP Guru PNSD dan
DTP Guru PNSD;

2) surat pernyataan tanggung jawab belanja dan PA/KPA;

3) fotokopi/salinan SPD;

4) SPM-LS, kertas berwarna biry;

5) perincian pengguneaan anggaran TP Guru PNSD dan DTP
Guru PNSD (SP2D jalan);

6) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-3KPD;

7) rekapitulasi per golongan dengan jumiah pajaknya;

8] rekapitulasi jumlah guriy

6] rekapitulasi penyaluran ke kas dacrah;

10) rekapitulasi sisa dana;

11) daftar rencana pemotongan PPh Pasal 21;

12) rekapitulasi jumlah guru yang berhak namun belum
menerima tunjangan profesi guru;

13) surat setoran pajak (PPh Pasal 21).

&. Penatausahaan Belanja Tidak Langsung BPC Pimpinarn:
a. pengajuan SPP-LS untuk diterbitkan SPM-LS BPO Pimpinan

dari Bendahara Pengeluaran kepada PPK-SKPD dilampiri:
1) lembar kontrol;
7| surat pengantar SPP-L3;
3) ringkasan SPP-LS;
4] rincian penggunaan dana SPP-LS;
5) fotokopi/salinan SPD;
f) surat pernvataan pen gajuan SPP-LS;
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sural pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-
LS;

perintah pengeluaran/disposisi Ketua DPRD dan Wakil
Kerua DPRD;

pakta integritas masing-masing penerima BPO Pimpinan;

10 kuitansi A2 vang telah diverifikasi oleh FPPR-SKPD,

11} rincian penggunaan BPO Pimpinan bulan lalu;

12} fotokopi kartu tanda penduduk;

13) fotokopi proposal;

14) fotokopi kuitansi bermeteral.

b. pengajuan SPM-LS untuk diterbitkan SP2D Langsung (L3} BPO
Pimpinan dari PA ke BUD (BPEAD) dilampiri:

L

2}
3)
4)
3l
&)
7l

8]
9

surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (LS] BPO
Pimpinan;

surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
[otokopi/ salinan SPD;

SPM-LS, kertas berwarna biru;

perincian penggunaan anggaran BPO Pimpinan;

kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

perintah pengeluaran/disposisi Ketua DPRD dan Wakil
Ketua DPRD;

palcta integritas masing-masing penerima BPO Pimpinan,
kuitansi A2 vang telah diverifikasi oleh PPE-SKPD;

1 0} rincian penggunaan BPO Pimpinan bulan lalu;

11) fotakopi kartu tanda penduduk;

12} fotokopi proposal;
13) fotokopi kuitansi bermaterai.
-  Penatausahaan belanja tidak langsung BPO KDH fWHEDH;
4, pengajuan SPP-LS untuk diterbitkan SPM-LS BPO KDH/WKDH
dari Bendahara Pengeluaran kepada PPK-SKPD dilampiri:

1
2)
3)
4
=
B)

lembar kontral;

surat pengantar SPP-LS;
ringlkasan SPP-LS;

rincian penggunaan dana SPP-L3;
fotokopi/salinan SPD;

surat pernyataan pengajuan 3PP-L5]
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7) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-

L5;
B) perintah pengeluaran/disposisi Kepala Daerah fWakil
Kepala Daerah.

b, pengajuan SPM-LS untuk diterbitkan SP2D Langsung (LS) BPO
KDH/WKDH dari PA ke BUD (BPRAD) dilampiri:
1} surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (L3) BPO;
2) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
3) fotokopi/salinan SPD;
4) SPM-LS, kertas berwarna biru;
5] perincian penggunaan anggaran BPO:;
&) kuitansi A2 vang telah diverifikasi oleh FPR-SKPD;
7) perintah  pengeluaran /disposisi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah.
8, Format penatausahaan belanja tidak langsung insentif
pemungutan retribusi/ pajak daerah kepada pegawai:

a. pengajuan SPP-LS inscntil pemungutan retribusi/pajak daerah
untuk diterbitkan SPM-LS dari Bendahara Pengeluaran kepada
PPK-SKPD dilampiri:

1] lembar kontrol;

2} surat pengantar pengajuan SPP-LS;

3) ringkasan SPP-LS;

4) rincian penggunaan dana SPP-LS;

5) fotokopi/salinan SPD;

6) sural pernyataan pengajuan SPP-LS:

7] surat pernyalaan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-
L3,

8) kuitansi Ad;

9} ikhtisar target dan realisasi penerimaan retribusi/ pajak
daerah;

10} peraturan walikota tentang iata cara pemberian dan
pernanfaatan insentif retribusi/ pajak daerah;

11} keputusan walikota tentang penerima dan besaran
perrbavaran insentif retribusi/ pajak dasrah;

12) rekapitulas: penerimaan insentif pemungutan
retribusi/pajak daerah per bulan;
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13} rekapitulasi penerimaan msentif pemungutan
retribusi/ pajak daerah per triwulan;

14) daftar tanda terima penerimaan insentif permungutan
retribusi/ pajak daerah.

b. pengajuan SPM-L8 untuk diterbitkan SP2D Langsung LS)
insentif pemungutan reiribusi/pajak dacrah dan pengguna
anggaran ke BUD (BPKAD) dilampiri:

1) surat pengantar penerbitan SP2D Lan gsung (L3) insentif
pemungutan retribusi/ pajak daerah;

2) surat pernyataan tanggung jawab belarnja dar PA/KPA;

3] fotokopi/salinan SPD;

4] SPM-LS, kertas berwarna biry,

5) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

6] perincian penggunaan anggaran insentf pemungutan
retribusi/ pajak daerah (SP2D jalan);

7) realisasi retribusi/pajak daerah;

8) Peraturan Walikota tentang Insentif Pemungutan Pajak
Daerah /Retribusi Daerah ;

d) Keputusan Walikota Penerima  Besaran  [nsentif
Pemungutan Pajak Daerah/Retribusi Dacrah;

10 rekapitulasi Penerimaar Insentf Pemungutan
Retribusi/ Pajak Dacrah per bulan;

11) rekapitulas: penerimeasan Insentf Pemungutan
Retribusi/Pajak Dacrah per triwulan:

12) daftar tanda terima insentil pemungutan retribusi/ pajak
daerah;

13) surat setoran pajak Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 bulan

sebelumnya.

D. PENATAUSAHAAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN (SKFF)
Pengajuan Surat Kelerangan Penghentian Pembayaran {(SKPP] untuk
selanjuinya diterbitkan Surat Kelerangan Penghentian Pembayaran
(SKPP) dari Perangkat Daerah ke BPKAD:
|, surat pengantar pengajuan Surat Keterangan Penghentian
Pembayaran (SKPP) yang memuat rincian gaji terakhir yang

diterima oleh pegawai vang akan pensmn.
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2. salinan keputusan tentang pensiun dari Badan Kepegawaian

Negara untuk pegawai golongan la hinggs [Vb dan salinan
keputusan tentang Pensiun untuk pegawai golongan Ve hingea
[Ve.

salinan daftar gaji bulan terakhir vang telah diterima oleh pegawal
untuk penulisan rincian gaji vang dicantumkan dalam pengajuan
SKPP disesuaikan dengan gaji terakhir yang diterima oleh pegawai,
meskipun gaji terakhir tersebut belum disesuaikan besarannya
sesuai dengan keputusan tentang pensiun. Dibuktikan dengan
daftar gaji terakhir yang telah ditandatangani oleh pegawai yang

bersanghkutan.

Setelah diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKFP)
aleh BPKAD rangkap 6 {enam) dan diserahkan ke Perangkat Daerah,
agar Perangkat Daerah meneruskan distribusi Surat Keterangan

Penghentian Pembayaran (SKPF) kepada:

1

lembar Asli warna putih dan lembar tembusan warna biru untuk
PT. Taspen;
lembar tembusan warna merah untuk BPKAD,

lembar tembusan warna kuning untuk pegawal yang
bersangkutan;

_ lembar tembusan warna hijau untuk Bidang Informatika/ Dinas

Komunikasi, Informatika, dan Statistik;

lembar tembusan warna putih untuk Arsip Perangkat Daerah.

E. PENATAUSAHAAN USULAN PERUBAHAN GAJI DAN TUNJANGAN

L

Pengajuan usulan gaji dan tunjangan bag calon pegawal negert

sipil dan pegawai negeri sipil mutasi dilengkapi:

a. surat pengantar dari Perangkat Dacrah yang bersangkutan;

b, formulir isian pegawai,

c. lampiran salinan berkas-berkas sesual dengan yvang tercantum
dalam formulir isian pegawai;

d. salinan Surat Pernyvataan Melaksanakan Tugas (SPMTY);

e salinan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran [SKPF) dan
daerah asal bagi pegawal yang mutasi masuk ke Pemerintah
Dacrah;

f. salinan Keputusan tentang pencmpatan bagi pegawai yang
mutasi masuk ke Pemerintah Daerah;



syarat usulan gaji calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri

sipil bar {mutasi), dilengkapi:

1) surat pengantar dari Perangkat Daerah bersangkutan;

2) formulir isian pegawai;

3) lamporan salinan berkas-berkas sesual dengan formulir
isian pegawai;

4) salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);

5] -salinan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
dari daerah asal untuk pegawai yvang rmutasi ke Pemerintah
Daerah;

6) salinan Keputusan tentang Penempatan Pegawal dari

Walikota untuk pegawai yang mutasi ke Pemenntah
Daerah.

. Pengajuan usulan penghapusan pegawai negeri sipil dilengkapu:

1) surat pengantar dari Perangkat Dacrah bersangkutan;

2] Keputusan tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil;

3) surat keterangan kematian bagi pegawal negeri sipil yang
meninggal dunia;

4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPF| bagi
pegawai negeri sipil yang pensiun atau mutasi keluar
Pemerintah Daerah;

5] Keputusan tentang Mutasi bagl Pegawai Neger Sipil yang
mutasi keluar Pemerintah Daerah.

Pengajuan usulan Kenaikan Pangkat (KP] dan Kenaikan Gaji

Berkala (KGB) dilengkapi:

1) surat pengantar dari Perangkat Daerah yvang bersangkutan;

2) salinan keputusan tentang kenaikan pangkat atau

keputusan tentang kenaikan gaji berkala.

Pengajuan usulan penambahan dan pemutusan tunjangan

keluarga, tunjangan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan

funjangan umum yang melekat pada gaji:

a, Svarat usulan gaji calon pegawai negerl sipil dan pegawai

negeri sipil baru (mutasi), dilengkapi:

1} surat pengantar dari Perangkat Daerah bersangkutan;

2) formulir isian pegawai;

3) lamporan salinan berkas-berkas sesuai dengan formulir

isian pegawail;
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4) salinan Surat Pernvataan Melaksanakan Tugas (SPMT),

5) salinan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKFF]
dari daerah asal untuk pegawai yang mutasi ke Pemerintah
Dacrah;

6) salinan keputusan lentang pecnempatan pegawal dari
Walikota untuk pegawai yang mutasi ke Pemerintah
Daerah.

Pengajuan usulan penghapusan pegawal negeri sipil

dilengkam:

1) surat pengantar dari Perangkat Daerah bersangkutan;

2} Keputusan pensiun pegawai negeri sipil;

3) surat keterangan kematian bagl pegawai negeri sipil vang
meninggal dunia;

4] Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKFPP) bag
pegawai negeri sipil vang pensiun atau mutasi keluar
Pemerintah Daerah,

5) Keputusan mutasi bagi pegawal negerl sipll yang muLEsi
keluar Pemerintah Daerah.

Pengajuan usulan Kenaikan Pangkat (KP) dan Kenaikan Gajl

Berkala (KGB| dilengkapi:

1) surat pengantar dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;

2) salinan Keputusan kenaikan pangkal atau Keputusan
kenaikan gaji berkala.

Tunjangan suami/istri

Yang dimaksud dengan tunjangan istri/suami adalah

tunjangan vang diberikan kepada pegawal negeri sipil/calon

pegawal negeri sipil vang beristri/suami, dengan ketentuan

sebagal berikut

1) diberikan untuk 1 (satu] istrl/suami pegawal negeri yang
sah;

2) besarnya tunjangan istrifsuami adalah 10% (sepuluh
persen) dari gaji pokok;

3) tunjangan istri/suami diberhentikan pada bulan beritkutnya
setelah terjadi perceraian atau meninggal duma;

4] untuk memperoleh tunjangan istri/suami harus dibuktikan

dengan surat nikah/akta nikah dari Kantor Urusan Agama

atau Kantor Catatan Sipil.
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e. Tunjangan anak

Yang dimaksud dengan tunjangan anak adalah tunjangan vang

diberikan kepada pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri

sipil yang memiliki anak (anak kandung, atak tiri dan anak

angkat) dengan ketentuan sebagal beriloat:

L
2|
3
H

2
&)
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5

belum melampaui batas usia 21 (dua puluh satu) tahun;
tidak atau belum pernah menikah;

tidak mempunyal penghasilan sendiri;

nyata menjadi tanggungan pegawai negeri sipil/calon
pegawai negeri sipil yang bersangkutan;

diberikan paling banyvak untuk 2 (dua) orang anak;

Besaran tunjangan anak adalah 2% |dua persen) per anak
dari gaji pokol;

tunjangan anak diberhentikan pada bulan berikutnya
setelah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan
anak atau meninggal dunia;

batas usia anak dapat diperpanjang dari usia 21 (dua puluh
satu) tahun sampai usia 25 (dua puluh lima) tahun, apabila
anak tersebut masih sekolah dengan ketentuan dapat
menunjukkan surat pernyataan dari kepala
sekolah/kursus/perguruan tinggl bahwa anak tersebut
masih sekolah/kursus/kuliah dengan masa berlaku surat
tersebut untuk satu tahun,

Untuk memperoleh tunjangan anak dibuktikan dengan:

L)

2

3

surat keterangan kelahiran anak dari pejabat yang
berwenang pada catatan sipil/lurah/camat;

surat keputusan pengadilan vang
memutuskan/mengesahkan  percermian  dimana anak
menjadi tanggungan penuh janda/duda untuk tunjangan
anak tiri bagi janda/duda yvang bercerai;

surat keterangan dari lurah/camat bahwa anak-anak
tersebut adalah perlu tanggungan si janda/duda untuk
tunjangan anak tiri bagi janda/duda yvang suami/isterinya
meninggal dunia;
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surat keputusan pengadilan negeri tentang pengangkatan
anak (hukum adopsi] untuk tunjangan anak bagi anak
angkat (apabila pegawai mengangkat anak lebih dar: 1 anak
angkat, maka tunjangan anak untuk anak angkat maksimal
1 anak]},

tunjangan anak dimasukkan dalam pengajuan daftar gaji
selelah  diterimanya surat kelahiran oleh pengelola
administrasi gaji,. Pembayaran tunjangan anak tidak
berlaku surut.

Untuk tunjangan anak tiri/angkat dimasukkan dalam

pengajuan daftar gaji setelah diterima oleh Petugas Pengelolaan

Administrasi Belanja Pegawai (PPAPB), pembayaran tidak

berlaku surut dengan syarat:

1

2)

ayah vang sebenarnya dari anak tersebut telah meninggal
dunia vang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari
pAmMOong praja sere ndah-rendahnya camat;

ayah yang sebenarnya dari anak tersebul bukan Pegawsai
Negeri Sipil dan tunjangan anak untuk anak-anak it
diberikan kepada ayahnya yang harus dibuktikan dengan

surat keterangan dari kantor tempat ayahnya bekeria.

Tunjangan jabatan struktural

1)

2]

Prosedur permintaan pembayararn tunjangan jabatan

struktural:

Usulan permintaan pembayaran tunjangan jabatan

struktural dengan melampirkan keputusan pelantikan

dizertai dengan surat perintah melaksanakan tugas veng
ditandatangi oleh Kepala Perangkat Daerah.

Prosedur penghentian pembayaran lunjangan struktural:

s} Pembayaran Lunjangan jabatan struktural dihentikan
terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya
pegawal negeri sipil yang bersangkutan:

(1) diberhentikan dari jabatan srruktural;

(2) meninggal duma;

(3) diberhentikan scbagai pegawal negeri sipil;
(4] diberhentikan sementars;

(5) menjalani cuti di luar tanggungan negara;

{6) menjalani cut besar;
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(7) dijatuhi  hukuman perjara  atau kurungan
berdasarkan putusan pengedilan vang mempuyal
keuatan hukum tetap.

pegawai negeri sipil yang diberhentikan dari jabatan
strukturalnya karena tugas belajar lebih dari 6 (enam)
bulan, dihentikan pembayaran tunjangan jabatan
strukturalnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah
vang bersangkutan diberhentikan dari jabatan
strukturalnya.

pegawai negeri sipil vang dijatuhi hukuman disiplin

berupa pembebasan dari jabatan struktural, meskipun

mengajukan keberatan atau gugatan, tunjangan jabatan
strukturalnya tetap dihentikan.

pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural

dan diberhentikan sebagai pegawai negeri  sipil,

meskipun mengajukan keberatan atau gugartan,
tunjangan jabatan strukiuralnya tetap dihentikan.

Prosedur pembayaran kemball tunjangan jabatan struktural

)

)

Khusus bagi pegawai negeri sipil yang telah selesai
menjalani cuti di luar tanggungan negara karena
persalinan dan cuti besar, tunjangan jabatan
strukturainva dibayarkan kembali terhitung mulail
tanggal 1 [satu) bulan berilkutnya pegawal negerl sipil
tersebut telah aktif melaksanakan tugas dalam jabatan
strukturalnya yang  dinyatakan  dengan  surat
pernyataan dari pejabat yang berwenang atau prjabat
lain vang ditunjuk.

Pembayaran kembali tunjangan jabatan struktural bagi
pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara
dilakukan mulai tanggal 1 (satwa} bulan berikutnya
setelah pegawail negeri sipil tersebut diaktifkan kembali
dalam jabatan strukturainya vang ditetapkan dengan
keputusan scsuai  dengan  ketentuan peraluran

perundang-undangan.
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g. Tunjangan jabatan fungisonal

|} Prosedur permintaan pembayaran tunjangan fungsional:

4]

Usulan permintaan pembayaran tunjangan fungsional
dengan melampirkan keputusan pengangkatan dan
penugasan secara penuh dalam jabatan fungsional dengan
keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Tunjengan jabatan fungsional tidak
berlakn surut dari  tanggal penetapan keputusan
pengangkatan dalam jabatan fungsional.

Prosedur penghentian pembayaran tunjangan jabatan

fungsional:

a) tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung
mulai bulan berikutnya pegawal negeri sipil yang
bersangkutan:

(1} dibebaskan scmentara dari jabatan fungsional;

(2) menjalant cuti besar;

(3) diberhentikan dari jabatan fun gsional;

(4) berhenti atau diberhentikan sebagal pegawal negert
sipil:

(5) diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan
fungsional lainnya.

b} khusus bagi pejabat fungsional vang dibebaskan
sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk
jangka waktu lebih dari 6 [enam) bulan, maka
tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung
mulai bulan ketujuh;

¢} tunjangen jabatan fungsional dihentikan terhitung
mulai bulan berikutnya sejak Yyang bersangkutan
menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan

negara;
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d) pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin
berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai pegawai negeri  sipld, walaupun
kemudisn sedang mengajukan Kkeberatan/banding
administratil ke Badan Pertimbangan kepegawalan
(Bapek), tunjangan jabatan fungsienalnya tetap
dihentikan,

Prosedur pembayaran kembali tunjangan jabatan

fungsional

a) Khusus bagi pegawai negeri sipil yang telah selesai
menjalani cuti di luar tanggungan negara karena
persalinan dan cuti besar, tunjangan jabatan
fungsionalnyva dibayarkan kembali terhitung mulai
tanggal | (satu] bulan berikutnya pegawai negeri sipil
tersebut telah aktif melaksanakan tugas dalam jabatan
fungsionalnya yang dinyatakan dengan  surat
pernvataan dari pejabat yang berwenang atau pejabat
lain vang ditunjuk.

b) Pembayaran kembali tunjangan jabatan fungsional bagi
pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara
karena tugas belajar, tunjangan jabatan fungsionalnya
dapat dibayarkan kembali setelah diangkat dalam
jabatan fungsional dan dinyatakan telah melaksanakan
tugas kembali oleh pejabat yang berwenang,

h. Tunjangan urmum

a)

b

Proscdur permintaan pembayaran tunjangan umum:
Usulan permintaan pembayaran tunjangan —umum
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang tidak menerima
tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatn fungsional,
atau lunjangsn vang dipersamakan dengan tunjangan
jabatan,

Prosedur penghentian pembayaran tunjangan umum
tunjangan umum dihentikan terhitung mulai bulan

berikutnyva pegawal negeri sipil yang bersangkutan:



e i

(1) menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan
jabatan fungsional;

(2] menerima tunjangan vang dipersamakan dengan
tunjangan jabatan:;

(3) menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan
NcgaTa;

{4) berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri
sipil;

[3) diberhentikan dari jabatan organik;

(6) diberhentilkan sementara dari jabatan negeri;

(7) menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;

(8) menjalani masa vang tnggu;

(9] menjalani tugas belajar lebih dari & (enam) bulan;

(10) dijatuhi hukuman displin berupa pemberhentian
dengan hormat atsu pemberhentian tidak dengan
hormat sebagal pegawai negeri sipil;

(11) khusus bagi pegawai vang dibebaskan sementara darm
jabatannva karena tugas belajar untuk jangka waktu
lebih dari & [(enam) bulan, maka tunjangan umum
dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh;

(12) tunjangan umum dihentikan terhitung mulai bulan
berikutnya sejak vang bersangkutan menjalani cuti
besar atau cuti di luar tangFungan Negara;

(13) Pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin
berat berups pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai pegawai negeri sipil, walaupun
kemudian sedang mengajukan keberatan/banding
administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawalan
[Bapek), tunjangan umum tetap dihentikan.
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¢} Prosedur pembayaran kembali tunjangan umum

(1) Khusus bagi pegawal negeri sipil vang telah selesai
menjalani ¢uti di luar tangsungan negara karena
persalinan dan cuti besar, tunjangan umum dibavarkan
kembali terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan
berikutnya pegawai negeri sipil tersebut telah alktif
melaksanakan tugas yang dinvatakan dengan surat
pernyataan dari pejabat yang berwenang atau pejabat
lain yang ditunjuk.

{2] Pembayaran kembali tunjangan umum bagi pegawai
negeri sipil yang diberhentikan sementara karena tugas
belajar, tunjangan jabatan fungsionalnya dapat
dibayarkan  kembali setelah dinvatakan  telah
melaksanakan tugas kembali nle?‘ pejabat  yang

berwenang.
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